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Buku yang tengah para pembaca pegang dan baca kali
~ ini adalah sebuah buku tentang ihwal “fungsi sosial hak
- milik tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria
'yang diundangkan sebagai Undang-undang No. 5 dari
tahun 1960”. Dalam Pasal 6 undang-undang ini (yang
lazim disebut dalam singkatannya, ialah UUPA 1960),
dicantumkan ketentuan bahwa “semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial”. Adapun yang termasuk ke
dalam pengertian ‘hak atas tanah’ ini, menurut pasal
Pasal 16 ayat 1 UUPA 1960, adalah antara lain juga hak
milik atas tanah.

Penulis buku ini mengemukakan fakta telah ter-
jadinya perubahan besar di negeri ini dalam paradigma
ilmu hukum dan hukum agraria yang berkenaan den-
gan hak milik atas tanah, berikut fungsi dan perubahan
fungsinya. Apabila sebelumnya apa yang disebut “hak
- milik’ itu pada masa lalu, disebut eigendom, harus dinya-
takan dan diakui sebagai hak yang paling kuat dan
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pertumbuhan produk dan pendapatan nasional. Berbe-
da dengan strategi kerakyatan, ialah strategi yang akan
mengandalkan diri pada pentingnya memberdayakan
kemampuan warga dan pentingnya pengembangan
modal sosial, strategi pertumbuhan akan berkonsekuen-
si pada penekanan pentingnya peran para pejabat
kekuasaan negara untuk ikut melibatkan diri dalam
proses industrialisasi.

Melibatkan diri dalam proses modernisasi dan in-
dustrialisasi seperti itu, undang-undang telah pula
membukakan kesempatan luas kepada para pejabat ke-
kuasaan negara untuk memfasilitasi para pelaku indus-
tri dan mengontrol proses-proses pengambilan alih
‘hak-hak milik para pemilik tanah untuk kepentingan
industri, dengan dalih untuk kepentingan umum dan
bahwa hak milik pada dasarnya adalah fungsi sosial.
Di sini nyata, bahwa berbeda dengan konsep tentang
- hak milik pada masa lalu, kini kepemilikan atas tanah
tidak lagi bersifat mutlak. Industrilisasi, dengan keterli-
batan pemerintah sepanjang proses, telah menyebabkan
pemilikan hak atas tanah lebih bertendens ke faktanya
sebagai kewajiban rakyat untuk membantu usaha pem-
bangunan dengan melepaskan lahannya sewaktu-wak-
tu “demi kepentingan nasional”.

Sekalipun para pemilik tanah yang dibebani kewa-
jiban untuk melepaskan hak atas tanah lahannya akan
memperoleh ganti rugi yang dijanjikan layak, namun
demikian sampai sekarang standar yang jelas tentang
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Secara umum dapatlah dipujikan disini bahwa penu-
lis telah berhasil mengangkat isu besar yang muncul
dalam banyak wacana di negara-negara berkembang.
Walapun dalam wacana yang mengundang kontroversi
ini sang penulis terkesan lebih cenderung untuk
menahan diri tatkala harus membahas permasalahannya,
ialah hanya berkehendak menganalisis masalah ini
dari perspektif sosio-yuridis, namun posisinya yang
advokatif tersirat-sirat juga dalam banyak alinea yang
tersurat. Dengan mendefinisikan ‘fungsi sosial’ sebagai
fungsi untuk melindungi kepentingan petani kecil dan
tidak untuk dialihkan ke konsepnya yang baru untuk
memenuhi kebutuhan pemodal yang konon hendak
“membantu kebijakan industrialisasi pemerintah”,
nyata sudah sebenarnya posisi moral-intelektual sang
- penulis. Tulisan di halaman-halaman awal dan akhir
lebih menegaskan di pihak mana sebenarnya sang
penulis hendak berpihak.

Akhirulkalam, besar harapan saya buku yang di-
tulis Dr Yusriyadi, yang kini berkhidmat sebagai Guru
Besar Universitas Diponegoro, tidak hanya akan me-
nambah jumlah terbitan berguna di negeri ini, tetapi
juga ikut menambah tekad berbagai upaya untuk me-
nambah keberdayaan intelektual warga masyarakat. Di
tengah perubahan yang tengah berlangsung di negeri
ini, dari program-program pembangunan yang tak kun-
jung mengandalkan modal sosial ke program-program
yang kian bergantung pada modal kapital, besar pula
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harga yang layak belum pernah ditetapkan. Segala se-
suatunya akan ditentukan oleh hasil musyawarah anta-
ra pemilik dan pendiri pabrik yang memerlukan lahan.
Apabila musyawarah dilangsungkan secara fair, maka
harga pasar atau harga menurut Nilai Jual Objek Pajak
itulah yang mestinya dipegang sebagai patokan. Akan
tetapi, dalam kenyataan, perundingan acapkali berjalan
dengan posisi masing-masing pihak yang tak seimbang.
Besarnya ganti rugi yang diberikan kepada mereka di-
anggap sangat merugikan pemilik tanah.

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan pada
tahun 2003, yang data temuannya masih diperkirakan
sahih dan berlaku sampai akhir dasawarsa ini, penulis
mendeskripsikan betapa pengalihan hak dan'fungsi ta-
nah tak selamanya berjalan lancar seperti yang diharap-
kan berdasarkan aturan-aturan hukumnya. Banyak
peralihan hak harus berlangsung melalui perundingan
yang “alot” antara pemilik tanah dan calon investor, tak
jarang menemui jalan buntu yang hanya dapat ditem-
bus melalui intervensi para pejabat yang terkesan lebih
berpihak ke terwujudnya pembangunan industri. Di-
katakan bahwa, melalui berbagai penafsiran sepihak,
peraturan pertanahan telah lebih banyak difungsikan
untuk memberikan fasilitas kepada pengusaha industri.
Tindakan ekstra-legal, seperti tekanan yang berbau in-
timidatif oleh para pejabat yang diobsesi oleh keberhasi-
lan pembangunan industri, pun tak jarang pula ditemu-
kan di lapangan.
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penuh, kini tidaklah lagi seperti itu. Perubahan telah
terjadi, tidak hanya oleh sebab diundangkannya UUPA
1960 itu semata, melainkan sesungguhnya juga oleh se-
bab kebijakan politik yang melatari diundangkannya
un -undang tersebut. Penulis buku ini secara jelas
ingin menunjukkan bahwa perubahan telah terjadi “dari -
apa yang secara ideologik dikehendaki ke fungsi lain di
luar ideologik yang tidak dikehendaki”.

Apabila dilihat baik-baik, sekalipun sampai saat ini
teks UUPA 1960 tidak sedikitpun berubah atau diubah,
tetapi konteks-konteksnya telah berubah. Konsep ‘fungsi
sosial’ ikut berubah, mengarah ke fungsinya yang baru
sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi lewat industri- A
lisasi. Konsep ‘fungsi sosial tanah’ kini dimaknakan se-
bagai dasar pembenar pemerintah untuk membebaskan
lahan-lahan milik warga. Apabila semula didayagu- :
nakan untuk usaha pertanian rakyat, kini tanah-tanah
lahan difungsikan guna pembangunan pabrik-pabrik.
Tanah-tanah lahan yang semula tak tersentuh ekonomi
kapitalis modern kini ini telah mengalami transformasi
peruntukan dengan dalih demi kepentingan nasional
(seperti yang dimaksud oleh Pasal 5 UUPA 1960).

Sepanjang era kekuasaan rezim Orde Baru, kebi-
jakan pembangunan nasional amat menekankan strate-
gi pertumbuhan, yang secara implisit merupakan kebi-
jakan ekonomi yang berparadigma modernisasi, yang
pada gilirannya akan mengandalkan peran industri dan
industrialisasi sebagai jalan untuk mempercepat tingkat
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Industrialisi dan Perubahan
Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah

Bukuinikental dengan kajian teoretis dan studilapangan
yang berkait dengan industrialisasi dan fungsi sosial
- hak milik atas tanah. Fungsi sosial dikaji dalam aspek
sosiologisnya bukan aspek formalnya/normatifnya.
Atau, perubahan dari yang secara ideologis dikehendaki
ke fungsi lain di luar ideologi yang tidak dikehendaki.
Fungsi yang demikian, bukan tujuan hukum positif
kita. Dengan kata lain, perubahan merujuk pada
pengertian terjadinya “celah selisih” antara apa “yang
dihukumkan” (das Sollen) dengan apa “yang senyata-
nya” (das Sein). Ini artinya buku ini mengkaji terjadinya
“celah selisih” antara fungsi sosial sebagaimana ada
dalam hukum positif dengan fungsi sosial yang aktual
di ranah empiris. ‘

Ada dua permasalahan sentral yang dikaji dalam
buku ini. Pertama, mengapa industrialisasi mengakibat-
kanperubahanfungsisosialhakmilikatastanahkefungsi
individual? Kedua, bagaimanakah bentuk atau wujud
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dukung antar sektor, meningkatnya daya tahan perekono-
mian nasional, serta mendorong kegiatan berbagai sektor
pembangunan lainnya. Sektor industri nasional dianggap
lebih mampu menggunakan rancang bangun, rekayasa dan
konstruksi, serta memanfaatkan barang dan jasa buatan
dalam negeri. Di sisi lain telah diakui pula bahwa daya saing
dan ketahanan industri yang tinggi serta nilai tambah yang
memadai belum sepenuhnya tercapai. Kandungan lokal
produk barang dan jasa masih rendah, ketergantungan akan
bahan baku impor masih tinggi serta penyebaran industri
ke seluruh wilayah, khususnya di kawasan timur Indonesia
belum merata”.

Industrialisasi melahirkan perubahan sosial yang
menyangkut sistem nilai, norma, perilaku, organisasi,
lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial,

dansebagainya (Soerjono Soekanto, 1981). Industrialisasi
berpengaruh terhadap pemilikan dan pola penguasaan
tanah, intensitas transaksi tanah, pola hubungan kerja
dan pendapatan pertanian di pedesaan (Saptana, dkk,
2000). Hadirnya berbagai industri (baca: pabrik) di ber-
bagai lokasi, melahirkan komunitas warga yang secara
geografis tinggal di sekitar industri. Komunitas warga
yang demikian terdapatketerkaitan yang intensif dengan
tanah. Salah satu keterkaitannya adalah dalam ben-
tuk pembebasan tanah, sehingga kebutuhan tanah me-
ningkat. Di komunitas ini pembebasan tanah tak terhin-
darkan, sebab pembangunan industri selalu didahului
tahap pembebasan tanah. Dan ini meliputi tanah milik
warga yang semula terbatas untuk pertanian, bahkan se-
mula tanah tersebut tidak tersentuh kegiatan ekonomi

e T
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aktual. Teori struktural fungsional digunakan sebagai
“pisau analisisnya”.
: Pasal 6 UUPA 1960 memuat pernyataan penting
mengenai hak-hak atas tanah dalam konsepsi yang
mendasari hukum tanah positif. Sebagai norma positif,
seharusnya (das Sollen) harus diterima dan diterapkan
begitu saja (taken for granted). Penjelasan pasal tersebut
menyebutkan bahwa tidak hanya hak milik yang
mempunyai fungsi sosial, melainkan semua hak atas
tanah. Pasal ini merumuskan secara singkat hak-hak
perorangan atas tanah menurut konsepsi hukum tanah
nasional yang hakikatnya adalah konsepsi hukum adat.
- Menurut konsepsi hukum adat, semua hak atas
~ tanah bukan hanya berisikan wewenang, melainkan juga
kewajiban untuk memanfaatkannya (Boedi Harsono,
1999). Penguasaan atas semua tanah oleh negara,
diartikan sebagai pemberian wewenang kepada negara
- sebagai organisasi kekuasaan rakyat Indonesia (Bachtiar
- Effendie, 1993). Konsekuensinya, negara berhak cam-
pur tangan di sektor agraria, sehingga setiap hak atas
tanah tidak terlepas dari hak menguasai negara. Demi
kepentingan nasional misalnya, negara dapat mengen-
dalikan.

Hak menguasai negara (atau dapat juga disebut
sebagai pendakuan/klaim negara atas tanah sebagai ka-
wasan atau domein negara), bermula dari konsep teri-
torialitas yang berkembang sebagai tradisi hukum
barat sejak Abad XII. (keduabelas). Pada abad ini, ke-

sadaran nasional mulai bangkit di negeri-negeri barat,

Ry, TR
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melainkan menjadi sebuah ideologi yang menuntun
pembangunan. Apabila tanah dibutuhkan untuk pem-
bangunan, maka tanah yang ada di kawasan negara
telah “terkontrol” bahkan dapat beralih ke penguasaan
negara untuk kepentingan pembangunan. Hukum per- -
tanahan yang dikuasai oleh paradigma teritorialitas,
dan dikuati ideologi “developmentalisme” atau “pem-
bangunanisme” menyebabkan hukum pertanahan yang
ada menjadi sulit bersifat populis. “Developmentalisme”
atau “pembangunanisme” lebih bersifat ke wataknya
yang etatis sehingga selalu melahirkan marjinalisasi
petani tradisional para pemilik tanah (Soetandyo
Wignjosoebroto, 2003)

Fungsi sosial sebagai salah satu landasan hukum
hak menguasai negara atas tanah, semakin memperkuat
posisi negara ke arah pencarian tanah-tanah untuk ke-
pentingan pembangunan, termasuk untuk industri. Kon-
sekuensinya, marjinalisasi pemilik tanah berlangsung
terus. Uang, politik, dan kekuasaan serta alasan “demi
kepentingan umum” menyebabkan kian mudahnya
pemilik tanah terusik dari tanah mereka sendiri. Oleh
karena itu, menjadi penting apabila fungsi sosial (subs-
tansi ataupun rumusannya) perlu dikaji dalam rangka
sumbangsih pemikiran teoretis maupun praktik hukum
yang akan datang menuju perlindungan hak milik atas
tanah yang lebih berkeadilan. :

Dikukuhi, bahwa fungsi sosial hak milik atas tanah
dianggap berhasil menjadi “wadah” antara dua kepen-
tingan, yakni kepentingan individu pemilik tanah dan
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majemuk dan heterogen, menentukan aktualisasi fungsi
sosial tersebut. Fungsi sosial sebagai nilai, sama halnya
dengan nilai yang lain, selalu terikat pada konteksnya,
berkembang, dan berubah, berbeda dari satu tempat ke
tempat lain, dari waktu ke waktu, dan dari kelompok
manusia yang satu kepada kelompok manusia yang
lain. Boleh disebut kajian buku ini ditulis dalam konteks
realitas sosial-kultural yang demikian ini. Fungsi sosial
~(sebagai substansi kekuatan sosial maupun sebagai
struktur institusi pembuat keputusan in concreto yang
berkekuasaan) dikaji dalam aktualisasinya sebagai
realitas sosial yang “kasat mata”. Fungsi sosial, difahami
berdasar keajegan (regularities, nomos) atau keseragaman
(uniformities), bukan sebagai norma positif dan bukan
sebagai keharusan-keharusan semata. Jadi fungsi sosial
difahami bukan dalam tataran idealnya melainkan lebih
pada tataran aktualnya sebagai realitas yang teramati.

- Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi hu-
kum dipatuhi atau tidak dipatuhi. Misalnya, karena
takut sanksi, kepentingannya terjamin bahkan, mung-
kin karena merasa hukum yang berlaku sesuai dengan

‘nilai-nilai atau sikap hukum seseorang/warga ma-
syarakat (Soerjono Soekanto, 1987). Dalam konteks
tanah, Gunawan Wiradi (2002) menyebut adanya kon-
disi objektif mengenai pemilikan, penguasaan, dan
penggunaan tanah dalam masyarakat yang pada ha-
kikatnya merupakan produk dari bekerjanya berbagai
faktor yang saling berinteraksi, yakni dinamika internal,
intervensi pemerintah (dengan berbagai kebijakannya),
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‘masuknya ekonomi uang. Uang, menghapuskan ikatan
sosial antar individu dan menjadikan individu dapat
memperoleh kekuatan yang luas dan membuat kelas
dominan menjadi tidak teridentifikasi. Ekonomi uang
menjamin pemenuhan kebutuhan individu, sehingga
materi mendominasi setiap aspek masyarakat (Neera
Chandhoke, 1995).

Pada waktu terjadi campur tangan hukum melalui
tindakannormatifolehkekuasaanpublik, eksistensifung-

sisosialhak milik atas tanahmengalami“gangguan”.Ter-

lebih campur tangan kekuasaan publik tersebut begitu
- kuatnya, sehingga menjadikan penafsiran penguasa ber-
beda dengan penafsiran warga masyarakat. Posisinegara
yang begitu dominan, menempatkan kepentingan pe-
milik tanah berada di bawah kepentingan negara, ke-
pentingan umum, kepentingan pembangunan bahkan
atau kepentingan lain yang menunjang pembangunan
nasional. Kelanjutannya terjadi ketidakadilan yakni
tidak terjaminnya kepentingan individu pemilik tanah.
Pemilikan pribadi atas tanah “terjerat” oleh hak-hak
kolektif atau hak-hak yang bertingkat lebih tinggi. Pe-
milikan pribadiseakan-akan“terkurung” dalam pengua-
saan kolektif (Sediono MP. Tjondronegoro & Gunawan
Wiradi, 1984). Perlindungan kepentingan individu
pemilik tanah menjadi berkurang, bahkan dapat hilang
sama sekali dan bergeser pada kelompok-kelompok
tertentu, yaitu pengusaha industri.

Pada hakikatnya, aktualisasi fungsi sosial hak milik
atas tanah merupakan aktualisasi ide-ide hukum yang
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milik atas tanah merupakan salah satu unsur penting
dalam persoalan keadilan, sehingga keadilan selalu
berkaitan erat dengan jaminan hak milik pribadi. Di
samping menjamin hak milik pribadi yakni menjaga agar
orang tidak saling merugikan satu sama lain, maka fungsi
kedua dari keadilan yakni mengarahkan manusia untuk
menggunakan hak milik bersama demi kepentingan
bersama dan hak milik pribadi demi kepentingan mereka
~masing-masing (Sonny Keraf, 1987).

Melalui perspektif struktural fungsional sebagai
kerangka teoretis, buku ini memahami masyarakat
sebagai sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian
atau unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain dan
fungsional dalam keseimbangan. Segala pranata yang
ada dalam masyarakat tertentu, memiliki sifat ftnig-
sional terhadap yang lain. Suatu pranata dapat diper-
tahankan apabila fungsional terhadap yang lain dan
sebaliknya tidak dipertahankan, bahkan ditolak bila
pranata tersebut menjadi tidak fungsional.

Terdapat sejumlah temuan yang membuktikan
benar terjadi perubahan fungsi sosial hak milik atas ta-
nah (Yusriyadi, 2003). Perubahannya, menuju ke fung-
si individual, sehingga pemilikan tanah di kalangan
warga masyarakat tidak lagi berorientasi pada fungsi
sosial. Pembangunan/pendirian berbagai industri se-
lalu menghadirkan berbagai permasalahan, misalnya
pengadaan tanah milik warga masyarakat yang dikenal
dengan istilah pembebasan tanah. Pembebasan tanah
untuk pembangunan/pendirian industri di kalangan
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pat industri tersebut berada. Perubahan sosial ditandai
oleh munculnya nilai-nilai sosial baru yang bersifat
individualisme, dan maksimalisasi keuntungan dalam
hubungannya dengan pemilikan tanah. Akibatnya, ke-
beradaan fungsi sosial hak milik atas tanah sebagaimana
ada dalam UUPA 1960 dihadapkan pada perkembangan
yang berbeda sehingga menggeser realitas sosial yang
ada pada saat UUPA 1960 dibentuk. Realitas sosial ini
misalnya, perilaku kebersamaan/ gotong royong, hidup
dan berlakunya hukum adat, dan masyarakat yang ber-
sifat agraris, kemudian digantikan oleh kegiatan sosial
dan ekonomi warga masyarakat yang lebih berbasis per-
kotaan. ‘

Keempat, munculnya nilai-nilai sosial baru yang
berbeda dengan nilai-nilai sosial lama yang dianut/ada
dalam UUPA 1960, menyebabkan kepemilikan tanah
menjadi berubah dari fungsi sosial ke fungsi individu.
Kepemilikan atas tanah telah berorientasi menjadi
hak individualnya semata sehingga kewajiban hukum
sebagaimana diidealkan sebagai fungsi sosial menjadi
berubah menipis bahkan, dapat menghilang sama sekali.

Kelima, munculnya realitas pemilikan tanah yang
bersifat individual dan telah mengabaikan fungsi sosial-

~nya hak milik atas tanah, menandai perubahan fungsi
sosial hak milik atas tanah warga masyarakat.

Keenam,tanahmenjadisemakinberdimensiekonomis
yang antara lain ditandai harga tanah yang semakin
‘membubung naik, dijadikannya tanah sebagai objek
spekulasi atau sebagai komoditas ekonomi yang dapat
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Kedua, tanah lebih dimaknai sebagai fungsi ekonomis
semata sehingga tanah berubah menjadi komoditas
ekonomi atau komoditas perdagangan. Tanah menjadi
barang yang dijadikan sebagai objek spekulasi demi
keuntungan ekonomi semata.

Ketiga, akses perolehan tanah menjadi lebih diten-
tukan oleh mekanisme pasar dan menyebabkan mun-
culnya para spekulan tanah sehingga banyak pemilik
tanah (pengusaha industri maupun warga masyarakat)
yang sengaja menelantarkan tanahnya untuk investasi
demi tujuan yang lebih menguntungkan secara ekonomi
semata. Semua perilaku aktual ini “ditolok” dari kepen-
tingan individualnya pemilik tanah semata, sehingga
di kalangan pemilik tanah di sekitar industri semacam
ada kebebasan penuh untuk “mengapasajakan” tanah

miliknya yang berarti mengabaikan fungsi sosialnya hak
 milik atas tanah sebagaimana ada dalam teks normatif-
positivistik atau yang diidealkan oleh hukum positif.

Dengan terbitnya buku ini diperoleh dua manfaat
sekaligus. Pertama, manfaat teoretis yakni memperkaya
studi berlakunya hukum di masyarakat. Secara khusus,
buku ini memberikan sumbangan pengetahuan tentang
kemungkinan adanya kesenjangan antara yang “di-
hukumkan” (das Sollen) dan yang senyatanya (das Sein)
mengenai fungsi sosial hak milik atas tanah. Mengikuti
pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto (2008:121), pada
waktu mengkaji soal kesenjangan antara substansi
hukum negara dan moral hukum rakyat, secara teoretis
buku ini memperkaya pemahaman adanya apa yang

- -
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A. Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah dan
Perubahannya

Fungsi sosial hak milik atas tanah dan perubahannya

- merupakan permasalahan utama buku ini. Pasal 6 UUPA
menyebutkan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial”. Boedi Harsono (1999: 145, 284) menyebut Pasal
6 UUPA memuat pernyataan penting mengenai hak-
hak atas tanah dan merumuskan secara singkat sifat
‘kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah
menurut konsepsi yang mendasari hukum tanah nasio-
nal. Di antara hak-hak atas tanah sebagaimana disebut
- dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA terdapat salah satu hak
yang disebut sebagai hak milik dan yang menurut
UUPA di antara hak-hak atas tanah tersebut, hak milik
merupakan hak yang ter (dalam arti: paling) kuat dan
terpenuh.
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industri atau pabrik-pabrik (KJ. Veeger, 1993: 27).
Meskipun kedua pendapat tersebut tidak seluruhnya
benar, bahkan dapat disebut lebih bersifat “pelecehan”,
namun juga mengandung kebenarannya sebagaimana
dapat direfleksikan dari beberapa GBHN Era Orde
Baru. :
Industrialisasi di Indonesia, ditempuh dengan ke-
bijakan membangun/mendirikan berbagai industri
(baca pabrik) serta penyebaran industri ke seluruh wila-
yah. Dengan merefleksikan GBHN (TAP MPR. No. II/.
MPR/1998 angka IV. A. 4.a), terdapat rumusan sebagai
 berikut:
“Kondisi pembangunan industri dianggap telah dapat
memperkukuh struktur perekonomian nasional dengan’
berkembangnya keterkaitan yang kuat dan saling mendu-
kung antar sektor, meningkatnya daya tahan perekono-
mian nasional, serta mendorong kegiatan berbagai sektor
pembangunan lainnya. Sektor industri nasional dianggap
lebih mampu menggunakan rancang banguh, rekayasa dan
konstruksi, serta memanfaatkan barang dan jasa buatan da-
lam negeri. Di sisi lain telah diakui pula bahwa daya saing
dan ketahanan industri yang tinggi serta nilai tambah yang
memadai belum sepenuhnya tercapai. Kandungan lokal
produk barang dan jasa masih rendah, ketergantungan akan
bahan baku impor masih tinggi serta penyebaran industri
ke seluruh wilayah, khususnya di kawasan timur Indonesia
belum merata”.

Industrialisasi terkait dengan perubahan sosial,
suatu perubahan yang menyangkut sistem nilai, norma-
norma, perilaku, organisasi, lembaga-lembaga sosial,
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kebenaran kontekstual. Hak milik atas tanah, menjadi
hak individualnya semata, bagian eksistensi seseorang
bahkan seakan mengandung kebebasan pemiliknya.
Benar pendapat yang mengatakan pemilikan tanah
melambangkan nilai-nilai kehormatan, kebanggaan,
dan keberhasilan pribadi. Secara ekonomi, sosial, dan
budaya, tanah miliknya menjadi sumber kehidupan,
simbol identitas, hak kehormatan, dan martabat
pendukungnya (Maria S.W Soemardjono, 159, Jhon
Nonggorr, 1992: 3).

- Mengikuti alur berpikir logika yuridis Pasal 6 UU

No. 5 Tahun 1960, - selajutnya disingkat UUPA, ter-
~ dapat semacam keharusan, bahwa “semua hak atas
tanah mempunyai fungsi sosial”. Melalui pasal ini pem-
buat undang-undang mengalokasikan berbagai fungsi
mengenai hak-hak atas tanah, termasuk hak milik.
‘Fungsi dapat bersifat fasilitatif atau kontrol, bahkan
keduanya baik fungsi fasilitatif maupun fungsi kontrol.
Fungsi kontrol misalnya mewajibkan bagi siapapun pe-
milik tanah (perorangan/badan hukum) untuk menge-
tahui dan mematuhi apa “yang dihukumkan”. Atau me-
matuhi kewajiban yang diidealkan oleh norma positif
sehubungan dengan fungsi sosial pada hak milik atas
tanahnya. ’

Dalam buku ini, fungsi sosial hak milik atas tanah
dianggap sebagai norma positif atau norma yang dipo-
sitifkan oleh Pasal 6 UUPA 1960. Atau sebagai norma
tentang hak milik yang diidealkan. Fungsi sosial hak
milik atas tanah seakan menjadi “doktrin pemilikan
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Studi Mather misalnya, menyebut kehadiran industri
di pedesaan di samping berfungsi sebagai sumber
akumulasi baru bagi para pemimpin desa juga me-
- mungkinkan para pemimpin desa untuk mencari
komisi sebagai perantara dalam pembebasan tanah,
maupun memperoleh penghasilan tambahan dengan
menyewakan kamar (Celia E. Mather: 1983).
: Dinormakan bahwa type mengenai hak milik atas
- tanah adalah berfungsi sosial. Siapa pun pemilik tanah
dibebani kewajiban (yang berarti kontrol penguasa)
bahwa kepemilikannya atas tanah tidak bersifat mutlak,
dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat atau
negara. Tipe ideal ini bukan deskripsi fenomena empiris,
dan juga bukan teori fenomena empiris. Tipe ideal
terbentuk oleh pemberian penekanan sepihak pada satu
atau lebih segi-segi pandangan dan oleh sintesis dari
sejumlah besar fenomena individu konkret yang kabur,
tidak menonjol, seringkaliada, dan kadang-kadang tidak
ada, yang disusun menjadi kesatuan konstruksi analisis
(A.G.G. Peters, et, 1988: 374). Menurut konsepsi hukum
adat dan juga menurut konsepsi hukum tanah nasional,
‘hak-hak atas tanah (termasuk hak milik) bukan hanya
berisikan wewenang, melainkan juga kewajiban untuk
memakai, mengusahakan, dan memanfaatkannya,
dan bahwa hak-hak perorangan bersumber pada hak
bersama (yaitu hak bangsa), dan mengandung unsur
kebersamaan (Boedi Harsono, op. cit: 286).
Fungsi sosial hak milik atas tanah berkaitan erat,
bahkan sering diidentikkan dengan kepentingan umum

. .
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snu tidak didapatinya kriteria yang tegas mengmm apa
yang dimaksud dengan kepentingan umum tersebut.

~ B. Industrialisai dan Fungsi Sosial Hak Milik Atas
Tanah

Dalam buku ini, industrialisasi lebih diartikan se-
bagai pembangunan/ pendirian berbagai industri (baca:
pabrik), khususnya industri manufaktur. Industrialisasi,

- sengaja dikedepankan sebagai faktor yang memberikan
kontribusinya terhadap perubahan fungsi sosial hak
milik atas tanah yang terjadi di kalangan warga masya-
rakatsekitarindustri. Ditemui, terdapatberbagaikarakte-
ristik yang menandai masyarakat yang demikian ini. Di
lokasi masyarakat banyak ditemui berbagai bangunan
industri (pabrik) dengan segala aktivitasnya. Bersa-
‘maan dengan karakteristik tersebut, muncul berbagai
permasalahan. Berkaitan dengan fokus kajian buku ini,
salah satu permasalahannya adalah pengadaan tanah
milik warga untuk bangunan fisik industri melalui cara
yang biasa dikenal dengan istilah pembebasan tanah.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 15 Tahun 1975, tanggal 13 Desember 1975
Tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata cara
Pembebasan Tanah, bahwa yang dimaksud dengan
pembebasan tanah itu ialah melepaskan hubungan
hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/
penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti
rugi. Secara normatif, Permendagri itu hanya memuat
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secara sukarela oleh pemiliknya kepada pemerintah,

- maka penyerahan ini pada sisi yang lain sebenarnya juga
- merupakan pembebasan hak atas tanah (Abdurrahman,
1996: 13-14).

Munculnya pembangunan berbagai industri, pembe-
basan tanah semakin menjadi kontroversial. Di satu sisi,
tanah merupakan kebutuhan pokok bagi pembangunan
industri, namun di sisi yang lain yakni warga (pemilik
tanah), utamanya petani menganggap tanah sebagai
modal pokok bagi kelangsungan kehidupannya. Oleh
karena persediaan tanah sangat terbatas maks tanah
bagi pemiliknya menjadi lebih berdimensi ekonomis.
Kata terbatas, dimaksudkan bukannya tidak ada tanah
yang tersedia, melainkan tidak adanya tanah yang bebas
dari hak orang atau badan hukum. Ironisnya tanah yang
demikian ini justru dibutuhkan oleh pemerintah untuk

' kepentinganpembangunansesuaistrategipembangunan
nasionalnya. Oleh pihak swasta, tanah untuk keperluan
pembangunan/pendirian industri. Dimensi ekonomi
tanah bagi pemegang hak milik, nampak antara lain
dari harga tanah di sekitar industri yang didirikan yang
selalu cenderung naik. Bahkan komunitas warga sekitar
industri, tanah cenderung dijadikan sebagai objek spe-

“kulasi. Kecenderungan yang demikian ini menandai ter-
jadinya celah selisih antara yang ideal/dihukumkan da-
lam teks normatif-positivistik dengan apa yang aktual.
Yang ideal adalah bahwa tanah bukan sebagai objek spe-
kulasi.
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pembangunan industri pengolahan bahan-bahan yang
berasal dari impor. Dalam Era Orde Baru yang sering
- disebut Era Pembangunan, kebutuhan tanah menjadi
sangat besar. Dalam era ini lahir dan berkembang
golongan ekonomi kuat yang dengan berbagai cara
berusaha memperoleh dan menguasai tanah-tanah
petani. Tujuannya untuk keperluan kegiatan usaha
yang produktif, objek investasi, dan objek spekulasi.
Berbeda dengan era sebelumnya, waktu itu kegiatan
- pembangunan secara besar-besaran masih pada tahap

perencanaan dan walaupun dilaksanakan, barulah se-
 cara sporadik dan terbatas. Menurut Yusriyadi (2003),
ada semacam “imperatif” bahwa Indonesia yang akan
datang harus mengkaji ulang ketetapan dan langkah-
langkah pembangunan nasional sebelumnya.

Melalui berbagai penafsiran, ditemui berbagai per-
aturan pertanahan yang lebih berfungsi fasilitasi para
pengusaha industri. Penafsiran, meliputi penafsiran ten-
tang sifat fungsi sosial atas tanah yang sebenarnya baru
merupakankonsepsidenganasas-asasdanketentuan-ke-
tentuan pokoknya dalam UUPA dan beberapa undang-
~undang pokok lain. Sampai sekarang, belum cukup
memasyarakat. Ketentuan-ketentuan yang merupakan
penjabaran sifat fungsi sosial tampaknya belum dilak-
sanakan sebagaimana diharapkan pada waktu dibuat-
nya (Boedi Harsono, Ibid,: 291, David L. Callies, 1984).
Dalam buku ini, fungsi sosial hak milik atas tanah meng-
alami perubahan sehingga implementasinya berbeda
dengan yang dihukumkan/diidealkan” oleh hukum
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Meskipun secara harafiah industrialisasi menunjuk
pada pengertian diperkenalkannya industri atau proses
menuju industri, industrialisasi merupakan proses
transformasi sosial dan ekonomi. Perubahan sosial
mencapai titik perubahan pandangan hidup yang
- semula agraris menjadi urban dan industrial (Moham-
- mad Thoyibi (ed), 1995: vii). Muncul anggapan, indus-
trialisasi merupakan keharusan setiap bangsa yang ingin
maju. Bahkan maju mundurnya suatu bangsa sering
diukur dari keberhasilannya melaksanakan industria-
 lisasi. Hanya sebagian kecil negara dengan jumlah pen-

- duduk sedikit dan kekayaan minyak/kekayaan alam

lainnya melimpah, seperti Kuwait ‘dan Libya, dapat
‘mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi
tanpa industrialisasi (Helen Hughes, 1992: 8, Tulus T.H.
Tambunan, 2001: 42). ;
; Munculnya berbagai industri di masyarakat, terben-
- tuklah komunitas yang secara geografis semula bersifat
subsisten, berubah ke orientasi pasar. Disini berlangsung
perubahan-perubahan tradisi/kebudayaan agraris ke
- kebudayaan modern yang lebih mendasarkan rasio-
nalisme. Max Weber menyebut rasionalisme sebagai
istilah seni untuk menggambarkan sistem ekonomi
- yang tidak lagi didasarkan pada tradisi/kebiasaan akan
tetapi pada penyesuaian sarana-sarana ekonomi yang
~ sistematis dan cermat menuju pencapaian tujuan-tu-
juan dalam rangka memperoleh profit/ keuntungan ke-
uangan. Suatu tindakan, disebut rasional apabila penca-
paian tujuannya digunakan cara yang dapat menekan
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menimbulkan permasalahan pertanahan. Dari optik
sosial ekonomi, problem pertanahan di Indonesia ma-
sih berkutat dengan implikasi dari berbagai faktor
antara lain karena disparitas pembangunan yang ku-
rang serasi. Pada awalnya, pembangunan pertanian
memperoleh perhatian utama dengan harapan dapat
dijadikan tumpuan pengembangan sektor industri.
Namun sebelum sosok pertanian yang diharapkan ter-
wujud, terjadi inkonsistensi perimbangan perhatian antar
sektor. Sejak awal dasawarsa 90-an sektor pertanian ter-
pinggirkan (Sumaryanto & I Wayan Rusastra, 2000: 157).
Konsekuensinya, secara sektoral terjadi penurunan kon-
tribusi sektor pertanian,- sering disebut sektor primer.
Sebaliknya, kontribusi sektor sekunder dan tersier
cenderung meningkat (Mudrajad Kuncoro, 1997: 77).
Industrialisasi semakin dominan meskipun dampak
negatifnya semakin meningkat (Munadjat Danusapu-
tro1980: 77). Bahkan, bersifat kontra produktif dan tidak
manusiawi (M. Dawam Rahardjo, 1999: 40).
Bidang-bidang atau sektor-sektor kehidupan so-
sial berhubungan satu sama lain secara sistemik. Ke-
terhubungan tersebut, secara sistemik digambarkan se-
cara baik oleh Talcott Parsons. Dengan menganalogkan
masyarakat, tidak ubahnya seperti struktur tubuh ma-
nusia yang memiliki berbagai bagian yang saling ber-
hubungan satu sama lain. Masyarakat, mempunyai ber-
bagai kelembagaan yang saling terkait dan tergantung
satu sama lain sehingga perubahan yang terjadi pada
satu lembaga, berakibat pada perubahan di lembaga
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jumlah, ragam, besaran, serta aset yang dimiliki mau-
pun luas jangkauannya sehingga mempercepat ma-
suknya sumber ekonomi di luar sumber pertanian. Di
lokasi sekitar industri muncul wilayah geografis yang
tidak tertutup, sehingga komunitas warganya tidak se-
~ mata mengandalkan sumber ekonominya dari sektor
- pertanian. Komunitas di sekitar industri, menjadi ter-
integrasi dengan sistem luar pertanian. Bahkan sistem
perekonomian keluarga berbasis pertanian tidak lagi
dominan, bahkan bergeser ke sektor industri misalnya
‘menjadi buruh industri. Dalam komunitas ini terjadi
pergeseran “okupasi” atau pergeseran pekerjaan dari
petani bergeser ke buruh industri. Komunitas petani
- terlebih petani penggarap, menjadi semakin berkurang.
- Di samping pendapatannya lebih besar, menjadi buruh
industri dipandang lebih “bergengsi”, khususnya bagi
- kaum mudanya. Dikatakan oleh Inhelis dan Smith misal-
- nya, bekerja di sektor industri membuat orang menjadi
modern (A. Inhelis & DH Smith, 1974: 34). Sebenarnya
berkurangnya komunitas petani di sekitar industri ka-
rena komposisi aktivitas kerja petani umumnya memiliki
- cakupan yang luas. Warga di sekitar industri di samping
bekerja di dalam okupasi pertanian, perdagangan hasil-
- hasil pertanian juga di luar sektor pertanian (Lambang
Triyono & Nasikun, 1992: 23, M. Dawam Rahardjo, 1999:
73).
Diidealkan, kebijakan pertanahan harus bersumber
pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehingga penggunaan
tanah harus untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya,
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Sumardjono, 1990: 15). Oleh karena kepentingan
umum berkaitan erat dengan fungsi sosial, maka
kajian perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah di
kalangan warga masyarakat sekitar industri menjadi
menarik untuk dikedepankan. Terlebih, pembebasan
tanah untuk industri semakin menjadi problematik
bersamaan dengan semakin sulitnya menemukan titik
keseimbangan antara fungsi individu dan fungsi sosial
dalam kepemilikan tanah. Dalam praktik pembebasan
tanah, bukannya keseimbangan yang terjadi, melainkan
semakin kuatnya kecenderungan pemilikan tanah yang
semata-mata bersifat individualistik bahkan lambat laun
menjadi semakin menguat (Sediono M.P. Tjondonegoro,
1984: 126, Abdurrahman, 1976: 51).

Fungsi sosial hak milik atas tanah, bukan mengatur
tanah hak milik per se, tetapi bergeser menjadi masalah
sosial, politik, dan sebagainya. Bahkan, fungsi sosial hak
milikatastanah dapat menjadisarana” melegalkan” pem-
bebasantanaholehkelompoktertentu,yaknidengandalih
bahwa hak milik atas tanah bukan hak individualnya
semata melainkan berfungsi sosial. Ironisnya di satu sisi
yakni pemilik tanah, tanah miliknya dianggap sebagai
hak individualnya, sehingga mengandung kebebasan
penuh untuk ”mengapaisajakan” tanahnya. Tanah hak
miliknya, dimaknai sebagai hak individualnya semata
dalam rangka untuk kesejahteraan individualnya. Ber-
beda dari yang diidealkan/ dihukumkan oleh hukum po-
sitif, yakni ada kewajiban memperhatikan kepentingan
umum sehingga tanah merupakan potensi pelaksanaan
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tukar menukar tanah, mulailah muncul para makelar
yang menjanjikan jasa untuk mencari tanah pengganti
di luar wilayah industri. Dalam proses pembebasan
tanah sering ditemui adanya berbagai “bujukan”, ma-
nipulasi, dan intimidasi. Bujukan misalnya dalam
bentuk janji diterima sebagai pekerja di industri yang
didirikan. Manipulasi informasi dilakukan dengan
menggunakan istilah “proyek pembangunan, sehingga
berkesan bahwa industri yang dibangun adalah untuk
- kepentingan pemerintah. Intimidasi misalnya dilakukan
pada awal-awal pembangunan/pendirian industri,
misalnya dengan cara pemanggilan oleh aparat desa
atau kecamatan bagi pemilik tanah yang tidak/belum
bersedia melepaskan tanahnya. Dalam proses pem-

- bebasan tanah keterpaksaan selalu dimungkinkan sebab

birokrasi terkadang menyertai dengan ancaman, intimi-
dasi, bahkan paksaan terhadap pemilik tanah.

Aspek intervensi birokrasi yang langsung bersen-
tuhan dengan pemilik tanah, menjadikan pemilik
tanah menjadi tidak berdaya. Intervensi birokrasi
ini dimungkinkan, sebab pembebasan tanah untuk
pembangunan industri/kepentingan swasta (yang se-
benarnya sebagai perjanjian jual beli biasa antara pe-
megang hak atas tanah dengan pihak-pihak swasta
yang memerlukan tanah), diatur juga secara khusus.
- Pengaturan misalnya dengan Permendagri Nomor 2
Tahun 1976 tentang penggunaan acara pembebasan
tanah untuk kepentingan pemerintah bagi pembebasan
tanah oleh pihak swasta. Pengaturan ini cenderung
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bandingkan, Maria S.W. Sumardjono, Tinjauan Kasus
Beberapa  Masalah Tanah, Yogyakarta, Edisi Revisi,
Jurusan Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, 1982
hal. 5-7).

Perumusan yang bersifat interpretabel, membuka pe-
nafsiran yang sangat luas untuk berbagai kepentingan.
Untuk kepentingan memfasilitasi pengusaha, fungsi
sosial “dapat” ditafsirkan sebagai identik dengan ke-
pentingan umum sehingga dimungkinkan munculnya
intervensi atas nama kepentingan umum. Dalam hukum
hak asasi manusia internasional, hak kepemilikan telah
menjadi bahan perdebatan. Di negara-negara Eropa
dan Amerika, disebut-sebut sangat memberikan per-
lindungan terhadap hak-hak atas kepemilikan. Hal ini
berbeda dengan negara-negara sosialis dan negara-nega-
ra dunia ketiga yang menekankan fungsi sosial hak yang
memungkinkan adanya intervensi atas nama kepenting-
an umum (Ifdhal Kasim & Johanes da Masenus Arus,
2001 41) Fungsi sosial hak milik atas tanah, dapat )’uga

berbagai proyek pemerintah. Bahkan juga dapat ditafsir
sebagai fungsi-fungsi lain yang bersifat menunjang
pembangunan, termasuk pembangunan industri. Penaf-
siran yang demikian ini kemudian ditempuh melalui
berbagai kebijakan, baik kebijakan peraturan per-
undang-undangan maupun kebijakan dalam praktik-
praktik 'pembangunan oleh birokrasi, misalnya oleh
panitia pembebasan/pengadaan tanah. Dalam tataran
normatif, cara meligitimasi pengadaan tanah untuk
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pembangunanuntukkepentinganumum, sehingga terbit
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yakni tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum. Dalam perkembangannya,
lahir Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pem-
bangunan untuk Kepentingan Umum. Bagian “me-
nimbang” Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
menyebutkan bahwa untuk lebih meningkatkan prin-
sip penghormatan ‘terhadap hak-hak atas tanah yang
sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum.

Di samping penafsiran oleh pihak di luar pemilik
tanah yakni penafsiran yang lebih untuk memfasilitasi
pengadaan tanah untuk industri, ditemui penafsiran
yang sebaliknya. Penafsiran ini dilakukan oleh pemilik
tanahyang menganggap bahwa tanahmiliknyadianggap
sebagai hak individualnya semata. Dua penafsiran yang
berbeda dapat menimbulkan berbagai problematikanya
tersendiri, sebab terdapat dua kepentingan yang secara
diametral berbeda atas satu objek yang sama. Dua kepen-
tingan tersebut adalah kepentingan individu pemilik
tanah dan kepentingan di luar individu pemilik tanah.
Ironisnya, manakala terjadi kebutuhan tanah untuk
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‘tanah demi kepentingan umum. Praktik pembebasan
tanah yang berlangsung selama ini lebih bersesuaian
dengan karakteristik industrialisasi. Karakteristik ini
misalnya bahwa pembangunan industri selalu meng-
hendaki tersedianya tanah sebanyak mungkin. Kaum
industrialis sebagai pelaku utama industrialisasi, “me-
ngincar” tanah-tanah milik warga untuk kepentingan
industrinya. '

Dalam UUPA terdapat ketentuan yang eksplisit
memungkinkan terjadinya penggeseran kepentingan
pemilik tanah untuk kepentingan umum melalui pen-
cabutan hak-hak atas tanah (Pasal 18). Untuk pelaksa-
naannya kemudian diterbitkan Undang-Undang No. 20
Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah
dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Undang-
undang ini menambahkan arti kepentingan umum
dengan kepentingan pembangunan. Ketentuan se-
macam ini sudah saatnya untuk dikaji lebih lanjut sebab
cenderung ke pemihakan pada kelompok tertentu dan
dapat mengabaikan kepentingan pemilik tanah. Kajian
ini penting sebab, tanah bagi pemiliknya selalu berkait
dengan aspek kultural. Meminjam istilah Satjipto
Rahardjo (2000; 6) jangan sampai terjadi hukum positif
hanya sekadar sebagai kaidah normatif, bukan kaidah

~kultural.

Meskipun buku ini tidak dimaksudkan mengkaji
secara keseluruhan, tetapi problema aktualisasi fungsi
sosial hak milik atas tanah tetap menarik untuk dike-
depankan. Fungsi sosial hak milik atas tanah, di samping
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Ornop (Organisasi Non Pemerintah), seringkali negara
bersama swasta besar pada satu pihak berhadapan
dengan masyarakat di pihak lain. Situasi semacam ini
terjadi pada saat negara atau swasta membutuhkan
tanah/sumber daya alam dan yang bersumber pada
(1) perbedaan persepsi mengenai makna kepentingan
umum/pembangunan, nilai dan status hukum tanah;
(2) kepentingan rakyat yang terkena dampak proyek,
kurang diperhatikan, dan (3), perlakuan deskriminatif
terhadap masyarakat asli (Dianto Bachriadi, dkk (ed),
1997: 239).

Pendirian berbagai industri (baca: pabrik), dalam
tahap awalnya selalu didahului adanya proses penga-
daan tanah sehingga sering terjadi konflik pertanahan.
Konflik ini menandai sejumlah fakta yang mengindi-
kasikan sektor pertanian ditempatkan pada posisi yang
kurang menguntungkan, sebab pilihan selalu cenderung
menjadi bias terhadap sektor-sektor kegiatan yang
mampu memberikan economic rent yang paling tinggi
(Tahlim Sudaryanto, dkk, 2000: 45). Konflik-konflik per-
tanahan yang terjadi selama ini merupakan sisi lain dari

- pengadaan tanah untuk industri.

Konflik-konflik pertanahan semacam ini juga me-
nandai adanya dinamika berlakunya UUPA. Sekali-
pun UUPA disebut sebagai hukum yang berkarakter
responsif yang dibentuk di masa Orde Lama, namun
keberadaannya sekarang dilingkupi berbagai peraturan
perundang-undangan dan berbagai peraturan pelak-
sana lainnya yang dibentuk Orde Baru dan yang pada

.
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“Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah
dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat men-
jawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan
ketidakadilan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan sum-
ber daya alam. Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa
Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Un-
dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk
memberikan dasar dan arah bagi pembaharuan agraria dan
pengelolaan sumber alam yang adil, berkelanjutan, dan ra-
mah lingkungan. Pengelolaan sumber daya agraria/sumber
daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan
harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, dan
menampung dinamika, aspirasi, dan peran serta masyara-
kat serta menyelesaikan konflik. '

Dalam konteks perubahan sosial, sudah seharusnya
apabila para ahli hukum (lawyer/juris) mulai tergerak
untuk mengkaji kembali landasan dasar UUPA 1960.
Misalnya, kajian tentang apakah konsep monodualis
yang menempatkan hak (termasuk hak milik atas tanah)
mempunyai fungsi sosial,- sebagaimana dihukumkan
dalam teks normatif-positivistik, masih relevan, atau
sebaliknya? Penjelasan Umum I menyatakan bahwa
tyjuan pokok UUPA 1960 adalah membawakan ke-
makmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara
dan rakyat, khususnya rakyat tani, mengadakan kesa-
tuan dan kesederhanaan hukum pertanahan dan mem-
berikan kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi rak-
yat seluruhnya. Bagaimana dengan kondisi kekinian?
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didominasi oleh pengusaha industri, khususnya indus-
tri tekstil. Dalam industri tekstil, tercipta sejenis akomo-
dasi antara industri tekstil dan komunitas sekitarnya. In-
dustri tekstil selalu maju dengan kegiatan produksinya,
sementara komunitas sekitar industri melanjutkan kehi-
dupannya dengan institusi-institusi lamanya (Robert H.
Lauer, op. cit, 21).
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Bas I

Industrialisasi dan Perubahan Sosial:
Suatu Kajian Teoretis

Kajian teoretis mengenai fungsi sosial hak milik atas ta-
nah, industrialisasi dan perubahan sosial sebagai objek
kajian yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain,
bukan hal baru di Indonesia. Kajian tentang perubahan
sosial kaitannya dengan hukum misalnya, dapat dite-
mui dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan So-
sial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman
di Indonesia (1979). Kajian tentang industrialisasi, antara
lain dalam Pot, Huib, a.o, Industrialisation and Trade in
Indonesia, (1992: 1-9) yang mengkaji periodesasi indus-
trialisasi di Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1966,
Ahmad Erani Yustika, Industrialisasi Pinggiran, (2000),
Mohammad Thoyibi (ed), Teologi Industrialisasi, (1995),
Industrialisasi Di Negara Sedang Berkembang, Kasus Indo-
nesia, Tulus T.H. Tambunan (2001). :
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Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, undang-
undang hanya berlaku untuk waktu dan tempat tertentu.
Permasalahan hukum selalu berkembang mengikuti
kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Mengikuti
pemikiran ini dapat disebut bahwa UUPA 1960 hanya
untuk masyarakat agraris waktu itu. Buktinya, bahwa
sekarang UUPA 1960 tidak mampu menjadi rujukan
dan faktor penentu dalam mengatasi berbagai problem
yang muncul di sekitar agraria.

Meskipun tanah mempunyai nilai yang berbeda-
beda, tetapi pada umumnya pemilik tanah cenderung
mempergunakan tanah miliknya untuk tujuan-tujuan
yang memberikan manfaat tertinggi bagi dirinya (Mu-
warti B. Rahardjo & Sukardi Rinakit, 1996: 158). Ditemui
di kalangan warga sekitar industri, pengadaan tanah
untuk pembangunan industri menjadi semakin sulit.
Bahkan kesulitan menjadi bertambah, karena di lokasi
tempat dibangunnya industri juga berkembang rumah-
rumah sewa atau “bedengan” yang oleh pemiliknya
disewakan pada para buruh industri. Perkembangan
ini menandai tumbuhnya bentuk-bentuk perdagangan
lokal di kalangan warga sekitar industri. Munculnya
berbagai industri, telah menandai proses marjinalisasi
pemilik tanah yang sebagian besar prosesnya bermula
dari pengingkaran akses rakyat terhadap sumber-sum-
ber produktif, terutama tanah (Gunawan Wiradi, 2001:
11). Banyak pemilik tanah menjadi “korban” dari pem-
bebasan tanah. Diperkirakan, proses marjinalisasi terus
berlanjut, sebab dalam perkembangannya tanah lebih
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umumnya berkarakter represif. Artinya sekalipun
UUPA bersifat populis, namun dikelilingi peraturan pe-
rundang-undang keagrariaan dan peraturan pelaksanai
lainnya yang bersifat kapitalistik dan orientasinya mem-
beri dukungan legalitas pemodal besar maupun proyek
pemerintah (Maria Sita Ruwiastuti, 2000: xviii-xix). Din-
amika berlakunya UUPA terus berlanjut, terlebih bahwa
industrialisasi ini selalu menciptakan keagresifan baru
yang bersifat “lapar lahan”. ;

Pembangunan berbagai industri selalu menim-
bulkan keterkaitan dengan warga masyarakat tempat
industri dibangun/ didirikan. Salah satu keterkaitannya
adalah dalam bentuk pengadaan tanah dan yang biasa
dikenal dengan istilah pembebasan tanah. Keterkaitan
~ semakin kontroversial, karena tanah di samping sebagai '
kebutuhan pokok pembangunan industri, persediaan
tanah warga semakin terbatas. Pembangunan industri
melahirkan berbagai dampak dalam konteks yang luas,
yakni konteks ekonomi, politik, sosial, dan budaya, bah-
kan ekologis. Dalam konteks ekologis misalya, berupa
eksploitasi sumber daya alam, pencemaran serta keru-
sakan lingkungan hidup (Mohamad Thoyibi (ed), 1985:
ix).

Dinamika berlakunya UUPA 1960, memunculkan
berbagai perdebatan tentang perlu tidaknya pemba-
haruan UUPA 1960. Bagi yang berpendapat perlunya
pembaharuan UUPA, 1960 dapat direfleksikan dari
TAP/MPR RI No. IX/MPR/2001 yang menyatakan:
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mengandung kewajiban, sekaligus mengandung suatu
wewenang. Penekanan fungsi sosial, dapat “rentan”
menghadirkan benturan kepentingan antara kepen-
tingan individu pemilik tanah dengan kepentingan
umum atau kepentingan di luar individunya. Kewajib-
an menggunakan tanah sesuai rencana yang telah di-
tetapkan pemerintah sebagai pemenuhan fungsi sosial
misalnya, rentan manakala dihadapkan dengan kepen-
tingan individu pemilik tanah. Kepentingan individu
pemilik tanah, menjadi ditempatkan di bawah kepen-
tingan bangsa, kepentingan negara, bahkan kepenting-
an pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan
umum. Kebijakan negara di bidang pertanahan, sangat
dominan, bahkan cenderung lebih berat ke kebijakan
pembangunan, sehingga sering ‘terjadi pembebasan
tanah untuk industri merugikan pemilik tanah. Dalam
pembebasan tanah untuk industri, sering ditemui
eksploitasi kekuatan-kekuatan ekonomi besar yang
mengatasnamakan kepentingan umum. Disinilah ke-
pentingan umum sengaja dihadapkan dengan hak-
hak individu pemilik tanah. Mengkaidahkan fung-
si sosial hak milik atas tanah, membuka peluang
penafsiran secara luas, bahkan cenderung/bertendensi
lebih bersifat memfasilitasi pemodal besar. Dalam
aktualisasinya, ditemui sering terjadinya ketidakadilan
akses tanah antara pihak-pihak yang mempunyai akses
modal dan politik, berhadapan dengan pihak warga
pemilik tanah yang posisinya lebih lemah. Dari berbagai
kasus agraria yang dilaporkan media massa maupun
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kepentingan umum, maka kepentingan umumlah yang
diutamakan daripada kepentingan pribadi pemilik
tanah. Termasuk kepentingan tanah untuk industri, ma-
ka kepentingan industrilah yang selalu dimenangkan.
Adanya lembaga ganti rugi dalam pembebasan tanah,
adalah potensiil terdesaknya kepentingan individu oleh
kepentingan umum. Potensi terdesaknya kepentingan
individu oleh kepentingan umum ini antara lain dapat
disarikan dari pendapat Boedi Harsono yang antara lain
_mengatakan “bahwa meskipun kepentingan individu
tidak boleh diabaikan, tetapi jika kepentingan umum
menghendaki didesaknya kepentingan individu, hingga
yang terakhir mengalami kerugian, maka kepadanya
harus diberikan pengganti kerugian” (Boedi Harsono,
1999: 287). :

Hukum positif (ius constitutum) yang merumuskan
“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”,
dalam aktualisasinya potensil merugikan kepentingan
individu pemilik tanah, sehingga fungsi sosial hak milik
atas tanah dalam hukum positif tersebut tak pernah
teraktualisasi dalam ranah empiris. Perumusan tersebut
di samping meligitimasi sebagai fungsi kontrol terhadap
pemilikan tanah, berarti juga legitimasi fungsi fasilitatif
bagi kelompok tertentu, misalnya kaum industrialis.
Dengan dalih “tanah mempunyai fungsi sosial” berubah
menjadi lebih bertendensi bahwa aparat/birokrasi,
/pengusaha industri mendominasi penafsirannya
sesuai kepentingannya. Bahkan, bertendensi menjadi
berwenang menggeser kepentingan individu pemilik
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kepentingan pembangunan (baca: industrialisasi), fung-
si sosial hak milik atas tanah menjadi diidentikkan se-
bagai fungsi kepentingan umum. Fungsi kepentingan
umum, kemudian diaktualisasikan melalui produk
peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan -
UUPA, baik dalam bentuk undang-undang maupun
peraturan-peraturan lainnya yang secara hierarki ber-
kedudukan di bawah UUPA. Ditemui misalnya mulai
dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 sampai di-
keluarkannya produk Keputusan Presiden misalnya
Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum. Sebagai peraturan pelak-
sanaannya, dikeluarkan Peraturan Menteri Negara
Agraria No. 1 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum. Meskipun kedua produk peraturan perundang-
undangan tersebut tidak lagi menggunakan istilah atau
sebutan pembebasan tanah (sebagai pranata hukum
alternatif dari pencabutan hak atas tanah yang disebut
dalam UUPA yang mengandung konotasi kurang enak), '
akan tetapi masyarakat masih menyebut materi yang
diatur Keppres No. 55 Tahun 1993 adalah juga sebagai
pembebasan tanah. (Abdurrahman, op cit, hal. 15-19).
Dalam perkembangannya, pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum,-
sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Pre-
siden Nomor 55 Tahun 1993-, diakui sudah tidak sesuai
sebagai landasan hukum dalam rangka melaksanakan
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menyebabkan manipulasi tanah berkedok acara pem-
bebasan tanah. Ketidakberdayaan pemilik tanah ini
antara lain ditengarai adanya keluhan warga pemilik
yang tanahnya dibebaskan. Tidak diperlakukan “secara
wajar” oleh oknum tertentu misalnya tanah milik warga
dihargai jauh di bawah harga umum atau harga menurut
pemilik. Patokan harga berdasar NJOP (Nilai Jual Objek
Pajak) yang semula untuk stabilitas harga domestik,
justru merugikan pemilik tanah. Kesemuanya ini menun-
jukkan bahwa dalam kasus-kasus pembebasan tanah
untuk industri dengan dalih “kepentingan umum,” “ke-
pentingan pembangunan” atau “kepentingan proyek-
proyek pemerintah” merugikan pemilik tanah.
Ketidakberdayaan warga pemilik tanah berhadapan
dengan birokrasi, diasumsikan bermula dari fungsi
sosial hak milik atas tanah dalam UUPA 1960 yang
perumusannya bersifat interpretabel. Apabila Memori
Penjelasan (angka II/4) dijabarkan, dapat dikemukakan
tiga hal sehubungan dengan fungsi sosial. Pertama, yang
harus memenuhi fungsi sosial adalah semua macam hak
atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat
(1)UUPA. Kedua, tidakdiperkenankanmenyalahgunakan
hak atas tanah, lagi pula harus mengusahakan agar
supaya tanah tidak hanya bermanfaat bagi pemegang
hak, namun juga bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga,
harus terdapat keseimbangan antara kepentingan
umum dan képentingan perseorangan; kepentingan
perseorangan diakui dan dihormati dalam kerangka
kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Lih. dan
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pembangunan. Pengadaan tanah melalui pembebasan
hak, bagi pemilik tanah dapat menguntungkan atau
sebaliknya merugikan. Melalui cara ini, hak seseorang
atas tanahnya dinyatakan hilang setelah diadakan
pembayaran ganti rugi dan tanahnya diambil serta di-
gunakan untuk kepentingan pembangunan/ pendirian -
dan/atau perluasan industri. Pada dasarnya, penyerah-
an hak yang demikian ini merupakan bentuk jual beli
tanah saja. Cara seperti ini dalam sejarahnya sering
terjadi di zaman penjajahan. Pada umumnya harga
ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah waktu
itu secara musyawarah dan yang mehurut penilaian
pemilik tanah yang bersangkutan pada waktu itu
sudah lebih dari pada wajar. Oleh karena itu,fsering
terjadi bahwa para pemilik tanah sendiri mengharap-
harap tanahnya dibeli oleh pemerintah yang berarti
akan mendapat keuntungan besar (Sudargo: 1973, 50).
Menguntungkan, manakala pembebasan tanah disertai
ganti rugi yang benar-benar dikehendaki, sebaliknya
merugikan manakala pembebasan tanah terjadi karena
terpaksa.

Menurut Yusriyadi (2003), dari hasil pengamatan
yang dilakukan dalam kasus-kasus pembangunan/
pendirian industri, ditemui hal-hal sebagai berikut.
Pertama, tidak semua pemilik tanah bersedia melepaskan
tanahnya. Sebagian dari mereka, bersedia dengan
cara minta penggantian tanah yang lain, sehingga di
samping terjadi pelepasan hak melalui jual beli juga
terjadi proses tukar-menukar tanah. Dalam proses
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penggunaan tanah yang tidak mendatangkan kemak-
muran rakyat secara moral bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945. Analog dengan kebijakan
yang diidealkan tersebut adalah pendapat Moham-
mad Hatta yang antara lain mengatakan bahwa peru-
sahaan yang menggunakan tanah yang luas, sebaiknya
diatur dalam bentuk koperasi dan di bawah pemilikan
pemerintah (I Made Sandy, 1992: 77-78). Salah satu
dasar pendapat Hatta adalah bahwa koperasi meru-
pakan satu-satunya bentuk perusahaan yang mampu
mengartikulasikan prinsip ekonomi kerakyatan ‘secara
mikro (Kiswondo (ed), 2000: 7).
Dalampembebasantanahdilndonesiaseringditemui
berbagai cara yang ”“dikemas” sebagai kepentingan
umum. Kepentingan umum sebagai konsep ternyata
aktualisasinya dalam konteks pembebasan tanah ter-
nyata tidak selalu mulus. Dalam berbagai peraturan
perundang-undangan tidak didapati kriteria yang tegas
mengenai batasan kepentingan umum tersebut. Dalam
peraturan perundang-undangan yang ada hanyalah
penyebutan secara enumeratif kegiatan-kegiatan yang
termasuk dalam kategori sebagai kepentingan umum
sebagaimana termuat dalam Inpres No. 9 Tahun 1973.
Ketiadaan batasan yang tegas ini sering menimbulkan
kekaburan dalam pelaksanaannya karena apa yang
oleh satu pihak dianggap sebagai kepentingan umum
dapat ditafsirkan lain oleh masyarakat. Perbedaan
persepsi ini seringkali demikian tajam sehingga tidak
jarang menimbulkan konflik pertanahan (Maria S.W.
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lain (Talcott Parsons, 1951). Perubahan sosial misalnya,
menyebabkan perubahan hukum termasuk perubahan
fungsi sosial hak milik atas tanah. Perubahan hukum
menjadi tak terhindarkan, sebab hukum merupakan

bidang yang paling terkena oleh adanya perubahan -

sosial (W. Friedmannn, 1953: 437). Meminjam istilah
Harold J. Berman (1988: 9), perubahan hukum di sini
menunjuk pada pengertian bahwa hukum selalu
mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan hukum, dipa-
hami memiliki logika internal dan tidak hanya adap-
tasi diri dari yang lama ke yang baru, melainkan ba-
gian pola perubahan. Perubahan tidak terjadi secara
acak melainkan dihasilkan dari penafsiran kembali :
peraturan-peraturan masa lalu dengan keadaan masa
kini serta kebutuhan-kebutuhan pada masa yang akan
datang. Di samping terjadi perubahan fungsi sosial hak
milik atas tanah, pembangunan berbagai industri di
lokasi tertentu juga berkait terjadinya perkembangan
yang pesat dari korporasi sebagai pelaku utama indus-
trialisasi. Secara umum korporasi memiliki lima ciri
penting, yakni (1) merupakan subjek hukum buatan
yang memiliki kedudukan hukum khusus; (2) memiliki
jangka waktu hidup yang tidak terbatas; (3) memperoleh
kekuasaan untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
(4) dimiliki oleh pemegang saham; dan (5) tanggung
jawab pemegang saham terhadap keinginan Kkorporasi
biasanya sebatas saham yang dimilikinya (LS. Susanto
(dalam Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono (Ed),
2000: 149-155). Perkembangan koorporasi meliputi
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biaya sampai sekecil-kecilnya (Max Weber dalam
Yusuf Priysudiarja, 2000: 7-8, Ignas Kleden, 1987: 100).
Di dunia modern, rasionalisme mendominasi hampir
seluruh aspek kehidupan manusia, ‘sehingga hanya
mencurahkan kepentingan materiil semata (Ralph -
Schroeder, Max Weber (dalam Heru Nugroho, 2001: viii). -
Dalam kaitannya dengan tanah, di komunitas sekitar
industri banyak ditemui perubahan tata guna tanah
pertanian ke industri. Perubahan ini bermula adanya
“penyatuan” kepentingan ekonomi atas tanah antara
pemilik tanah dengan pengusaha industri. Secara cepat :
dan dalam cakupan yang luas, perubahan tata guna
tanah banyak memanfaatkan tanah yang subur/ potensil
untuk pertanian. Ironisnya, secara geografis wilayah
ini potensil bagi pengembangan sektor pertanian atau
sebenarnya potensil bagi pengembangan perekonomian
- yang bersifat agraris.

Industrialisasi sebagai kebijakan pembangunan
nasional melahirkan liberalisme di bidang ekonomi
dengan slogannya laissez faire, laissez aller, biarlah orang
berbuat sendiri, biarlah orang mencari jalan sendiri
(KJ. Veeger, 1993: 27). Pada gilirannya, melahirkan
sistem kapitalisme (Gunawan Wiradi, 1990: 39). Indus-
trialisasi mendorong kebijakan negara untuk memberi
kemudahan para investor dalam pengadaan tanah
untuk industri. Kebijakan tersebut, berkait dengan
akses tersedianya tanah bagi rakyat, khususnya petani.
Disebut-sebut bahwa industrialisasi potensil melahir-
kan proses marjinalisasi pertanian rakyat, sehingga
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~artinya yang sosiologis, bukan perubahan formal.

Apabila UUPA 1960 dicermati, tampak beberapa hal
yang dapat dipandang sebagai sifat dari fungsi sosial
hak milik atas tanah yang dimaksudkan sebagai pene-
gasan pokok pembatasan kebebasan individu. Sifat -
fungsi sosial antara lain (1) bahwa penggunaan tanah.
harus sesuai dengan keadaan tanahnya, sifat, dan tuju-
an pemberian haknya sehingga menurut UUPA tanah
yang diterlantarkan adalah bertentangan dengan fungsi
sosial, (2) penggunaan tanah harus sesuai dengan ren-
cana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan (3) jika
kepentingan umum menghendaki didesaknya kepen-
tingan individu sehingga mengalami kerugian maka
kepadanya harus diberikan penggantian kerugian,
dan (4) tanah bukan barang komoditi perdagangan
sehingga tidak dibenarkan menjadikan tanah sebagai
objek spekulasi (Lih. dan bandingkan PP No. 36 Tahun
1998 bagian Menimbang huruf a dan b dan Pasal 3 PP
tersebut). Meskipun fungsi sosial hak milik atas tanah
dalam rumusan teks normatif-positivistiknya tidak beru-
bah, ditemui bahwa pembangunan berbagai industri
mempunyai implikasinya tersendiri terhadap eksistensi
fungsi sosial yang diidealkan. Fungsi sosial hak milik atas
tanah yang abstrak dirumuskan dalam undang-undang,
berubah. Problem yang diatur, bergeser mengikuti
karakteristik industrialisasi, misalnya munculnya sifat-
sifat individualistik dalam pemilikan tanah.
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Untuk mengidentifikasikan tanah sebagai barang
ekonomis dan sebagai objek spekulasi, ada yang menye-
but dengan istilah komoditas ekonomi. Abdurrahman
misalnya menyebut “bahwa dengan terciptanya tanah
sebagai komoditas ekonomi, maka pembangunan sema-
kin mengalami kesulitan dalam mengejar laju pertum-
buhan harga tanah (Abdurrahman, op.cit: 289). Pendapat
yang sama adalah Sutanu Behuria yang mensinyalir
kenyataan, bahwa agenda umumnya orang sekarang
lebih berorientasi untuk menciptakan kebijakan tanah
yang lebih memudahkan untuk investasi perusahaan
besar ( Mansour Fakih, 1997: xviii).

Pengadaan tanah (termasuk untuk industri) sejak
diberlakukannya UUPA 1960 sampai sekarang, terdapat
berbagai kebijakan dan praktik yang berbeda-beda.
- Kebijakannya dapat diklasifikasikan dalam tiga kurun
waktu, yaitu (1) Era Orde Lama, yaitu kurun waktu
1960-1965, (2) Era Orde Baru, yaitu kurun waktu 1965-
Mei 1998, dan (3) Era Orde Reformasi, yaitu kurun
waktu 8 Mei 1998-Sekarang. Kebijakan tanah dalam ma-
sing-masing era, berbeda-beda sehingga mempunyai
implikasinya tersendiri terhadap hak-hak rakyat atas
tanah (Boedi Harsono, op. cit: 238). Perbedaan kebijakan
dan praktik-praktik ini telah mengubah keberlakuan
fungsi sosial dalam UUPA. Era Orde Baru, dapat dija-
dikan contoh kebijakan dan praktik industrialisasi.
Dalam era ini, pembangunan ekonomi benar-benar
direncanakan dan dilaksanakan secara besar-besaran
dan bertumpu pada kebijakan pertumbuhan melalui
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prosedur umum/petunjuk bagi instansi pemerintah
yang memerlukan tanah dan instansi-instansi yang
bertugas melayani. Permendagri ini hanya bersifat
administratif semata dan berfungsi intern dan tidak
tertuju pada rakyat, sehingga tidak berisi ketentuan
yang memberikan landasan hukum untuk mengambil
keputusan-keputusan yang mengikat dan dapat di-
paksakan pelaksanaannya kepada rakyat. Namun de-
mikian, Permendagri dalam implementasinya dapat
" juga digunakan untuk proyek-proyek swasta yang me-
nunjang kepentingan umum termasuk dalam bidang
pembangunan sarana umum dan fasilitas sosial (Boedi
Harsono, 1992: 6).

Mengenai dasar hukum pembebasan tanah, terdapat
pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa
UUPA 1960 tidak mengatur, sebab UUPA 1960 hanya
mengatur mengenai pencabutan hak atas tanah, yakni
Pasal 18, 27, 34, dan 40. Pendapat yang lain mengatakan
bahwa meskipun dasar hukum pembebasan tanah tidak
dijumpai secara eksplisit, namun tidak berarti bahwa
pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan/ke-
pentingan umum tidak diatur. Dalam konteks ini, UUPA
1960 hanya mengenal lembaga pencabutan hak saja.
Boedi Harsono dengan tegas mengatakan, tidak benar
pernyataan sementara orang bahwa acara pembebasan
tanah itu tidak terdapat landasan hukumnya dalam
UUPA 1960 (Boedi Harsono, 1992: 5). Terkesan bahwa
pendapat ini merujuk Pasal 27 UUPA 1960 yang
merumuskan bahwa manakala terjadi penyerahan tanah
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atau kepentingan pembangunan, bahkan kepentingan
yang menunjang pembangunan nasional. Pengidentikan
ini sebenarnya terjadi karena diikutinya cara berpikir
logika yuridis, yakni cara berpikir yang memandang
hukum dalam wujudnya sebagai kaidah semata. Dan
menentukan apa “yang boleh” dan apa “yang tidak
boleh” dilakukan. Cara berpikir demikian juga bersifat
preskriptif, artinya menentukan “apa yang salah” dan
“apa yang benar” (Achmad Ali, 1983, Satjipto Raharjo,
1991: 3, Arief Budiman (1993: xxv). Cara berpikir yang
demikian ini menjadi berbeda manakala fungsi sosial
tersebut pada saat diaktualisasikan dalam tataran em-
pirik, misalnya pada saat dihadapkan dengan pem-
bebasan tanah untuk industri. Dalam kondisi yang
demikian, fungsi sosial, menjadi lebih bervarian dalam
aktualisasinya.

Ditengarai bahwa hubungan fungsi sosial dengan
fungsi kepentingan umum, telah menjadi bahan pemi-
kiran beberapa pakar melalui berbagai kajian teoretis-
nya yang akhir-akhir ini banyak digulirkan. Sekalipun
dalam konteks yang berbeda dari fokus buku ini, Maria
S.W. Soemardjono (Kompas, 2001) misalnya, memun-
culkan pemikirannya pada waktu beliau mempersoal-
kan adanya kesenjangan kebijakan pertanahan, yakni
antara kebijakan regulasi dan implementasinya. Dari
pemikirannya mengenai konsep kepentingan umum,
ditemukan beberapa hal yang menarik. Salah satunya,
yakni apabila konsep kepentingan umum tersebut dili-
hat dalam konteks peraturan perundang-undangan. Di
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tanah”. Dalam kajian-kajian hukum, doktrin (sering
juga disebut konsep) selalu dianggap sebagai “dogma”
atau “ajaran” yang dianggap sebagai kebenaran yang
tak terbantahkan. Idealnya, dalam setiap decision
making, doktrin/konsep ini harus menjadi tolok untuk
‘menentukan yang salah dan yang benar. Dalam konteks
buku ini, ingin dikaji tentang bagaimana fungsi sosial
hak milik atas tanah yang ideal itu diaktualisasikan
dalam ranah empiris. "

Di masyarakat manapun yang banyak terjadi peru-
bahan-perubahan transformatif (yang begitu cepat dan
terkesan kuat), norma positif tidak lagi berfungsi efektif.
Situasi yang demikian ini diasumsikan berlaku juga
pada norma positif tentang fungsi sosial hak milik atas
tanah. Benar apa yang dikatakan Antony Allot (1980:
28), bahwa hukum atau sistem hukum merupakan
suatu sistem tujuan yang ada di masyarakat, sehingga
pengujiannya terhadap keefektifan hukum melihat
sejauh mana tujuan-tujuan tersebut direalisasikan (fo
see how far it realises it objectives). Dalam konteks buku
ini sejauh mana fungsi sosial eksis di kalangan pemilik
tanah.

Pembangunan berbagai industri di lingkungan
warga/komunitas tertentu, fungsi sosial dalam teks
normatif-positivistik (dan yangjuga diidealkan) menarik
dikaji dalam konteks sosial yakni masyarakat/ komunitas
yang lokasi keberadaannya di sekitar industri. Dalam
berbagai studi yang pernah dilakukan, masyarakat
yang demikian ini sarat dengan permasalahan tanah.
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stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial, dan sebagainya
(Soerjono Soekanto, 1981: 1). Saptana dkk (2000: 143),
pada waktu membahas dampak industrialisasi ter-
hadap pola penguasaan tanah, pola hubungan kerja,
struktur kesempatan kerja dan pendapatan, menyebut
industrialisasi berpengaruh terhadap pemilikan tanah,
pola penguasaan tanah, intensitas transaksi tanah,
pola hubungan kerja, dan pendapatan pertanian di pe-
desaan.

Pembangunan/ pendirian berbagai industri menim-
bulkanberbagai keterkaitan dengan warga masyarakatdi
sekitar industri tersebut dibangun/ didirikan. Salah satu
keterkaitan tersebut yakni dalam bentuk pembebasan
tanah milik warga., sehingga terjadi kecenderungan
meningkatnya kebutuhan tanah. Terlebih pembangun-
an/pendirian berbagai industri selalu didahului tahap
pembebasan tanah milik warga. Pembebasan tanah,
meliputi tanah-tanah milik warga yang semula terbatas
sebagai usaha pertanian dan hampir tak tersentuh ke-
giatan ekonomi modern. Di sini warga (pemilik tanah)
menjadi terbangun dan menyadari arti nilai ekonomi
tanah. Fenomena semacam ini, berimplikasi pada
aktualisasi fungsi sosial hak milik atas tanah di kalangan
warga. Terhadap tanah hak milik, penekanannya cen-
derung berubah ke fungsi individu, dan bukan lagi
fungsi sosial. Dapat disebut bahwa fungsi sosial hak
milik atas tanah dalam teks normatif-positivistik (yang
diidealkan) dan semula dianggap sebagai kebenaran
yang “dihukumkan”, mulai terkoreksi oleh fakta
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Perubahan fungsi sosial dalam buku ini dimaksudkan
dalam pengertiannya yang sosiologis bukan perubahan
dalam pengertian secara formal. Meminjam istilah
Soetandyo Wignjosoebroto (1995: 230) pada waktu
membicarakan dinamika sosial politik perkembangah
hukum di Indonesia, arti perubahan di sini dapat diarti-
kan sebagai perubahan dari apa yang secara ideologik
dikehendaki ke fungsi lain di luar ideologik yang tidak
dikehendaki. Perubahan menunjuk pada pengertian
terjadinya celah selisih antara apa “yang dihukumkan”
(das Sollen) dengan apa “yang senyatanya” (das Sein)

Arti pentingnya permasalahan tersebut dikaji dalam
buku ini dilatarbelakangi kebijakan pembangunan
nasional yang (pernah) dilakukan, yakni untuk memacu
pertumbuhan ekonomi sehingga pembangunan industri
ditempatkan sebagai prioritas utama.

Sekadar merefleksikan kebijakan pembangunan era
Orde Baru yakni selama masa Pembangunan Jangka
Panjang Tahap (PJPT) Pertama (sejak Pembangunan
Lima Tahun I sampai Pilita V dan VI yang merupakan
Repelita I pada PJPT II), pembangunan industri sebagai
bagian industrialisasi sengaja ditempatkan sebagai tu-
lang punggung pembangunan nasional. Oleh Gunnar
Myrdal misalnya, industrialisasi di Indonesia, termasuk
dinegara-negara dunia ketiga lainnya, dikategorikannya
sebagai identik dengan pembangunan berbagai industri
(Gunnar Myrdal, 1968: Volume II). Pendapat yang sama
dikemukakan Raymon Aron yang menyebut ciri utama
industrialisasi di Indonesia adalah berkembangnya
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disebutnya sebagai the legal gap. Kedua, manfaat praktis.
Meskipun buku ini tidak secara khusus memberikan
kontribusi praktis sebagai perumusan kebijakan, tetapi
dari kajiannya dapat sebagai masukan khususnya bagi
para perencana dan pelaksana pembangunan industri
dalam menentukan kebijakannya. Demikian juga terha-

- dap pembuatan peraturan perundang-undangan bidang

pertanahan untuk masa mendatang (ius constituendum).
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diperdagangkan, dan mendasarkan pada kepentingan
individualnya semata, yaitu dalam rangka memperoleh
keuntungan individualnya.

Ketujuh, dalam setiap pengadaan tanah melalui
acara pembebasan tanah terjadi perkembangan dalam
pelaksanaannya. Oleh penguasa (dan pengusaha),
fungsi sosial hak milik atas tanah sering diaktualisasikan -
sebagai identik dengan fungsi kepentingan umum.
Kongkritnya identik dengan fungsi untuk kepentingan
pembangunan, termasuk pembangunan/ pendirian
industri. Sementara itu, di pihak pemilik tanah, telah
berubah menjadi fungsi individual dan berlanjut men-
jadi kebebasan penuh bagi pemilik tanah untuk bebas
“mengapasajakan” tanah miliknya.

Kedelapan, banyaknya penguasaan tanah oleh para
pengusaha industri melalui pembebasan tanah, menye-
babkan alih fungsi tanah pertanian ke fungsi industri.
Hal yang demikian ini tampak dari semakin banyaknya
tanah yangbelum atau secarasengaja tidak dimanfaatkan
sesuai perencanaan semula, bahkan oleh pemiliknya
sengaja diterlantarkan sehingga fungsi sosial hak milik
atas tanah tidak diaktualisasikan. :

Mengenai bentuk atau wujud perubahan fungsi
sosial hak milik atas tanah pada fungsi individual antara
lain ditemui sebagai berikut:

Pertama, dalam bentuk perubahan tata guna tanah
atau alih fungsi tanah yaitu dari tanah pertanian ke
tanah untuk industri. '
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warga masyarakat menjadi semakin sulit, Di satu
pihak, tanah merupakan kebutuhan yang harus ada
untuk pembangunan/ pendirian industri, sementara di
pihak lain persediaan tanah sangat terbatas. Sulitnya
pembebasan tanah oleh pemilik, menandai perubahan
fungsi sosial hak milik atas tanah ke fungsi individual.
Terdapat sejumlah faktor yang menjadi sebab terjadinya
perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah (Y usriyadi
(2003), yakni sebagai berikut:

Pertama, pembangunan/pendirian industri di ling-
kungan warga masyarakat selalu menimbulkan keter-
kaitan dengan warga masyarakat sekitar. Salah satu
keterkaitan itu yakni meningkatnya kebutuhan tanah,
sebab pembangunan/ pendirian berbagai industri selalu
didahului adanya tahap pembebasan tanah.

Kedua, pembebasan tanah untuk pembangunan/
pendirian industri selalu merambah atau meliputi tanah-
tanah milik warga masyarakat yang semula terbatas
untuk usaha pertanian dan hampir tak tersentuh oleh
kegiatan ekonomi modern. Akibatnya, banyak terdapat
tanah yang dikonversi atau dialihfungsikan, yaitu dari
yang semula untuk usaha pertanian diubah menjadi
sarana untuk usaha industri, sehingga tanah menjadi
alat produksi bagi para pengusaha industri dan bukan
sebagai sarana produksi subsistem bagi rakyat yang
semula adalah pemilik tanah.

Ketiga, pembangunan/pendirian industri yang
menghadirkan industri menimbulkan berbagai per-
ubahan sosial di kalangan warga masyarakat di tem-
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abstrak menjadi kenyataan. Di samping merupakan hak,
yang berarti mengandung fungsi fasilitas, fungsi sosial
hak milik atas tanah juga mengandung kewajiban yang
berarti sebagai fungsi kontrol terhadap pemilik tanah .

Terdapatberbagai kewajibanyangharus diaktualkan

pemilik tanah, yakni sebagai berikut:

;

Kewajiban untuk menggunakan tanah miliknya

sesuai dengan keadaan tanahnya, sifat dan tujuan

pemberian haknya sehingga pemilik tidak diperbo-
lehkan menelantarkan tanahnya;

Kewajiban untuk menggunakan atau memanfaatkan
tanah miliknya sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan pemerintah;

Kewajiban untuk menggunakan atau memanfaatkan
tanah miliknya secara berkeseimbangan antara
kepentingan idividualnya sebagai pemilik dengan
kepentingan di luarnya yakni kepentingan masya-
rakat;

Kewajiban bagi pemilik tanah untuk menganggap
tanah miliknya bukan sebagai barang komoditas
perdagangan sehingga wajib untuk menjadikan
tanahnya bukan sebagai objek spekulasi.

Secara hakiki, hak milik (pribadi) dapat dilihat

sebagai dasar perkembangan pribadi. Istilah milik,
menjelaskan suatu konsep yang lebih pasti dan lebih
mendekati pengertian harta mutlak (property) dalam
pengertian modern (Onghokham, dalam Sediono MP
Tjondronegoro (ed), 1984, Stephen R. Munzer, 1990). Hak
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intervensi pihak lain atau pengaruh faktor eksternal
(misalnya gerakan bisnis dari perusahaan multi nasional,
kepentingan penyedia dana internasional, perubahan-
perubahan kondisi politik dan ekonomi dunia, dan
warisan sejarah). Oleh karena perubahan fungsi sosial
~ hak milik atas tanah merupakan bagian dari perubahan
sosial yang menyangkut nilai-nilai/pandangan war-
ga masyarakat tentang tanah, maka kajian buku ini
menggunakan teoristruktural fungsional yang mengana-
lisis perilaku sosial dari sudut pandang sistem, struktur,
dan tindakan sosial.

Dalam mengkaji aspek yang melatarbelakangi
perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah, fakta sosial
dijadikan sebagai pokok persoalan yang dikaji. Yang
dimaksud fakta sosial dalam buku ini adalah baik yang
berbentuk materil maupun nonmateril. Fakta materil,
yakni barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap,
dan diobservasi, misalnya norma hukum yang berkaitan
dengan pengaturan hak milik atas tanah. Adapun
yang non-materil merupakan fenomena yang bersifat
intersubjektif yang hanya dapat muncul dari kesadaran
manusia (George Ritzer, 1985: 70). Ini misalnya nilai-nilai
yang dihayati warga masyarakat, respons masyarakat
terhadap kehadiran industri, dan respons warga masya-
rakat terhadap hak milik atas tanahnya. Kedua fakta
sosial tersebut sama-sama penting untuk dikaji.

Perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah
mengikutidinamikaprosesyangalamibersamaandengan
meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga menyebabkan
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kepentingan di luar individu pemilik tanah. Bahkan
fungsi sosial dipandang mampu menjamin kepastian
hukum. Bagaimana eksistensi fungsi sosial tersebut saat
dihadapkan pada konteks masyarakat yang mengalami
perubahan transformatif? Apakah tetap kuat sebagainor-
ma positif yang efektif (fungsional) ataukah sebaliknya
menjadi tidak efektif (tidak fungsional)?. Pertanyaan-
pertanyaan ini, dikaji juga dalam buku ini.

Terdapat kerangka dasar yang menjadi pijakan untuk
memperoleh pemahaman yang utuh mengenai isi buku
ini. Dimulai dengan pemahaman bahwa hukum yang
pertama berlaku dalam bidang pertanahan adalah hukum
adat. Untuk jangka waktu lama, hukum adat ini sebagai
norma hukum bersama norma-norma sosial lainnya
berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (Otje Salman,
1993). Dalam hukum tanah nasional, konsep hukum adat
yang mendasari ini kemudian diangkat pada tingkat
nasional. Dalam hak milik atas tanah, konsep tersebut
dirumuskan dengan kata-kata “komunalistik religius
yang memungkinkan penggunaan bagian-bagian tanah
bersama sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada
rakyat Indonesia, secara individual, yang bersifat pribadi,
sekaligus mengandung unsur kebersamaan”.

Munculnya pembangunan industri melahirkan
perubahan-perubahan yang pada gilirannya menen-
tukan eksistensi fungsi sosial hak milik atas tanah.
Fungsi sosial yang diidealkan dalam teks normatif ak-
tualisasinya sangat ditentukan oleh perubahan sosial
yang terjadi. Konteks sosial-kultural yang semakin
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kemudian melahirkan komunitas-komunitas _politik
yang sekarang dikenal sebagai negara-negara bangsa
(Soetandyo Wignjosoebroto, 2003). Konsep yang
“menebal” sebagai paradigma kehidupan publik dan
tradisi hukum pertanahan barat tersebut, menjadi dasar
pembenar berlakunya peraturan perundang-undangan
tentang pendayagunaan tanah di Indonesia pada zaman
kolonial sebagaimana dikenal dalam Agrarische Wet jo.
Agrarische Besluit, 1870. Disadari atau tidak, konsep
" ini terus berlaku untuk mendasari legalitas peraturan
perundang-undangan pertanahan dan praktik pelak-
sanaannya di Era Pascakolonial di Indonesia, yakni
sejak tahun 1960-an. Dari situ dapat dijelaskan bahwa
konsep hukum barat, hak atas tanah pertanian tidak
tercipta sebagai bagian dari hak asali bawaan manusia
pembuka dan penggarapnya (yang menjadikan “tanah-
tanah mati” menjadi “tanah-tanah hidup”) melainkan
terwujud sebagai hak yang diperoleh karena pemberian
dan pengakuan negara (Soetandyo Wignjosoebroto,
2000).

Manakala “dikritisi”, hak menguasai dari negara,
ternyata rentan menimbulkan berbagai persoalan. Misal-
nya, sejauh mana hak milik atas tanah perorangan diakui
dan dilindungi, mengingat semua itu mempunyai fungsi
sosial?. Bagaimana aktualisasi hukum in-abstrakto fungsi
sosial hak milik atas tanah (yang ideal) menjadi hukum
in-konkrito(yang aktual)

Pembangunan sering diartikan tidak sekadar
maknagiya sebagai program atau kebijakan umum,
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modern. Banyaknya pembebasan tanah, pemilik tanah
menjadi terbangun dan menyadari pentingnya nilai
ekonomi tanah. Oleh pemilik, tanah menjadi lebih
dimaknai sebagai sumber perolehan uang dan sarana
memperoleh keuntungan pribadi. Fenomena semacam
ini mengindikasikan terjadinya perubahan fungsi sosial
hak milik atas tanah, sehingga berubah cenderung ke
fungsi individual dan tanah tidak lagi dipandang dalam
fungsi sosialnya.

Di masyarakat, terindikasi bahwa pembebasan
tanah merupakan sumber akumulasi baru. Melalui pem- A
bebasan tanah, dimungkinkan para pemimpin desa
mencari “komisi” sebagai perantara. Fungsi sosial hak
milik atas tanah yang diidealkan dalam teks normatif-
positivistik, eksistensinya berhadapan dengan realitas
yang aktual dan inherent dengan masyarakatnya. Fungsi
sosial hak milik atas tanah dalam rumusan normatif,
aktualisasinya menjadi berorientasi pada kebenaran
kontekstual di mana tanah tersebut berada, bukan
tekstual sebagaimana ada dalam rumusan normatifnya.

Dalam mengkaji dua permasalahan tersebut, buku
ini menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni
pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pen-
dekatan normatif, digunakan sebagai akses/ titik masuk
mengkaji fungsi sosial hak milik atas tanah dalam
teks normatif-positivistiknya atau dalam tataran nor-
matifnya. Pendekatan sosiologis digunakan untuk
mengkaji fungsi sosial hak milik atas tanah dalam aras
empirisnya yakni dalam aktualisasinya sebagai perilaku
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perubahan tersebut? Dua permasalahan ini dipandang
penting untuk dikaji, sebab dapat memperkaya pe-
mahaman siapapun mengenai berlakunya ide hukum
yang abstrak dalam realitas yang empirik. Ke depan,
bermanfaat bagi perencana industrialisasi, pembentuk
hukum dan juga penegakannya agar berkeadilan dalam
menentukan kebijakannya, bukan hanya “bersikukuh”
pada keharusan normatifnya, melainkan juga mendasar-
kan pada realitas empiris.

Disadari atau tidak, industrialisasi yang selama ini
(baca: era ORBA) dijalankan di Indonesia, lebih banyak
ditempuh melalui kebijakan pembangunan/pendirian
berbagai industri. Industrialisasi ditempatkan sebagai
prioritas pembangunan nasional. DiIndonesia, termasuk
negara-negara dunia ketiga lainnya,- industrialisasi
oleh Gunnar Myrdal (1968) diidentikkan sebagai pem-
bangunan industri. Raymon Aron menyebut ciri indus-
trialisasi di Indonesia ditandai berkembangnya industri
atau pabrik-pabrik (K.J. Veeger, 1983). Meskipun kedua
pendapat tersebut tidak seluruhnya benar, bahkan lebih
bersifat “pelecehan”, tetapi ada juga kebenarannya. Di
Indonesia, kebenaran ini tersimak jika direfleksikan dari
GBHN Orde Baru yang menempatkan pembangunan
industri sebagai tulang punggung industrialisasi. Dalam
GBHN, TAP MPR. No. II/MPR/1998, angka IV. A. 4.a
dirumuskan sebagai berikut.

“Kondisi pembangunan industri dianggap telah dapat

memperkukuh struktur perekonomian nasional dengan
berkembangnya keterkaitan yang kuat dan saling men-
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Kajian tentang fungsi sosial hak atas tanah, dapat
dijumpai antara lain dalam Boedi Harsono, Hukum
Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pe-
laksanaannya, Jilid 1. Hukum Tanah Nasional (1999) Moh.
Mahfud MD, Implementasi Hak Atas Tanah dan Perlin-
dungan Hak-Hak Rakyat, Upaya Penataan dan Pengaturan
Kembali Pemilikan dan Penguasaan Tanah (dalam Brah-
mana Adhie, dkk (ed) Reformasi Pertanahan (2001: 25-
38). Akan tetapi apabila kajian tersebut dilihat sebagai
satu kesatuan yang bermakna dengan kerangka teori
dan pendekatan sosiologis, nampaknya belum banyak
dilakukan. Terlebih apabila objek itu dikaitkan dengan
realitas terjadinya perubahan fungsi sosial hak milik
atas tanah di samping sebagai kajian yang relatif baru,
juga mempunyai arti pentingnya tersendiri.

- Babini berisi kajian tentang Industrialisasi dan Peru-
bahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah. Setidaknya
terdapat dua hal yang mendasari pentingnya kajian teo-
retis ini dilakukan, yakni:

Pertama, untuk mendeskripsikan dan menjelaskan
hubungan antara industrialisasi dan fungsi sosial hak
milik atas tanah dalam peraturan perundang-undangan,
industrialisasi sebagai kebijakan pembangunan nasional
yang menghadirkan pembangunan berbagai industri
sebagai kaitan yang bermakna.

- Kedua, mendeskripsikan dan menjelaskan dengan
cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan hal-
hal yang ada pada fungsi sosial hak milik atas tanah
dan industrialisasi yang menjadi penyebab terjadinya
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bagai perubahan sosial. Kelanjutannya, menyebabkan
terjadinya perubahan hukum, yakni perubahan fungsi
sosial hak milik atas tanah di kalangan warga masyara-
kat. Perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah di ka-
langan warga masyarakat, tidak berdiri sendiri secara
isoteris, melainkan terkait dengan kompleksitas ma-
syarakatnya.

Sistematika bab ini dibagi dalam beberapa sub po-
kok kajian (a) Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah da-
lam UUPA, (b) Modernisasi dan Industrialisasi sebagai
Kebijakan Pembangunan Nasional, (c) Berbagai Impli-
kasi Yang Menyertainya, dan (d) Industrialisasi dan Per-
ubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah.

A. Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Dalam
UUPA '

- Pasal 6 UUPA 1960 memuat suatu pernyataan yang
dalam studi-studi hukum normatif dianggap penting,
yakni mengenai hak-hak atas tanah menurut konsep-
si yang mendasari hukum tanah nasional. Dianggap
penting karena pernyataan tersebut dalam studi-studi

‘normatif difahamkan sebagai kebenaran yang tinggal
diterima dan siap untuk diterapkan (taken for granted).
Pasal ini seakan menjadi “dogma” yang tak terbantah-
kan. Studi-studi normatif tidak pernah mempersoalkan
apakah hukum telah benar-benar memenuhi keadilan
dan kemanfaatan bagi masyarakatnya (Satjipto Rahard-
jo, 1985: 3). .
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adat semua hak atas tanah bukan hanya berisikan we-

wenang, melainkan sekaligus kewajiban untuk meman-

faatkannya (Boedi Harsono, 1999: 285-286, Soepomo,

1960: 10). Demikian juga menurut konsepsi hukum tanah

nasional sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1 UUPA

1960 bahwa semua tanah dalam wilayah negara adalah

tanah Bangsa Indonesia. Asas penguasaan tanah oleh

negara ini dalam UUPA 1960 di atur dalam Pasal 2 ayat

(1): “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan

alam di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh

negara” Tentang penguasaan oleh negara, Bachtiar

Effendie (1993: 2), mengartikan sebagai pemberian we-

wenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan

rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai
berikut. '

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,

penggunaan dan pemeliharaannya.

2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat di-

: punyai atas bagian-bagian dari bumi, air dan ruang
angkasa. :

- Mengatur hubungan-hubungan hukumantara orang-
orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi,
air dan ruang angkasa.

Penguasaan negara hanyalah pada tingkat tertinggi
saja, sedangkan untuk tingkat terendah dapat di-
berikan dan dipunyai oleh orang-orang atau badan-
badan tertentu.

Penguasaan terhadap bumi, air, ruang angkasa dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di-
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sebagaimana dikenal dalam Agrarische Wet jo. Agrarische
Besluit, tahun 1870.

Disadari atau tidak, konsep itu terus berlaku untuk
mendasari legalitas (kalaupun bukan legitimatas) per-
undang-undangan pertanahan, berikut praktik pelak-
sanaannya pada era pascakolonial di Indonesia, yakni
sejak tahun 1960-an. Dari sinilah dapat dijelasklan me-
ngapa dalam konsep hukum Barat, hak atas lahan-lah-
- an tanah pertanian tidak tercipta sebagai bagian dari
hak asali yang bawaan manusia-manusia pembuka dan

- penggarapnya (yang menjadikan “tanah-tanah mati”
~ menjadi “tanah-tanah hidup”) melainkan terwujud se-
bagai hak yang diperoleh karena pemberian dan penga-
- kuan negara (Soetandyo Wignjosoebroto, Ibid: 1).

Hak menguasai dari negara membatasi semua hak
atas tanah. Apabila hal ini “dikritisi” menimbulkan
~ berbagai persoalan, misalnya sejauh mana eksistensi
ketentuan yang mengatur tentang hak milik atas tanah
- yang ada pada perorangan diakui dan dilindungi? Ba-

- gaimana penerapan hukum in-abstrakto mengenai fung-
si sosial yang terkandung dalam peraturan perundang-
undangan menjadi hukum in-konkrito?.

Adanya lembaga pencabutan hak-hak atas tanah
dan lembaga pembebasan hak-hak atas tanah, juga
menimbulkan problematiknya tersendiri dalam kaitan-
- nya dengan hak-hak atas tanah, khususnya hak milik.
Lembaga pencabutan hak-hak atas tanah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Penca-
butan Hak-Hak Atas Tanah Serta Benda-Benda Yang
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dan jatuh ke penguasaan negara untuk kepentingan
pembangunan. Hukum pertanahan yang sangat dikua-
sai paradigma teritorialitas dan dikuati oleh ideologi
“developmentalisme” atau “pembangunanisme”, men-
jadikan hukum pertanahan yang ada tidak mungkin
bersifat populis, melainkan sebaliknya. Bagaimanapun
juga “developmentalisme” atau “pembangunanisme”,
lebih bersifat ke wataknya yang etatis sehingga selalu
melahirkan marjinalisasi di pihak petani tradisional
yang notabene adalah pemilik-pemilik tanah. Fungsi so-
sial yang menjadi landasan hukum hak menguasai ne-
gara atas tanah, dialokasikan dengan kekuatan hukum
nasional yakni UUPA 1960. Dengan undang-undang ini
semakin memperkuat posisi negara ke arah pencarian
tanah-tanah untuk kepentingan pembangunan, terma-
suk pembangunan industri. Akibatnya marjinalisasi
pemilik tanah terus berlangsung, bahkan uang, politik,
dan kekuasaan serta alasan “demi kepentingan umum”
telah menjadikan kian mudahnya rakyat bermodal ke-
- cil di atas tanah-tanah sempit terusir dari tanah-tanah
mereka sendiri (Soetandyo Wignjosoebroto, op, cit: 3).
Kedepan sudah semestinya apabila fungsi sosial yang
menjadi landasan hukum hak menguasai oleh negara
atas semua tanah perlu ditinjau kembali. Hal itu mut-
lak untuk segera dilakukan dalam rangka terciptanya
hukum yang akan datang (ius constituendm) yang lebih
berkepastian, berkeadilan, dan efektif memenuhi kebu-
tuhan anggota masyarakat. :




Industrialisasi dan Perubahan Sosial: Suatu Kajian Teoretis

metoda kerja membawa rejeki besar bagi sebagian kecil
manusia, tetapi kemiskinan yang mencemaskan bagi
banyak orang lain, (6) akhirnya muncul liberalisme di
bidang ekonomi dengan slogan laissez faire, laissez aller
(biarlah orang berbuat sendiri, biarlah orang mencari
jalan sendiri ( KJ. Veeger, 1993: 27). |
‘Mengenai perkembangan ekonomi dan industri,
Rostow menetapkan lima tingkat pertumbuhan
ekonomi, yakni (1) masyarakat tradisional, (2) prasyarat
untuk tinggal landas, (3) tinggal landas, (4) gerak menuju
kematangan, dan (5) tingkat konsumsi massa tinggi (W.
W. Rostow, 1960: 5). Mengenai esensi modernisasi, para
teoretisi banyak yang mencoba mengungkapnya. Di satu
pihak mengartikan modernisasi sebagai sejenis tatanan
sosial modern atau proses menuju modern, sementara
di pihak lain ada yang menangkap esensi modernisasi
ditemukan dalam kepribadian individual, sehingga
modernisasi dihasilkan dalam sejenis individu tertentu.
Menurut Apter, modernisasi menyangkut pilihan dan
dimungkinkan oleh perkembangan lain dan berbeda dari
Pool yang mengatakan bahwa modernisasi mempunyai
arti yang luas sehingga mencakup proses memperoleh
citra (images) baru yakni citra arah perubahan atau citra
kemungkinan perkembangan (loc. cit: 42).

Meskipun terdapat berbagai perbedaan mengenai
esensi modernisasi, akan tetapi di antara ciri-ciri moder-
nisasi yang disepakati oleh para ahli terdapat hal-hal se-
bagai berikut (Kuntowidjojo, 1983: 14-15):
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ma, sekaligus bagian integral dari modernisasi yakni
industrialisasi. Industrialisasi mempunyai andil yang
- besar untuk terjadinya perubahan-perubahan, baik
perubahan di bidang sistem sosial, budaya, ekonomi,
politik maupun perubahan di bidang-bidang kehidup-
an lainnya (Rahardjo, 1999: 1-2) Oleh Gunnar Myrdal,
industrialisasi di negara-negara dunia ketiga sering
diidentikkan dengan pembangunan berbagai industri
(baca: pabrik-pabrik) (Gunnar Myrdal, op. cit). Secara
sosial, sistem pabrik ditandai oleh terbentuknya hu-
bungan produksi antara buruh dan majikan, sehingga
- prosesnya didukung cara kerja yang menggunakan
pembagian kerja (division of labour) yang terspesialisasi.
Industri/ pabrik sebagai suatu sistem produksi diseleng-
garakan secara khusus di tempat yang terpisah dari
rumah tangga. Di negara-negara sedang berkembang
termasuk di Indonesia, sistem produksi ini dijadikan
sebagai simbol pembangunan (M. Dawam Rahardjo,
1999: 21).

Perubahan-perubahan sosial akibat industrialisasi
telah melanda dunia terutama sejak Revolusi Industri.
Perubahan-perubahan sosial dikategorikan menjadi
bersifat “revolusioner”. Disamping bersifat revolusioner
(perubahan cepat dari tradisi ke modern), bahkan mo-
dernisasi juga menjadi berwatak kompleks, sistematik,
dan menjadi gerakan global yang akan memengaruhi
semua manusia melalui suatu proses yang bertahap
untuk menuju suatu hegemonisasi (convergency) dan
bersifat progresif (Mansour Fakih, 2001: 54). Disebut
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Serikat dan dari negara-negara liberal lainnya. Teori mo-
dernisasi ini lahir di Amerika Serikat tahun 1950-an dan
merupakan berbagai respons kaum intelektual terhadap
perang dunia yang bagi penganut evolusi dianggap
sebagai jalan optimis menuju suatu perubahan dan
menjadi penemuan teori yang terpenting dari perjalanan
kapitalisme yang panjang di bawah kepemimpinan
Amerika Serikat (Mansour Fakih, ibid: 53).

Suwarsono dan Alvin Y. So, akhir tahun 1950-an,
menyebut teori modernisasi merupakan paradigma uta-
ma. Kemudian pada akhir tahun 1960-an, teori moder-
nisasi mendapat tantangan dari paradigma yang lebih
radikal yaitu teori ketergantungan dan keterbelakan-
gan (teori dependensi). Pada pertengahan tahun 1970-
an paradigma baru ditandai dengan munculnya teori
sistem ekonomi dunia, (the world system/world economy
’pefspective) yang muncul ke permukaan untuk meng-
uji isu-isu pembangunan. Di akhir tahun 1980-an ke-
tiga aliran utama ini bergerak untuk saling melakukan
sintesa (Ibid: 2). Akhirnya modernisasi telah menjadi
gerakan para ilmuwan antar disiplin ilmu-ilmu sosial
yang memfokuskan kajiannnya pada perubahan-pe-
rubahan sosial di dunia ketiga. Dalam perkembangan

berikutnya, modernisasi menjadi sebuah aliran pemiki-
ran (a school of thought) yang menjadi sebuah ideologi,
sehingga pengaruh modernisasi di dunia ketiga sangat
luas dan tidak hanya terbatas di kalangan akademisi
di perguruan tinggi semata melainkan juga meluas di
kalangan birokrasi sebagai perencana dan pelaksana
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dituju. Di satu sisi, industrialisasi yang dijalankan ingin
meniru model barat, sementara di sisi lain endowment
factor yang dimiliki sangat berbeda, sehingga industri-
industri padat teknologi yang dikembangkan tidak
mampu bersaing di pasar internasional. Sementara sek-
tor potensial dengan basis pertanian, terlanjur tidak
terurus, sehingga yang muncul bukan industri mapan
dengan kemampuan enterpreneurship yang tangguh, te-
tapi justru meningkatkan sektor informal. Keadaan ini
bertambah parah ditambah adanya ketergantungan dari
negara asing dalam wujud utang luar negeri, sehingga

* industrialisasi di Indonesia sering disebut “industri

pinggiran”. Artinya, Indonesia tidak mampu menguasai
industri berteknologi tinggi yang efisien dengan sektor
pertanian yang dinamis melainkan sekadar menjual
produk pinggiran sehingga menjadi lahan bagi pasar
barang-barang industri negara adidaya (Ahmad Erani
Yustika, op.cit).

Salah satu tujuan industrialisasi yakni mengubah
secara bertahap struktur ekonomi masyarakat agraris
ke masyarakat modern. Tujuan yang demikian ini dapat
direfleksikan dari rencana pembangunan lima tahun
pertama sampai kelima (Rencana Pembangunan terakhir
dalam Orde Baru). Repelita pertama, meletakkan titik be-
rat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan
dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku
menjadi bahan jadi. Repelita keempat masih meletakkan
titik berat pada sektor pertanian, tetapi dengan mening-
katkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin
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sejumlah ciri yang melekat padanya yaitu (a) ditopang
oleh dominasi pemikiran bahwa ekspor komoditi hasil
perkebunan harus diprioritaskan demi pertumbuhan
ekonomi nasional, (b) perkebunan besar menguasai
tanah-tanah yang luas, (c) kebutuhan tenaga kerja
sangat besar, jauh melebihi suplai tenaga kerja yang
tersedia di pasar sehingga diciptakan mekanisme
“ekstra pasar” (budak belian, kuli kontrak, transmigrasi,
dan sejenisnya), (d) perkebunan besar dikelola dengan
cara sangat ketat dan dalam sejarah sebagai “cenderung
bengis” yang disebut dengan istilah “planktokrasi”,
dan (e) birokrasi perkebunan besar tidak terjangkau
oleh kontrak sosial, sebab pada umumnya merupakan
“enclave” yang terisolasi dari masyarakat kecuali
perkebunan tebu di Jawa (George L. Becford, 1979, Jan
C. Breman, 1997, Gunawan Wiradi, 2000: 20).

Era Orde Lama (tahun 1959-1965), industrialisasi
berfokus pada perkembangan perusahaan-perusahaan
negara dan prioritas diberikan kepada para produsen
pribumi skala kecil. Akibatnya, industri sektor manufak-
tur mengalami stagnasi dan hanya tumbuh kurang dari
2 % (Peter Mc Cawley 1979: 3-6). Ganjalan utama indus-
trialisasi pada waktu itu adalah terletak pada sistem hak
milik dan kontrol terhadap instrumen-instrumen eko-
nomi dari produksi (economic instrument of production)
khususnya kapital. Dengan demikian, jika industria-
lisasi dilakukan maka yang menguasai perekonomian
di Indonesia adalah pemodal asing, khususnya Belanda
(M. Dawan Rahardjo,- dalam M. Thoyibi (ed), 1995: 13).
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nominya semata dan tidak lagi difungsikan sebagai fak-
tor produksi melainkan sebagai investasi dan spekulasi
(Maria SW Sumardjono: Kompas. 2001: 200-201). Dina-
mika investasi pembangunan baik melalui penanaman
modal dalam negeri lebih-lebih modal asing, menimbul-
kan berbagai skandal yang melanggar hak-hak rakyat
atas tanah (Tahlim Sudaryanto, 2000: 3).

Dalam perkembangannya, industrialisasi era Orde
Baru menghadapi berbagai hambatan, misalnya sistem
pemilikan. Dasawarsa 1980-an, golongan etnis non-
pribumi mendominasi perekonomian nasional. Seba-
gian besar aset industri awal 1990-an, berada di tangan
etnis tersebut, sehingga timbul konglomeratisasi dan
konsentrasi ekonomi. Salah satu penyebabnya, alokasi
kredit pada waktu itu terarah pada grup-grup bisnis
tertentu dan kolusi antara pengusaha dan penguasa/ bi-
rokrat khususnya dalam pengalokasian proyek-proyek
pemerintah yang memperoleh proteksi dan subsidi.
Mengenai kolusi, Yoshihara Kunio (1990: 2), menyebut
bahwa kolusi menimbulkan tumbuhnya pencari rente
di kalangan birokrat pemerintah, sehingga pengusaha
yang sesungguhnya tidak berkembang.

Kolusi penguasa/birokrat dengan pengusaha, me-
warnai kebijakan pengadaan tanah melalui tekanan
birokrasi. Tekanan dilakukan dengan mendesak, bah-
kan memaksa rakyat menjual tanah miliknya. Patokan
harganyapun ditentukan. Dalam kebijakan indus-
trialisasi di Indonesia, birokrasi memegang peranan
penting. Bahkan sejak awal, terjadi dilema seberapa
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repelita kelima. Dalam repelita pertama (1969/1970
- 1973/1974), Indonesia mulai menekankan sektor per-
tanian dan industri yang mendukung sektor pertani-
an. Repelita kedua (1974/1975-1978/1979) meletakkan
sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang
mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita
ketiga (1979/1980-1983/1984) titik beratnya pada sek-
tor pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan
meningkatkan industri pengolahan bahan baku menjadi
barang jadi. Repelita keempat, titik beratnya pada sektor
pertanian dengan meningkatkan industri yang meng-
hasilkan mesin-mesin industri, baik industri berat mau-
pun ringan. Repelita kelima, titik beratnya pada sektor
pertanian untuk memantapkan swasembada pangan
dan meningkatkan produksi pertanian untuk ekspor.
Penekanannya, promosi industri yang menyerap tenaga
kerja (labour intensive industries), industri pengolahan
hasil pertanian dan industri yang menghasilkan me-
sin-mesin. Ironisnya, prioritas pembangunan pertanian
digeser ke sektor industri mesin dan investasi swasta
diidentifikasi sebagai aktor utama. Secara sistemik, di
Indonesia terjadi transformasi ekonomi produksi untuk
subsistensi berubah ke ekonomi produk komoditi. Den-
gan bergesernya prioritas ke sektor industri, pemban-
gunan industri di Indonesia dilakukan oleh para inves-
tor swasta. Ditambah ketergantungannya negara asing
dalam wujud utang luar negeri dan investasi asing, di
Indonesia dikenal dengan sebutan “industrialisasi ping-
giran”. Industri ini tidak mampu menguasai industri
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pihak swasta dalam pembangunan industri. Dalam
Bagian Menimbang Permendagri disebut bahwa untuk
melaksanakan pembangunan yang digariskan GBHN
(Garis-Garis Besar Haluan Negara), diharapkan adanya
peran aktif pihak swasta/rakyat. Perlu ada peranan
pemerintah dalam bentuk jasa pembebasan tanah rakyat.
Peranan, diwujudkan menjadi fasilitator dan jasa-jasa
demi terealisasinya proyek-proyek pembangunan
yang mengatasnamakan kepentingan umum atau pem-
bangunan sarana umum beserta berbagai fasilitas sosial
lainnya. Konsekuensinya, kebijakan industrialisasi di-
- lakukan oleh pengusaha-pengusaha swasta yang di-
promosikan sebagai kepentingan nasional. Kehadiran
- pengusaha swasta yang notabene adalah “orang luar

~ komunitas” kemudian dihadapkan dengan pluralisme
kepentingan warga pemilik tanah. Di sini dapat di-
sebut terjadi apa yang pernah dilontarkan Soetandyo
Wignjosoebroto pada waktu mengulas pembangunan
dalam konteks perspektif perseptual dan konseptual
di kalangan warga komunitas lokal. Dikatakan bahwa
usaha-usaha pembangunan yang diprakarsai pusat dan
dilaksanakan oleh orang-orang yang datang mewakili
pusat (state!), diibaratkan sebagai tindakan yang benar-
benar “memasuki wilayah pertuanan orang tanpa ijin”
(Soetandyo Wignjosoebroto, 1997: 4).

Di bawah pemerintahan Orde Baru, kedudukan
negara sangat dominan bahkan dikukuhkan oleh
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Keten-
tuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (dan Peraturan
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sehingga menyingkirkan akses dan kontrol rakyat ter-
hadap tanah. Kondisi keagrariaan menjadi simpang siur
sehingga setiap persengketaan tanah rakyatlah yang
dikalahkan demi kepentingan pemilik modal, baik do-
mestik maupun asing (Gunawan Wiradi, 2000: 60).
Melalui pidato kenegaraan 16 Agustus 1995, Soeharto
(yang waktu itu sebagai Presiden) melaporkan bahwa
perkembangan industri di Indonesia berjalan dengan
cepat. Tahun pertama PJP II yakni tahun 1994, peranan
sektor industri pengolahan mencapai 23,9 %, sedangkan
sektor pertanian semakin mengecil menjadi 17,4 %
(Kompas, 18 Agustus 1995). Kemudian, untuk men-
dukung agar sektor industri semakin berperan dalam
PJP II dikeluarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1993
tentang GBHN. Dalam salah satu bagiannya, tepatnya
dalam butir F sub Ekonomi angka I ditetapkan sebagai
berikut: E

“Pembangunan industri diarahkan untuk menuju keman-
 dirian perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan
bersaing, dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan
luar negeri dengan selalu memelihara fungsi kelestarian
lingkungan hidup. Pembangunan industri ditujukan
untuk memperkukuh struktur ekonomi nasional dengan
keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antarsektor,
meningkatkan daya tahan perekonomian nasional, mem-
perluas lapangan kerja, dan kesempatan usaha sekaligus
mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor
pembangunan lainnya. Pengembangan industri nasional
termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa diman-
tapkan dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki
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Untuk merealisasikan diusahakan agar pemba-
ngunan industri di Indonesia perlu didukung ter-
sedianya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh
karena pelaku utama pembangunan industri adalah
pihak swasta, maka dukungan kepada pihak swasta
diprioritaskan. Begitu pentingnya peran swasta dalam
pembangunan, Eko Budiharjo menyebut pihak swasta
ini sebagai engine of (urban) growth dan pemerintah perlu
merangkulnya dalam rangka perencanaan kota sehingga
dapat diibaratkan minyak pelumas bisa memperlancar
bekerjanya mesin (Eko Budihardjo, 1994: 1).

- Prioritas pihak swasta, disebabkan pemerintah
tidak mungkin memenuhi seluruh pendanaan pem-
bangunan industri. Pemerintah berusaha menciptakan
iklim kondusif agar para investor asing maupun do-
mestik terdorong menanamkan modalnya di Indonesia.
Sekalipun dipandang penting untuk menunjang ke-
- sejahteraan masyarakat, disadari bahwa pembangun-
an industri dapat menimbulkan berbagai dampak
negatif. Inilah yang menyebabkan perlunya kebijakan
penentuan lokasi wilayah industri (industrial zone)
dan kebijakan penentuan kawasan industri (industrial
estate). Wilayah industri (industrial zone) adalah daerah
pengelompokan bermacam-macam industri yang
mandiri tanpa ikatan dalam satu manajemen. Antara
wilayah industri (industrial zone) dan kawasan industri
(industrial estate) ada perbedaan. Kawasan industri ada-
lah kawasan kegiatan industri yang berada di bawah
satu manajemen sehingga telah diatur mengenai tata
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industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang
ditetapkan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 1992 yakni tentang Penataan Ruang (LN 1992-
115) menentukan bahwa setiap orang berkewajiban
mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan”.
- Ditentukan lebih lanjut, bahwa manakala kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan sesuai rencana tata
ruang yang telah ditetapkan ternyata menyebabkan
kerugian juga, maka pemilik tanah berhak memperoleh
penggantian yang layak (Pasal 4 ayat (2c) Pasal 22 ayat
(6) menyebutkan bahwa rencana tata ruang Wilayah
Kabupaten/Kotamadya Tingkat II ditetapkan dengan
peraturan daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur juga
mengenai peruntukan tanah untuk kawasan industri,
yakni sebagai bagian rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kotamadya tingkat II sehingga merupakan
tugas dan wewenang Pemerintah Tingkat I yang harus
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pembangunan industri, baik lokasi keberadaannya
dalam suatu wilayah industri maupun dalam kawasan
industri memerlukan tersedianya tanah. Dalam kebijak-
an penentuan tanah/lahan untuk pembangunan in-
dustri, terkesan bahwa politik pertanahan (land policy)
sebagai bagian politik agraria nasional belum dijalankan
sehingga belum terdapat penjabaran dasar hukumnya.
Dasar hukum politik pertanahan nasional yakni Pasal
14 ayat (1) UUPA 1960 yang mewajibkan pemerintah
membuat suatu rencana umum mengenai persediaan,
peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang
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kepentingan (interst), konflik nilai (value), konflik hu-
bungan (relationship), maupun konflik struktural. Konflik
kepentingan timbul ketika salah satu pihak beranggapan
bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, orang lain
harus dikorbankan (menang vs kalah). Konflik nilai
sering tersamar dibanding dengan konflik kepentingan
- dan ini terjadi ketika muncul bentrokan antara sistem
nilai religius-magis yang dianut bertabrakan dengan
nilai ekonomis. Konflik hubungan terjadi karena per-
bedaan budaya, misalnya adanya pandangan bahwa
suku bangsa tertentu pemalas, terbelakang, dan sebagai-
nya. Persoalan komunikasi yang terhambat akan mem-
- perbesar jurang konflik sehingga pada akhirnya muncul
konflik struktural yang disebabkan faktor kelembagaan
- yang biasanya di luar kekuasaan pihak-pihak yang ter-
kena (Maria SW Sumarjono, 2001: 54-55). Kondisi ini
melahirkan fenomena semakin banyaknya konflik yang
sifatnya berbeda dari konflik-konflik sebelumnya. Pada
dua atau tiga dekade yang lalu, konflik tanah lebih
banyak menyangkut hubungan antara petani pemilik
tanah dan petani tuna kisma. Namun dewasa ini konflik
yang muncul lebih banyak menyangkut hubungan
antara petani pemilik tanah dan kepentingan proyek-
proyek investasi pembangunan, baik yang dilakukan pe-
merintah maupun investor swasta. Konflik sifatnya lebih
kompleks, tidak hanya menyangkut akses petani ter-
hadap tanah, melainkan lebih menyangkut tentang hak
dan kewajiban yang timpang. Terlebih proyek-proyek
investasi tersebut berskala besar yang membutuhkan
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menjalankan kewajiban memelihara tanah miliknya se-
bagai kewajiban menjalankan fungsi sosial tanah. Pasal
15 UUPA menentukan bahwa setiap orang atau badan
hukum yang berhubungan dengan tanah, diwajibkan
memeliharanya. Apabila kewajiban dilanggar, sesuai
Pasal 52 UUPA terdapat sanksi pidana kurungan dan/
atau denda. Banyaknya pemilik tidak menjalankan ke-
wajiban fungsi sosial, menandai terjadinya perubahan
fungsi sosial.

Lekatnya pemilik tanah terhadap hak milik atas
tanahnya dapat diketahui dari istilah-istilah yang
digunakan dalam menguasai tanah. Ada yang menyebut
tanah sebagai tanah-pusaka (heirloom land) dan tanah
yasa (self developed land) (Onghokham dalam Soediono
MP Tjondronegoro & Gunawan Wiradi (Ed), 1995: 7).
Pengamatan terhadap berbagai kebijakan industrialisasi
era Orde Baru, memperlihatkan kecenderungan mem-
berikan kemudahan atau hak yang lebih besar pada
kelompok tertentu atau tidak ada perlakuan sama bagi
kelompok masyarakat terbanyak. Pengelolaan tanah
menjadi alat kepentingan sosial, ekonomi, dan politik
golongan tertentu. Bahkan secara normatif-positivistik,
tanah dikuasai oleh negara sehingga dapat ditafsir
pemerintah sebagai haknya dan/atas nama negara
memiliki tanah secara absolut. Pendekatan kepentingan,
baik oleh pemerintah maupun pemilik modal besar
menjadikan tanah sebagai alat akumulasi modal yang
dapat dieksploitasi. Kekuatan-kekuatan birokrasi formal
dan kecanggihan teknologi para pemilik modal besar
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Ini misalnya tentang ketentuan dasar UUPA yang ber-
sifat interpretabel dan belum ditindaklanjuti rumusan-
rumusan yang pasti. Industrialisasi selalu menampilkan
3 (tiga) pelaku utama, yakni negara/ pemerintah, swas-
ta/pengusaha dan masyarakat. Masing-masing pelaku
mempunyai posisi tawar-menawar yang berbeda, baik
- akses modal maupun politik. Ironisnya posisi yang ber-
beda ini lebih dikukuhkan oleh kewenangan penguasa
membuat kebijakan yang bias terhadap kepentingan
warga pemilik tanah.
Industrialisasi adalah kebijakan yang banyak mem-
- butuhkan tanah, sehingga menambah sulitnya pem-
bebasan tanah. Pada gilirannya lebih memberikan ke-
sempatan atau kemudahan para pemilik modal dalam
melakukan investasi kegiatan spekulasi tanah. Akibat-
nya harga tanah semakin naik bahkan menjadi tidak
terjangkau sehingga warga masyarakat di sekitar in-
dustri semakin tersingkir. Meskipun fungsi sosial hak
- milik atas tanah tidak menghendaki adanya spekulasi
tanah, namun industrialisasi menyebabkan tanah dija-
dikan komoditi. Padahal dikehendaki oleh teks norma-
- tif-positivistik, tanah harus dikecualikan sebagai objek
spekulasi sehingga tidak terulang praktik-praktik spe-
kulasi tanah yang sering disebut sebagai sumber ter-
jadinya krisis ekonomi. Disinyalir oleh Fred Harrison,
spekulasi tanah merupakan sumber utama terjadinya
krisis ekonomi yang pernah dialami dunia. Fenomena
semacam itu, akan berlanjut apabila intervensi pemerin-
tah melalui kebijakan pengendaliannya yang berpihak
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dang sebagai (a) hasil, kalau dilihat dari sudut pandang
tambang sebagai hasil penambangan, tanah dijual dan
dibeli dalam ukuran berat (ton, kg) dan dalam ukuran
isi (M2) untuk tanah urugan, (b) penghasil kalau dilihat
dari sudut tanaman dan tumbuhan. Tanahlah yang
- menghasilkansumber daya hutan, sumber bahan pangan
dan jenis tanaman lainnya; (c) tempat, di atas mana
semua makhluk melaksanakan kehidupan. Sebagai
suatu tempat (space) tanah juga merupakan tempat bagi
berbagai macam sumber bahan tambang (I Made Sandy,
1995). Meskipun demikian, banyak terdapat tanah di
- wilayah sekitar industri oleh pemiliknya (perorangan
atau badan hukum) sengaja diterlantarkan untuk tujuan
investasi.

C. Berbagai Implikasi Yang Ditimbulkan

~ Secara harfiah industrialisasi menunjuk pada pe-
ngertian diperkenalkannya industri atau proses me-
nuju industri sehingga merupakan suatu proses trans-
- formasi sosial dan ekonomi di saat perkembangan
masyarakat dan perubahan sosial mencapai titik peru-
bahan pandangan hidup yang semula bersifat agraris
ke urban dan industrial (Mohammad Thoyibi (ed),
op.cit: 5). Terjadinya perubahan pandangan hidup ter-
sebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
‘pertumbuhan peradaban modern akhir-akhir ini. Fer-
dinand Tonnis sebagaimana dikutip M. Dawam Ra-
hardjo mengkonstatasi bahwa dalam teori sosiologi
kita mengenal apa yang disebut gemeinschaft dan
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pertanian yang dialihfungsikan menjadi bangunan
industri dengan segala aktivitasnya. Menurut Sumar-
yanto dan L.W. Rusastra (2000: 6), banyaknya alih fungsi
tanah dari pertanian ke industri, antara lain disebabkan
lemahnya penegakan hukum pertanahan dan kurang
baiknya sistem pencatatan dan pendokumentasian
tanah. Meskipun peraturan pemilikan dan penguasaan
tanah tersedia mulai UUPA, Keppres, peraturan menteri
dan lain sebagainya, namun belum berfungsi bahkan
terdapat kesimpangsiuran yang menimbulkan ketidak-
pastianhukum, misalnya dalam melindungitanahsawah
beririgasi teknis, Kepala Badan Pertanahan Nasional/
Menteri Agraria mengeluarkan larangan alih fungsi
tanah, akan tetapi terdapat ketidaksinkronan dengan
Keppres yang memberi keleluasaan pengusaha swasta
melakukan pembebasan tanah bagi pengembangan
industri. ]
Pada dasarnya industrialisasi di Indonesia diarah-
kan pada lima hal. Pertama, industri strategis untuk ke- '
butuhan dalam negeri dan kehidupan rakyat. Kedua,
industri ekspor yaitu industri yang pasar ekspornya
baik atau mempunyai potensi untuk berkembang dan
mempunyai keunggulan/potensi keunggulan yang
dapat dikembangkan. Ketiga, industri yang mengguna-
kan sumber daya nasional, yaitu sumber daya alam
seperti pertanian dalam arti luas dan pertambangan.
Keempat, industri yang memiliki nilai strategis dalam pe-
ngembangandan penguasaanteknologiyangberdampak
pada pengembangan industri lainnya. Kelima, industri
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menggunakan istilah tersebut dan menggunakan istilah
lain yaitu “berkembang” (Riyadi, 9). Istilah masyarakat
berkembang difahami sebagai masyarakat yang sedang
melakukan proses perubahan sosial yang menyangkut
sistem nilai, norma, pola perilaku, susunan lembaga
sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial, dan se-
bagainya. Perubahan sosial sebagai sebuah konsep
yang serba mencakup dan menunjuk pada perubahan
sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia mulai
dari tingkat individual (Robert H. Lauer, 1978: 5).
Apabila era awal modernisasi terdapat perbedaan-per-
bedaan yang dikotomik antara desa dan kota, dalam
era global perbedaan-perbedaan tersebut tidak ber-
sifat dikotomik melainkan menuju perbedaan yang
bersifat gradual. Dalam menggambarkan globalisaéi,
Kenichi Ohmae menggunakan istilah “the borderless
world” (Kenichi Ohmae, 1990). Adanya keterbukaan/
transparansi sekarang ini mengisyaratkan pada kita
untuk mengubah perspektif atau paradigma mengenai
desa (Rahardjo, 1999: 2-3). Hasil penelitian para ahli
pedesaan selama dua dasawarsa terakhir menunjukkan
bahwa masyarakat pedesaan Jawa telah mengalami
perubahan sosial yang mendasar. William Collier dan
kawan-kawan (1996: xivii) dengan baik menggambarkan
terjadinya perubahan sosial di pedesaan melalui hasil-
hasil bekerjanya instrumen ekonomi yang dilakukan
khususnya hasil pembangunan di pedesaan selama dua
puluh lima tahun terakhir. Dengan mendeskripsikan
berbagai keadaan di pedesaan, penelitiannya mengemu-
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memilih insan-insan ekonomi yang dibutuhkan melalui
proses “survival of the fittest”. Pada akhirnya kapitalisme
ini mempunyai kebebasan mutlak untuk mengubah dis-
tribusi sosial sesuai kebutuhan termasuk kebebasan me-
nentukan struktur pekerjaan.

Perubahan sosial dapat dijelaskan dengan teori
Talcott Parsons, dikenal dengan teori fungsionalisme,-
sebagaimana direkontruksi oleh Satjipto Rahardjo (1991:
37). Menurut teori ini masing-masing subsistem dalam
masyarakat selain terpasang dalam posisi tertentu
juga mengemban tugas yang tertentu pula. Terjadi-
nya perubahan sosial, dijelaskan melalui analisisnya
tentang masyarakat yang tak ubahnya seperti organ
tubuh manusia yang memiliki berbagai bagian dan
saling berhubungan. Masyarakat mempunyai berbagai
kelembagaan yang saling terkait dan tergantung satu
sama lain. Talcott Parsons menggunakan konsep sistem
untuk menjelaskan koordinasi harmonis antar kelem-
bagaan tersebut. Masing-masing lembaga dalam ma-
syarakat (yang disebutnya sebagai sub-subsistem) men-
jalankan “fungsi pokok” (fungtional imperative) yakni
melalui apa yang disebut sebagai A G I L (adaptation to
the environment, goal attainment, integration, and latency)
agar masyarakat tidak “mati”. Lembaga ekonomi
menjalankan fungsi adaptasi lingkungan, pemerintah
bertugas pencapaian tujuan umum, lembaga hukum
dan agama menjalankan fungsi integrasi. Keluarga
dan lembaga pendidikan berfungsi untuk usaha pe-
meliharaan. Menganalogkan dengan tubuh manusia,
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nyesuaian-penyesuaian untuk mengakomodasi peru-
bahan-perubahan besar masyarakat nasional yang
menjadi lingkungannya. Dalam konteks yang berbeda
apabila istilah Fritjof Capra (1981: 21), digunakan dalam
menggambarkan masyarakat pedesaan di Jawa dalam
melakukan penyesuaian-penyesuaian dapat diibaratkan
sebagai krisis global yang serius, kompleks dan multi
demensional yang segi-seginya menyentuh semua aspek
kehidupan, yakni aspek kesehatan, mata pencaharian,
kualitas lingkungan hidup, hubungan sosial, ekonomi,
teknologi dan politik.

Perubahan-perubahan sosial yang bersumber dari
industrialisasi, mencapai skala penuh sejak Orde Ba-
ru mengintroduksikan industri ke daerah-daerah pe-
desaan. Dengan introduksi tersebut, perlahan-lahan
menggoyahkan semua aspek kehidupan sosial masya-
rakat. Intensitas industrialisasi menuntut pengadaan
tanah yang relatif luas sehingga alih fungsi tanah perta-
nian ke industri dengan segala akibatnya tak terhindar-
kan. Dalam perkembangannya, pola kehidupan petani
semakin sulit menghindarkan diri dari “keterpaksaan”
‘melepaskan tanahnya. Terlebih praktik perizinan me-
mungkinkan terjadinya alih fungsi tanah berdasar ren-
cana tata ruang wilayah (RTRW) masing-masing kabu-
paten dengan alasan kepentingan pembangunan.

Apabila industri dikembangkan dengan baik, artin-
ya dalam lingkungan yang mempunyai prasarana over-
head capital yang cukup dapat mempunyai daya menu-
lar, baik yang bersifat ke belakang, ke samping maupun
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tidak bisa diartikan bahwa industri datang dengan sen-

- dirinya ke Indonesia.

Berbagai langkah yang seharusnya dilakukan seba-
gai pihak penerima arus industri asing, di Indonesia
menimbulkan berbagai dorongan untuk melakukan
persiapan pengadaan dan perombakan di dalam negeri,
yakni sebagai berikut (Satjipto Rahardjo, op. cit: 221) .

. Pendirian lembaga-lembaga informasi industri dan
bisnis.
. Pengadaan tenaga teknisi menengah.

Menghadapi masalah pemindahan industri dan

teknologi asing melalui multinational corporations

(MNC) dengan segala percabangan permasalahan-

nya yang rumit. Hal ini berhubungan dengan pen-

dapatnya yang melihat MNC itu sebagai alat yang
ampuh sekarang ini untuk memindahkan industri
dan teknologi ke negara-negara terbelakang.

Membina daya bersaing usaha industri nasional

terhadap usaha industri asing yang sudah ada di

Indonesia. -

Di samping terjadi alih fungsi tanah pertanian ke non
pertanian industrialisasi menimbulkan kecenderungan
pemilik tanah memandang tanah miliknya berubah
menjadi lebih ke nilai ekonomis semata. Kondisi se-
macam menyebabkan tezjadinya proses spekulasi
tanah, yakni suatu proses pemaknaan tanah hanya di-
pandang sebagai barang perdagangan. Tanah lebih
mudah dikuasai oleh mereka yang bermodal termasuk
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tanian oleh industri menyebabkan sektor industri domi-
nan bahkan melampaui pertumbuhan sektor pertanian
~ (Mudrajad Kuncoro, 1997: 77).

Adanya penggeseran sektor pertanian oleh industri
membuktikan ketidakseimbangan antara sektor perta-
nian dan industri. Secara politis dalam beberapa GBHN
sektor pertanian diletakkan sebagai prioritas, tetapi
sebatas prioritas kedua. Akibatnya, dana-dana pem-
bangunan nasional yang sebagian besar merupakan pin-
jaman luar negeri, diinvestasikan pada sektor industri.
Tercatat bahwa utang luar negeri Indonesia tahun 2000
berjumlah sekitar US$ 140 miliar dan dalam beberapa ta-
hun ke depan diperkirakan dapat membengkak menjadi
- US$ 200 miliar. Pendapatan perkapita Indonesia sebelum
krisis mencapai US$ 1.020 akan merosot menjadi US$ 300
(Revrisond Baswir dalam Kiswondo, 2000: 3). Sebaliknya,
sektor pertanian yang sebagian besar dilakukan rakyat
menjadi menurun. Data terakhir menunjukkan bahwa
Indonesia kekurangan pangan dan 60% penduduknya
tergolong sebagai penduduk miskin (Departemen Kese-
hatan Republik Indonesia, 1998/1999: 2).

Pada tahap awalnya, penggeseran perekonomian
rakyat dari pertanian ke industri menyebabkan terjadi-
nya konflik kultural, yakni antara kultur agraris di pe-
desaan dengan kultur industri yang bersifat industrial.
Konflik muncul, misalnya dalam memandang waktu,
uang dan makna kehidupan. Dalam kultur agraris, wak-
tu lebih bersifat siklus sehingga berbeda dari kultur
industri yang bersifat linier. Dalam kultur agraris uang
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dengan menggunakan bahan baku lokal (Mubyarto
1988: 132).
~ Adapun tujuan dan kriteria yang dimaksud oleh
- pemikir di luar kalangan pemerintah, antara lain untuk
memperluas kesempatan tenaga kerja, pemerataan hasil-
hasil yang dicapai serta adanya keikutsertaan sebagai
partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan.
Dalam kurun waktu 1970-1991, sumbangan sektor
- industri terhadap PDP meningkat dari 14% menjadi 31%,
namun sektor yang sama hanya mampu meningkatkan
daya serap kesempatan kerja dari 11% menjadi 17 %.
Kondisi yang sebaliknya dialami sektor pertanian yang
mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB dari
45 % menjadi 19%, namun penurunan kesempatan
kerja yang disediakan hanya turun dari 67,5% menjadi
55% (Revrisond Baswir, 1997: 46). Surplus tenaga kerja
‘menyebabkan standar upah di Indonesia rendah, se-
'hingga meskipun telah meratifikasi beberapa konvensi
ILO (International Labour Organization), hak-hak pekerja
belum direalisir sepenuhnya, sehingga semakin mening-
katnya terjadinya pemogokan buruh/pekerja. Pada
tahun 1967 misalnya, jumlah pemogokan yang terjadi di
Indonesia tercatat 40 kasus, dan kemudian pada tahun
1991 meningkat menjadi 147 kasus. Kemudian juga me-
ningkat tajam menjadi lebih dari 290 kasus pada tahun
1994 (Muwarti B. Rahardjo & Sukardi Rinakit, op. cit,
hal. 180).
Apabila pemogokan buruh/pekerja dicermati, di-
ketahui bahwa yang menjadi penyebab yakni adanya
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memfasilitasi pengusaha industri untuk pengadaan
tanahnya. Kebijakan ini sering ditempuh, meskipun
mengorbankan tanah-tanah produktif yang semula
diusahakan rakyat untuk pertanian. Fungsi sosial hak
milik atas tanah sebagaimana diidealkan oleh UUPA
1960 mengalami perubahan dalam aktualisasinya.
Misalnya berubah menjadi identik dengan kepentingan
umum atau kepentingan pembangunan. Ketimpangan
pemilikan tanah di desa, antara lain dapat ditemui dari
hasil sensus pertanian yang diselenggarakan setiap se-
puluh tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Hasil
sensus antara lain mencatat bahwa antara 1983-1993,
terjadi akumulasi tanah sehingga jumlah petani yang
menguasai tanah kurang dari 0,5 ha bertambah (Sedlono
M.P. Tjondronegoro, 2001: 8).

- Dalam perkembangannya, UUPA 1960 harus diha-
dapkan dengan realitas sosial yang berbeda. Misalnya
pertambahan jumlah penduduk, kelangkaan tanah,
alih fungsi tanah, konflik penggunaan tanah di antara
berbagai aktor pembangunan, kemiskinan, sempitnya
lapangan kerja, perbedaan akses dalam perolehan dan
pemanfaatan tanah. Kebijakan pertanahan yang kapi-
talistis, yakni lebih mengutamakan fungsi ekonomi se-
hingga menyebabkan akses tanah lebih ditentukan me-
kanisme pasar. Konsekuensinya, semakin menjauhkan
pemberian makna konkret fungsi sosial dalam UUPA
1960. Fungsi sosial hak milik atas tanah oleh pengua-
sa/pengusaha ditafsir menjadi identik dengan kepen-
tingan umum atau bahkan kepentingan pembangunan.
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Implementasi kebijakan pemerintah memfasilitasi
pengusaha dalam pengadaan tanah, pada akhirnya ber-
hadapan dengan kepentingan pemilik tanah. Terlebih
dalam masyarakat telah terjadi perubahan mengenai
fungsi tanah dari yang semula sebagai kekayaan alam,
berubah menjadi modal dalam ekonomi produksi
- (Noer Fauzi,: 5). UUPA 1960, meskipun falsafahnya
sering disebut-sebut bersifat populis, tetapi prinsip da-
sarnya sulit dioperasionalkan secara efektif. Bahkan,
perlu adanya interpretasi ulang dan pengembangan
prinsip-prinsip dasar UUPA, yakni bersamaan adanya
fenomena baru yang belum diantisipasi oleh UUPA.
Salah satunya, yakni interpretasi ulang terhadap fungsi
sosial hak milik atas tanah menjadi benar-benar sebagai
sarana perlindungan hak-hak seseorang apabila ada
pembebasan tanah, baik untuk kepentingan pemerintah
maupun swasta yang sama-sama dengan dalih untuk ke-
pentingan umum.

D. Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak
Milik Atas Tanah

Hukum tertulis yang dituangkan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan selalu berisikan peru-
musan kebijakan penguasa yang berkuasa pada waktu
dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut.
Hukum tidak mempunyai kedudukan otonom. Hukum
dalam kenyataannya berfungsi pelayanan, yaitu meru-
muskan dan memberikan landasan hukum bagi sah ber-
lakunya dan pelaksanaan kehendak/kebijakan pengua-
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hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok, yaitu
kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi seluruh
rakyatnya (Pasal 2 ayat (3) UUPA).

Barangkali perlu diperhatikan kelemahan pokok
substansi fungsi sosial tersebut, yakni: pertama, selalu
mengandung perumusan-perumusan tujuan yang ter-
lalu ideal. Konsep sosialisme Indonesia yang mendasari
pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai
persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung
~di dalamnya: (a) untuk keperluan negara; (b) untuk ke-
perluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lain-
nya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; (c)
untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat,
sosial, kebudayaan, kesejahteraan, dan lain-lain; (d)
untuk keperluan memperkembangkan produksi perta-
nian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan
itu; (e) untuk keperluan memperkembangkan industri,
transmigrasi, dan pertambangan (Pasal 14 UUPA 1960)
yang merupakan asumsi konsep itu. Hal itu merupakan
contoh yang jelas. Kedua, fungsi sosial yang bermula
dan erat kaitannya dengan konsep kepentingan umum,
adalah cara berpikir yang terlalu menyederhanakan
persoalan. Cara yang demikian ini menyebabkan tim-
bulnya pandangan hitam putih, yakni antara yang bu-
ruk dan yang baik, antara yang benar dan yang salah.
Ketiga, konsep ini terlalu optimistis sehingga cenderung
mengabaikan kenyataan yang memang selalu terjadi in-
teraksi antara kepentingan individual dan kepentingan
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Undang Nomor 4 tahun 1992) tentang “Perumahan dan
Pemukinan” (LN 1992-23 TLN 3469), harus dipandang
sebagai perbuatan yang bukan suatu perdagangan tanah.
Alasan yang dikemukakan adalah bahwa kegiatan terse-
but semata-mata hanya sebagai usaha mempermudah
pembanguan/pendirian industri dan perusahaan-peru-
- sahaan perumahan dalam memperoleh tanah yang di-
perlukan, termasuk sarana dan prasarana yang bersang-
kutan. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Maria
SW Sumardjono. Meskipun tidak menyebut secara tegas
tanah sebagai barang perdagangan/komoditi, pendapat-
nya yang pernah dikemukakan mengindikasikan ada-
nya apa yang disebut tanah sebagai komuditas ekonomi.
Dengan menggunakan istilah tanah sebagai mekanisme
‘akumulasi modal, beliau lebih lanjut mengatakan bahwa
sehubungan dengan munculnya pembangunan yang ber-
- orientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka telah men-
ddrong penggunaan tanah sebagai mekanisme akumulasi
modal, sehingga berakibat adanya peminggiran hak-hak
masyarakat atas tanah. Bahkan pembangunan ekonomi
- telah mendorong berkembangnya nilai-nilai yang terkait
dengan tanah, sehingga tanah hanya dilihat dari segi eko-
nominya semata dan menempatkan tanah sebagai sarana
investasi dan spekulasi. Globalisasi juga mendorong pe-
milikan dan peralihan hak atas tanah berdasarkan “me-
kanisme pasar”, sehingga berakibat semakin timpangnya
pemilikan tanah. (Boedi Harsono, Ibid, hal. 55).
Meskipun fungsi sosial hak milik atas tanah tidak
menghendaki dijadikannya tanah sebagai objek investasi
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kriteria dalam Inpres Nomor 9 Tahun 1973 dan PP
Nomor 39 Tahun 1973 yang menggariskan kebijakan
bagi mereka yang dipindahkan karena tanahnya dibe-
baskan, dapat menjalankan kegiatan seperti semula
sehingga menjamin kestabilan ekonominya dan dapat
mencari nafkah kehidupan yang layak.

Industrialisasi sebagai prioritas pembangunan na-
sional, menyebabkan perubahan sosial, misalnya per-
ubahan pola interaksi sosial dalam kaitannya dengan
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah. Adanya perubahan-perubahan ini menyebabkan
keberadaan UUPA 1960 dihadapkan pada perkembang-
an sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan re-
alitas sosial saat UUPA 1960 dibentuk. Terdapat bebera-
pa realitas sosial yang ada dan mendasari pembentukan
UUPA pada waktu itu. Di antaranya, (1) nilai kebersa-
maan atau kegotong-royongan yang kemudian menjadi
pilihan dasar dari setiap usaha di bidang keagrariaan,
(2) pengaruh hukum adat dalam penetapan prinsip atau
asas-asasnya karena hukum adat masih hidup dan ber-
laku dalam masyarakat, (3) ciri kehidupan masyarakat
yang bersifat agraris yang mewarnai orientasi keten-
tuan-ketentuan dan tujuannya yakni peningkatan ke-
sejahteraan petani, dan (4) kondisi politik pemerintahan
yang masih memerlukan penanganan secara sentralistis
yang kemudian mewarnai pelaksanaan kewenangan
dari hak menguasai negara (Maria S.W. Sumardjono,
Kompas, 2001, 198).
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Dalam tataran empiris, kesenjangan ditandai oleh upaya
mengubah struktur penguasaan tanah (dimulai sebelum
‘dan sesudah berlakunya UUPA 1960), tidak dapat di-
laksanakan secara efektif. Dalam tataran normatif dapat
ditunjukkan adanya sejumlah peraturan pelaksanaan
yang mencerminkan adanya ketidakkonsistenannya.
- Misalnya, (1) pemberian tanah yang sangat luas kepada
pengusaha di sektor perkebunan, kehutanan dan pro-
perti sehingga menimbulkan akumulasi penguasaan ta-
nah, (2) ketentuan yang mendorong pemahaman bahwa
- tanah itu merupakan komoditi (nilai ekonomis semata)
dan mengabaikan nilai lainnya seperti nilai religius dan
- fungsi sosial atas tanah, (3) ketentuan yang mendorong
~ pengabaian terhadap hak-hak tradisional atas tanah ma-
'syarakat adat, dan (4) peraturan yang memberi peluang
terjadinya pengabaian dan kemerosotan kesejahteraan
- pemegang hak atas tanah yang terkena pengambilalihan
untuk kepentingan pembangunan. Sementara itu, dalam
tataran empiris, kekurangberhasilan itu terkait den-
gan kebijakan makro pembangunan pemerintah Orde
~ Baru sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor
-1 Tahun 1967 yang diubah dan disempurnakan dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Pena-
naman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 8 Ta-
hun 1968 yang kemudian diubah dan disempurnakan
dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1971 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri yang diorientasikan
pada pertumbuhan ekonomi (Maria S.W. Sumardjono,
1999: 200).
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ini pada prinsipnya menentukan bahwa hak milik, hak
guna usaha, dan hak guna bangunan dapat hapus apa-
bila tanahnya diterlantarkan. Dalam tataran normatif,
terdapat persoalan yakni bahwa pasal-pasal tersebut
terlalu abstrak untuk pedoman menertibkan tanah yang
diterlantarkan. Penjelasan Pasal 27 UUPA menyebut-
kan, tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak
dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan
tujuan dari haknya. Penjelasan singkat ini, sulit dijadi-
kan pedoman melakukan penertiban tanah terlantar.
Kata sengaja dalam Pasal 27 perlu penjelasan lebih lan-
jut. Tanah terlantar dapat terjadi pada tanah yang di-
haki secara perorangan, secara bersama-sama maupun
oleh badan hukum. Tidak adanya kriteria yang jelas
mengenai tanah terlantar, menyebabkan ketentuan ta-
nah terlantar belum/tidak dapat diterapkan. Idealnya,
pemerintah harus mengadakan pembaruan hukum

- mengenai pengaturan tanah terlantar. Caranya, dapat
dengan merumuskan ulang kriteria yang jelas menge-
nai tanah terlantar, atau melakukan inventarisasi tanah
terlantar sehingga UUPA 1960 diterapkan.

Faktor yang menyebabkan diterlantarkannya tanah
dapat bermacam-macam. Bahkan, tidak selalu harus di-
persalahkan pada pemegang haknya. Untuk itu perlu
kebijakan menertibkan dan mendayagunakan tanah-
tanah terlantar. PP Nomor 36/1998 dan PMNA/Ke-
pala BPN No. 3 Tahun 1998 perlu ditegakkan, dengan
maksud tanah-tanah terlantar dapat dimanfaatkan dan
berdaya guna. Apabila kebijakan tersebut tercapai, ter-
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Tahun 1982 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan
Instruksi Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penertiban ta-
nah di Daerah Perkotaan yang Dikuasai oleh Badan
Hukum atau Perseorangan yang Tidak Dimanfaatkan
atau Diterlantarkan. Instruksi ini merupakan perangkat
peraturan sebagai upaya menertibkan dan memanfaat-
kan tanah-tanah terlantar dengan memerintahkan ke-
pala daerah tingkat II untuk melakukan inventarisasi
terhadap tanah-tanah terlantar di wilayahnya. Diktum
ke IV menyebutkan apabila sampai 24 September 1982
tidak ada kegiatan-kegiatan dari badan hukum atau
perseorangan yang bersangkutan untuk memanfaatkan
atau menggunakan tanahnya sesuai dengan maksud dan
Syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan
pencadangan/penunjukan lokasi, maka pencadangan
tanah tersebut harus dibatalkan dan tanahnya dikuasai
oleh negara untuk ditentukan lebih lanjut penggunaan-
nya. Dalam praktiknya instruksi tersebut gagal diopera-
sionalkan. Ini artinya fungsi sosial hak milik atas tanah
yang tidak membolehkan diterlantarkannya tanah, be-
lum/tidak berlaku efektif. Mengikuti pemikiran Lon
L. Fuller sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo (1977
65-66), menyebut bahwa hukum tertulis yang berfungsi
membawa tujuan tertentu (purposeful interprise) selalu
mengandungrisiko kegagalan atau disfungsi. Kegagalan
intruksi dalam mencapai tujuan mengaktualisasi fungsi
sosial hak milik atas tanah, tidak didasari perekaman
yang baik mengenai kenyataan yang ada di masyarakat.
Yang penulis maksud kenyataan di sini adalah bahwa
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wewenang dalam perencanaan kawasan industri. Keti-
dakjelasan itu adalah apakah berada di Pemerintah dae-
rah atau di Menteri Perindustrian.

Pasal 6 UUPA 1960 menyatakan fungsi sosial hak-
hak atas tanah. Melalui ketentuan tersebut sebenarnya
kita telah meletakkan konsep bahwa dalam diri hak
seseorang atas tanah tercakup juga hak masyarakat.
Fungsi sosial mengandung arti bahwa setiap hak atas
tanah yang ada pada seseorang tidak dibenarkan untuk
digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata demi
kepentingan pribadi, lebih-lebih apabila merugikan ma-
syarakat. Penggunaan tanah harus sesuai dengan ke-
adaan, sifat, dan haknya sehingga bermanfaat baik bagi
dirinya maupun bagi masyarakat, dan negara. Tanah
harus dipelihara dengan baik, ditambah kesuburannya
serta dicegah dari kerusakan-kerusakannya.

Bumi air, kekayaan alam, dan ruang angkasa ada-
lah hak seluruh bangsa Indonesia yang merupakan
kekayaan nasional, bukan milik orang perorangan
atau segelintir kelompok masyarakat. Bagi pemilik,hak
atas tanah di Indonesia harus melihat haknya dalam
kerangka yang demikian tersebut, yaitu dalam kerangka
hak seluruh bangsa. Oleh karena itu, setiap tanah yang
dikuasai dengan sesuatu hak harus mengandung fungsi
sosial. Hal ini berarti tidak dikuasai secara absolut dan
mutlak, melainkan di dalam penggunaannya dibebani
dengan kepentingan umum. Penggunaan tanah yang
dapat merugikan kepentingan umum dilarang. Dengan
kata lain, penggunaan tanah harus bermanfaat bagi ke-
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Proses awal berkembangnya kapitalisme ditandai dua
~ ciri transformasi, yaitu (1) kekayaan alam diubah men-
jadi modal dalam ekonomi produksi kapitalis dan (2)
kaum petani diubah menjadi buruh upahan. Dalam kon-
teks perkembangan sektor agraria tanah berubah dari
alat produksi subsistensi rakyat menjadi alat produksi
bagi organisasi produksi kapitalis (Noer Fauzi, 1999:5,
Mochtar Mas’oed, 1989: 59-60). Sejak awal terdapat
konsensus di antara pendukung Orde Baru tentang per-
lunya stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan eko-
nomi gaya kapitalis. Koalisi pendukung Orde Baru me-
nolak populisme (sosialisme ala Indonesia) yang akan
mengubah struktur sosial ekonomi secara radikal. Ke-
mudian sebagai tandingan terhadap strategi populisme
yang dianut Orde Lama ditetapkan ideologi baru, yaitu
pembangunanisme yang merupakan wajah baru dari
kapitalisme. Pada sektor agraria, program pembangu-
nan kapitalis tersebut berupa revolusi hijau, eksploitasi
hutan, dan agro industri. Program-program tersebut
pada gilirannya memperkuat dan mengembangkan ba-
sis ekonomi kelompok-kelompok yang menjadi tulang
‘punggung Orde Baru (Noer Fauzi, op. cit: 157). Politik
agraria yang dibangun Orde Baru sebagai realisasi oto-
riterisme menjadikan masalah land reform sebagai ma-
salah teknis. Tidak menjadikan tanah sebagai dasar pem-
bangunan melainkan menjadi masalah rutin birokrasj
pembangunan ( Gunawan Wiradi, 1993). Kelanjutannya
meskipun UUPA 1960 masih berlaku, namun posisinya
diambangkan dan tidak lagi menjadi induk dari seluruh
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kualitas sumber daya manusia, pembangunan berbagai
industri membawa berbagai dampak negatif. Misalnya,
- berdampak pada lingkungan, sosial budaya, pergeseran
nilai-nilai, pandangan hidup, dan orientasi keberhasilan
pembangunan. Perubahan-perubahan yang dapat dia-
mati adalah semakin tingginya mobilitas sosial, peranan
pendidikan, dan sikap hidup modern di kalangan warga
setempat. Keberhasilan pembangunan yang berorienta-
si pada pembangunan berbagai industri membutuhkan
tersedianya tanah dan secara materiil menempatkan
negara dalam kekuatan politis-ekonomis. Namun di sisi
lain, keberhasilannya melahirkan berbagai jenis seng-
keta tanah dengan ekses-eksesnya yang berlangsung
dalam frekuensi dan intensitas yang mengkhawatirkan.
Sebagai ilustrasi dikemukakan sebuah dokumen pen-
catatan pelanggaran hak asasi manusia yang diterbitkan
'YAPUSHAM- dalam edisi terakhirnya (No. 10/11/97).
Tercatat dalam dokumen bahwa berdasarkan laporan
dari 28 surat kabar di kota-kota provinsi sepanjang 27
bulan, yaitu sejak Juli 1994 hingga September 1996, ter-
dapat 891 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam
bentuk penyitaan tanah dan perampasan tanah melalui
berbagai cara (Jurnal Dinamika HAM, 1997 20). :

Dari berbagai pelanggaran dapat dipandang sebagai
cerminan sikap hidup individualistis, ketimpangan dis-
tribusi pemilikan tanah, terjadinya dehumanisasi yang
melahirkan konflik-konflik kepentingan. Terjadilah ber-
bagai permasalahan di bidang tanah. Misalnya sulitnya
mengaktualisasikan fungsi sosial hak milik atas tanah
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1960, (3) industrialisasi menyebabkan banyaknya pe-
manfaatan atau penggunaan tanah yang tidak sesuai
dengan rencana peruntukannya. Misalnya dengan cara
menelantarkan tanah miliknya untuk dijadikan sebagai
investasi, dan (4) industrialisasi menyebabkan spekulasi
dan manipulasi tanah dengan cara pemilikan tanah
untuk diinvestasikan demi meraih keuntungan indivi-
dualnya semata. '
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Aktualisasi Fungsi Sosial Hak Milik
Atas Tanah Dalam Pembebasan
Tanah Untuk Industri

Deari permasalahan sentral yang dikaji dalam buku ini,
muncul dua pertanyaan pokok yakni benarkah di ka-
langan warga masyarakat sekitar industri terjadi peru-
bahan fungsi sosial hak milik atas tanah? Apabila hal itu
benar terjadi bagaimanakah bentuk/wujud perubahan-
nya?

Analisis aktualisasi fungsi sosial kaitannya dengan
pembebasan tanah penting dikedepankan. Perubahan
fungsi sosial hak milik atas tanah mengikuti dinamika
industrialisasi yang antara lain munculnya- sifat-sifat
individualisme dalam pemilikan tanah. Sifat inj ditan-
dai anggapan tentang tanah di kalangan warga menjadi
barang komoditi semata dan berlanjut menjadi perilaku
aktual. Tanah dijadikan sebagai objek spekulasi mencari
keuntungan individualnya. Perubahan fungsi sosial hak
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untuk tetap menjamin keseimbangan kepentingan indi-
vidu (pemilik tanah) dengan kepentingan pembangun-
an. Prinsip keseimbangan yang diidealkan fungsi sosial
berkenaan industrialisasi tidak mungkin dicapai atau
dijalankan. Paul Scholten pernah mengatakan bahwa
manakala hukum itu tidak pernah dijalankan, pada
hakikatnya ia telah berhenti menjadi hukum (Satjipto
Rahardjo, 1980: 69). Mengikuti pendapat Paul Scholten
dapat dikatakan bahwa fungsi sosial hak milik atas ta-
nah telah berhenti menjadi hukum. _
Berhentinya fungsi sosial hak milik atas tanah
antara lain ditunjukkan dari kenyataan (1) intensitas
industrialisasi semakin menyulitkan pengadaan tanah
(melalui cara pembebasan tanah) dan kecenderungan pe-
milik tanah memaknai tanahnya dari nilai ekonomisnya
semata. Tanah lebih dijadikan sebagai barang komoditas
perdagangan, sehingga lebih banyak dikuasai oleh
mereka yang bermodal, (2) intensitas industrialisasi me-
nuntut penyediaan tanah yang relatif luas untuk pem-
bangunan industri, sehingga menyebabkan proses, “pe-
maksaan” alih fungsi tanah dari pertanian ke industri.
Lebih-lebih, praktik perijinan memungkinkan alih fungsi
tanah berdasar rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Alasannya demi kepentingan umum/pembangunan,
sehingga terjadi penggeseran kebijakan pertanahan
dari populis ke kapitalistis yang menempatkan tanah
sebagai fungsi ekonomi, aksesnya diserahkan pada me-
kanisme pasar. Industrialisasi menjauhkan makna kong-
kret fungsi sosial hak milik atas tanah menurut UUPA
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peraturanyangberlaku di bidang agraria. Aturan-aturan
teknis agraria yang mendukung strategi pembangunan
kapitalis misalnya, dikembangkan melalui berbagai ke-
bijakan tentang pembebasan/ pengadaan tanah untuk
kepentingan umum. Kebijakan tersebut pada akhirnya
menyebabkan perubahan makna fungsi sosial hak milik
atas tanah. Perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah
beserta bentuk perubahannya, terjadi di kalangan war-
ga masyarakat sekitar industri. Fungsi sosial hak atas
tanah yang mewajibkan untuk mempergunakan tanah
sesuai keadaannya tak pernah efektif.

Tak terelakkan kondisi ini sesuai yang digariskan
dalam strategi pembangunan di Indonesia dengan me-
milih industrialisasi sebagai bagian utama pembangun-
an nasional. Sejalan dengan kebijakan ini dikembang-
kan sejumlah model pembangunan yang pada dasarnya
adalah pembangunan berwawasan produksi. Jadi
semacam production-centered development, distribution
with growth, basic needs development model, people centered
development, dan trickle-down mechanism. Konsep untuk
mengukur hasil pembangunan menurut model-model
tersebut, yakni GNP (Gross-National Product). Implikasi-
nya, secara makro pembangunan di Indonersia difokus-
kan pada hal-hal yang bersifat material semata sehing-
ga pengembangan industri menempati prioritas yang
utama. Sebagai kelanjutan model-model tersebut, mun-
cul berbagai pembangunan industri dengan berbagai
permasalahannya. Di samping menimbulkan berbagai
permasalahan yang berhubungan dengan dukungan
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pentingan umum, sehingga pemilikan, peruntukan dan
penggunaan hak-hak atas tanah dilandasi dengan asas
produktivitas, dijamin kelestariannya dan dimiliki se-
cara merata oleh seluruh rakyat (Noer Fauzi, 1999, 74-
75). ~

Diketahui masalah tanah sudah merupakan problem
yang muncul sejak lama dan bukan semata menyangkut
aspek ekonomi, melainkan juga masalah hukum, poli-
tik, sosial budaya, dan sebagainya. Bahkan persoalan
itu sampai sekarang tetap saja berlanjut sehingga dapat
dikatakan bahwa persoalan tanah tidak pernah hilang
dari pembicaraan publik. Dalam era industrialisasi yang
sarat dengan pembangunan berbagai industri, kon-
sekuensinya semakin meningkatnya berbagai persoalan
mengenai penggunaan tanah. Di samping pembebasan
tanah, persoalan itu adalah meningkatnya perubahan
penggunaan tanah produktif (sawah dan tegalan) yang
semula diusahakan untuk keperluan pertanian bergeser
diusahakan untuk keperluan selain pertanian, termasuk
keperluan pembangunan industri. Persoalan semakin
bertambah jika tidak dilakukan pembatasan. Tanah-
tanah produktif untuk pertanian semakin terkalahkan
untuk kegunaan industri. Dimungkinkan tanah-tanah
produktif yang semula untuk pertanian rakyat habis un-
tuk pembangunan berbagai industri beserta sarana lain
untuk mendukung berbagai aktivitas yang berkaitan de-
ngan industri tersebut.

Industrialisasi telah membawa berbagai perubahan
politik agraria dari populisme menuju kapitalisme.
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tanah telah menjadi fungsi individu. Menelantarkan
tanah dipandang sebagai hak individualnya, sehingga
semakin banyak bidang tanah oleh pemiliknya sengaja
diterlantarkan untuk investasi.

Meskipun penentuan tanah/lahan kawasan indus-
tri merupakan tugas dan wewenang pemerintah dae-
rah, namun terdapat ketentuan yang berbeda bahkan
kontroversial. Penyebabnya ketentuan tersebut mem-
beri wewenang kepada pemerintah pusat cq. Menteri
Perindustrian, yaitu Pasal 1 Peraturan Pemerintah No-
mor 17 Tahun 1986 tentang Pengaturan, Pembinaan
dan Pengembangan Industri berada di tangan Presiden
yang pelaksanaannya diserahkan pada Menteri Perin-
dustrian. T

Di samping PP, untuk mengatur hal Yang sama di-
jumpai Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 ten-
tang Perubahan Keputusan Presiden RINomor 53 Tahun
1989 tentang Kawasan Industri. Pasal 3 menyebutkan:
“kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengem-
bangan kawasan industri berada pada menteri perin-
dustrian dan dalam rangka memperlancar upaya untuk
menyediakan lokasi dan kapling industri siap bangun,
menteri perindustrian melakukan koordinasi dalam hal
(a) pengalokasian tanah, perencanaan dan penetapan
syarat-syarat pembangunan serta pengoperasian, pe-
nyediaan sarana penunjang dan pemberian kemudahan
yang diperlukan; (b) pengendalian dan pengembangan
kawasan peruntukan industri. Adanya berbagai keten-
tuan ini berakibat ketidakjelasan mengenai tugas dan
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tib penggunaan dan pemeliharaan tanah terpenuhi se-
hingga dicapai kemakmuran yang sebesar-besarnya un-
tuk rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Apabila kerangka pemikiran tersebut disederhanakan
dapat dibuat diagram sebagai berikut.

SKEMA
KERANGKA PEMIKIRAN

——
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Industrialisasi membutuhkan tanah, bahkan dalam
jumlah yang relatif luas, sehingga menyebabkan perubah-
an-perubahan fisik penggunaan tanah. Perubahan-peru-
bahan fisik tersebut, merupakan kelanjutan pandangan
yang berbeda dari yang dikehendaki teks normatif-posi-
tivistik. Pandangan ini misalnya, mengenai nilai tanah
yang menekankan nilai ekonomisnya semata dan tidak
lagi dilihat sebagai faktor produksi melainkan sebagai
sarana investasi dan spekulasi. Globalisasi ekonomi juga
melahirkan tuntutan menghilangkan batas kebangsaan.
Dalam kepemilikan tanah, berupa kebijakan pemilikan
tanah dan peralihan hak atas tanah menjadi berdasar me-
kanisme pasar. Ini menyebabkan timpangnya pemilikan
tanah, kemunduran kualitas tanah, berkurangnya akses
rakyat untuk memiliki dan memanfaatkan tanah, mening-
katnya konflik pertanahan, serta terdesaknya hak ulayat
masyarakat adat.

Industrialisasi berimplikasi pada perubahan tata
guna tanah dari tanah untuk pertanian ke industri, ta-
nah sebagai barang komoditas untuk diperdagangkan
sehingga muncul para spekulan tanah. Perubahan fung-
si sosial hak milik atas tanah, juga ditandai banyaknya
tanah terlantar. Pada prinsipnya, tanah terlantar terjadi
karena kuatnya pemilik tanah menganggap tanahnya
sebagai hak individual. Pemilik bebas berbuat apa saja
terhadap tanahnya apabila dipandang lebih mengun-
tungkan.

Dalam UUPA 1960 terdapat pasal-pasal yang menga-
tur tanah terlantar, yaitu Pasal 27, 34, dan 40. Pasal-pasal
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Pada dasarnya, industrialisasi menciptakan nilai-
nilai sosial yang semakin mengarah pada individualisme
dan ideologi pembangunan. Dalam kegiatan ekonomi
semakin kapitalis, sehingga mendasarkan persaingan
dan maksimalisasi keuntungan. Analog dengan pen-
dapat tersebut dikemukakan oleh Magnis Suseno yang
mengatakan bahwa secara sederhana tujuan sistem
ekonomi kapitalis adalah uang sehingga semakin ba-
nyak keuntungan sebuah perusahaan semakin kuat
kedudukannya di pasar dan secara terbuka menem-
patkan kepentingan egoistik, yaitu kepentingan untuk
memperoleh keuntungan sendiri (Franz Magnis Suseno,
2000: 164).

Hukum adat dan keberadaan masyarakat yang
menghayati dan memberlakukannya cenderung se-
makin terabaikan. Mereka dianggap tidak kontributif
terhadap ideologi pembangunan, kegiatan sosial, dan
ekonomi yang berbasis perkotaan semakin berkem-
bang. Perkembangan masyarakat, bukan hanya seba-
gai kendala mewujudkan UUPA 1960, sekaligus lebih
bersifat tuntutan adanya penyésuaian substansinya.
Perkembangan, menciptakan kesenjangan antara apa
yang diharapkan oleh UUPA 1960 dengan pelaksanaan-
nya. Oleh Maria SSW. Sumardjono dikatakan bahwa
kesenjangan terjadi baik dalam tataran normatif mau-
pun dalam tataran empiris. Dalam tataran normatif, ke-
sejangan ditandai ketidakkonsistennya antara amanat
dan semangat prinsip-prinsip UUPA 1960 dengan penja-
barannya dalam berbagai peraturan pelaksanaannya.
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semata, tetapi bersamaan dengan pembangunan ber-
bagai industri menyebabkan kebutuhan pengadaan
tanah semakin meningkat. Sejak saat inilah fungsi sosial
hak milik atas tanah dan tujuan-tujuan yang ingin
dicapai menjadi tidak efektif dan rumusan normatif
semata yang berbeda dengan kenyataan sosial. Wacana
demikian antara lain dapat dijumpai dari pendapat
Boedi Harsono yang mengatakan bahwa pengertian
fungsi sosial baru berupa konsepsi dengan unsur-unsur
dan ketentuan-ketentuan pokoknya dalam UUPA dan
beberapa undang-undang pokok yang lain yang hingga
kini belum cukup memasyarakat. Untuk itu, perlu segera
ditindaklanjuti dengan memuat rincian dalam bentuk
peraturan-peraturan yang benar-benar dilaksanakan dan
demikian sudah menjadi suatu kenyataan sosial (Boedi
Harsono, op. cit;, hal. 291).Dengan kata lain fungsi sosial
isinya menjadi berubah. Perubahan, antara lain, ditandai
kecenderungan para pemilik tanah memaknai tanahnya
sebagai hak individualnya semata. Konsekuensinya,
pemilik tanah mempunyai kebebasan penuh untuk
menggunakan atau sebaliknya, tidak menggunakan
tanah miliknya. Di samping kebebasan menggunakan
atau tidak menggunakan, perubahan ditandai juga
adanya kenyataan tentang bentuk pemberian ganti
rugi pembebasan tanah. Yang paling umum baik yang
diberikan pemerintah maupun swasta, yakni uang
tunai. Nilai-nilai lain, misalnya lokasi, hubungan sosial
antar penduduk, nilai monumentalnya, bukan bagian
pertimbangan pemberian ganti rugi. Ini berbeda dari
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umum. Konsekuensinya, fungsi sosial hak milik atas ta-
nah bukan hanya mengatur masalah tanah per se, teta-
pi kemudian bergeser menjadi masalah sosial, politik,
bahkan cenderung dapat sebagai alasan praktis untuk
menafsirkan bahwa hak milik atas tanah bukan bersifat
individual semata sehingga membuka jalan kemudahan
untuk melakukan pembebasan tanah.

Dengan dianutnya fungsi sosial hak milik atas ta-
nah UUPA 1960, berarti terdapat kewajiban bagi pemi-
lik tanah untuk mempergunakan tanah miliknya sesuai
dengan keadaan tanahnya, serta sifat, dan tujuan pem-
berian haknya. Kewajiban tersebut misalnya, kewajiban
pemilik tanah untuk memelihara dengan sebaik-baiknya
agar tanah bertambah kesuburannya dan kewajiban un-
tuk memanfaatkan tanah miliknya sesuai dengan pe-
runtukannya. Ditentukan juga bahwa apabila kewajiban
tersebut sengaja diabaikan, maka dapat mengakibatkan
hapus atau batalnya hak yang bersangkutan.

Di samping itu, fungsi sosial hak milik atas tanah
juga mengandung pengertian atau ide bahwa tanah bu-
kanlah suatu barang komodititas perdagangan meskipun
dimungkinkan bahwa tanah yang dipunyai/dimiliki
oleh seseorang atau badan hukum dapat dijual. Men-
genai masalah tanah dalam kaitannya dengan masalah
komoditas perdagangan, Boedi Harsono mengatakan
bahwa munculnya penyediaan tanah oleh perusahaan
kawasan industri (Keputusan Presiden Nomor 53 tahun
1989 tentang “Kawasan Industri”), penyediaan tanah
oleh apa yang disebut kawasan siap bangun (Undang-
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sa yang bersangkutan. Dengan dirumuskannya secara
tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan
yang memenuhi syarat konstitusional terciptalah kepas-
tian hukum. Meskipun demikian, menurut falsafahnya,
penerapannya selain memberikan kepastian hukum har-
us juga mewujudkan keadilan (Boedi Harsono, 1999, 54).
Tanah adalah permukaan bumi yang dalam peng-
gunaannya meliputi pula tubuh bumi dan air beserta
ruang angkasa yang ada di atasnya sebatas diper-
lukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan
dengan penggunaan tanah tersebut (Pasal 4 ayat (1) dan
(2) UUPA). Sesuai dengan dasar yang diletakkan oleh
hukum pertanahan nasional (UUPA) sebagaimana di-
tentukan dalam Pasal 6 UUPA, maka semua hak atas
tanah mempunyai fungsi sosial. Adanya ketentuan
dasar tersebut, antara lain berarti bahwa hak atas tanah
apa pun termasuk hak milik yang ada pada seseorang
atau badan hukum tidak dibenarkan apabila tanahnya
digunakan atau tidak digunakan semata-mata untuk ke-
pentingan pribadi (individunya). Lebih-lebih, apabila
dipergunakan atau tidak dipergunakan tanah tersebut
akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan
keadaannya dan sifat dari haknya sehingga bermanfaat
pulabagimasyarakat dan negara. Akan tetapi, ketentuan
tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan
akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum
(masyarakat). Kepentingan umum/masyarakat dan ke-
pentingan perseorangan harus saling mengimbangi se-
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Sebaliknya, di pihak pemilik tanah hak milik atas tanah
ditafsir sebagai hak individualnya semata. Penafsiran
yang mengidentikkan dengan kepentingan umum,
memberi peluang terjadinya ekspansi para pemilik
modal untuk mendapatkan tanah. Dikemukakan oleh
Mansour Fakih, bahwa hal-hal yang dianggap penting
oleh pemerintah dalam proses pembangunan adalah
pemilik modal, aparat, pengusaha, konsultan, kelang-
sungan proses industri, buruh, sumber daya alam, dan -
konsumen. Di luar itu, dianggap kelompok yang tidak
dapat memberikan kontribusi pembangunan sehingga
tidak diperhitungkan dalam proses pembangunan (Sa-
pei dkk (ed), 2002, 110).

Dari Memori Penjelasan (angka 11/4), selanjutnya
dapat dikemukakan adanya berbagai hal sehubungan
dengan pengertian fungsi sosial, yakni sebagai berikut.
1. Yang harus memenuhi fungsi sosial adalah semua

macam hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 16 ayat 1 UUPA,

2. Tidak diperkenankan menyalahgunakan hak atas
tanah, lagi pula harus mengusahakan agar supaya
tanah tidak hanya bermanfaat bagi pemegang hak, na-
mun juga bermanfaat bagi masyarakat;

3. harus terdapat keseimbangan antara kepentingan
umum dengan kepentingan perorangan; kepentingan
perorangan diakui dan dihormati dalam rangka pe-
laksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruh-
an (Maria S.W Sumardjono, 1982: 5-7).
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pelanggaran hak-hak pekerja, khususnya dalam
pengupahan. Meskipun pemerintah secara normatif
telah menggulirkan peraturan upah minimum regional
(UMR) sebagai upah yang harus dibayarkan kepada
buruh, tetapi dalam praktik banyak pengusaha yang
melanggar, sehingga pemogokan pekerja/buruh tidak
dapat dihindari. Dengan kebijakan pengupahan yang
rendah, sehingga belum dapat memenuhi kebutuh-
an hidup minimum (KHM), dapat disebut sebagai
pelanggaran hak asasi manusia yakni hak mengenai
pengupahan yang adil. Sementara itu, buruh menge-
tahui bahwa pengusaha hidup mewah dan berhasil
memengaruhi badan administrasi (penguasa) sehingga
penyelenggaraan hukum cenderung lebih menguntung-
kan pengusaha.

Industrialisasi yang ditempuh melalui pembangun-
an industri menyebabkan banyak tanah yang dikonver-
si, yakni dari tanah untuk pertanian ke industri. Dengan
demikian, fungsi tanah telah berubah, yakni dari alat
produksi subsistensi rakyat berubah menjadi alat pro-
duksi para pengusaha industri. Data yang dikemuka-
kan Kompas 13 Juli 1995 menyebutkan sekitar 900.000 Ha
(Sembilan Ratus Ribu Hektar) tanah pertanian di Pulau
Jawa telah terkonversi menjadi tanah nonpertanian,
terutama industri (Noer Fauzi, 1999: 6-7). Di sini telah
terjadi ketimpangan pemilikan tanah di antara para
petani dengan para pengusaha industri. Di pihak rak-
yat/petani kebutuhan tanah semakin meningkat. Se-
mentara itu, di pihak pemerintah terdapat kebijakan
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lebih bersifat sosial dan berfungsi sebagai alat. Sementara
itu, dalam kultur industri lebih bermakna ekonomi dan
sekaligus sebagai tujuan. Dalam struktur agraris har-
moni atau keseimbangan lebih dianggap penting dari
pada kemajuan atau angka-angaka pertumbuhan yang
menjadi ukuran bagi kultur industri (Kiswondo dkk
(Ed), 2000: 172). :
Sebenarnya, industrialisasi bukan sekadar persoalan
menghasilkan barang, tetapi lebih menekankan pada
persoalan menghasilk‘én barang-barang yang dapat
dijual. Hal utama industrialisasi, yakni memproduksi
dan menjual sehingga keduanya dipandang penting
untuk memahami industrialisasi. Industrialisasi yang
dijalankandiIndonesialebihmenekankan pembangunan
industri untuk meningkatkan kemampuan mempro-
duksi. Bahkan, pelaksanaannya sering rancu antara
pendekatan ekonomi dan pendekatan politik. Meskipun
demikian, pemikir di kalangan pemerintah cukup puas
dengan industri yang dicapai. Masalah yang timbul di-
anggap wajar sehingga tidak perlu dirisaukan. Berbeda
dari pemikir di kalangan pemerintah, yakni pemikir di
luar kalangan pemerintah yang memberikan analisisnya
secara berbeda, sebagai berikut. Banyak kemajuan yang
telah dicapai dalam peningkatan produksi barang-
‘barang industri sejak pemerintah-Orde Baru. Namun

kembang selama ini terutama sektor manufaktur, ke-

banyakan tidak memenuhi tujuan-tujuan dan kriteria-
kriteria yang digariskan dalam berbagai Repelita, yaitu
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pengusaha industri. Karena proses spekulasi tanah,
elite kota berusaha menjangkau daerah pinggiran kota
sehingga meningkatkan pemilikan tanah absentee dan
bertambahnya penguasaan kota atas pedalaman. Di sini
berlangsung perubahan budaya di bidang norma-nor-
ma hukum yang mengatur soal pemilikan tanah (Hans-
Dieter Evers, 1986: 29). Di satu pihak perbuatan itu dapat
dilihat sebagai perubahan ketentuan hukum dalam
UUPA, tetapi di lain pihak dapat dipahami sebagai
tindakan rasional. Spekulasi tanah, menyebabkan ke-
timpangan distribusi penguasaan tanah sehingga ber-
tentangan dengan UUPA 1960.

Konsepsi pembuat kebijakan bidang pertanahan
berpengaruh terhadap pilihan yang ditempuh. Pilihan
dapat berorientasi pada penghargaan hak seseorang ter-
hadap tanah sebagai hak asasi yang dijamin secara adil,
atau justru sebaliknya ke kebijakan yang cenderung me-
lihat tanah pada mekanisme pasar. Industrialisasi di In-
donesia sejak Pelita I (pertama) telah menimbulkan ber-
bagai persoalan yakni terjadinya transformasi struktural
berupa pergeseran sektor produksi yang mengandalkan
sektor primer (pertanian), bergeser ke sektor sekunder
(industri) kemudian ke sektor-sektor jasa (Rajesh Chan-
dra, 1992: 4).

Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi di Indone-
sia sejalan dengan proses transformasi struktural yang
terjadi di berbagai negara, yakni terjadi penurunan kon-
tribusi sektor pertanian dan kontribusi sektor sekunder
dan tersier meningkat. Adanya penggeseran sektor per-
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ke depan. Dalam bukunya Hukum dan Perubahan Sosial,
Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di
Indonesia, ..., Satjipto Rahardjo (op. cit: 220) mengutip
pendapat Rostow seperti ditulis berikut ini:

“Modern industrial activity sets up behind it a demand for inputs
of raw materials and machinery which require, method. Laterally,
modern industrial activity surrounds itself with men, services,
and institutions whose existence strengthens the foundations for
industrializations as an engoing process: a disciplined working
force organized around the hierarchies decreed by technique; pro-
fessional men to handle the problems of law and relations to the
various markets for input and products; urban overhead capital;
banking and commercial services. Forward, modern industrial ac-
tivities may be induced, either by cutting the cost of an input to
another industry or by creating a bottleneck whose removal would
evidently be profitable and, therefore, attract inventive talent and

entrepreneurship”.

Daoed Joesoef, sebagaimana dikutip Satjipto Ra-
hardjo (op cit: 220) mengemukakan beberapa hasil
pengamatannya tentang modernisasi dan industrialisasi
di Indonesia yang menyebut adanya sifat-sifat yang
kompleks dan bertahap, yakni: Pertama, peranan dunia
luar dalam modernisasi dan industrialisasi di Indonesia
besar sekali, suatu penglihatan yang berpadan dengan
masalah penyusupan dunia luar sebagai faktor yang
penting. Indonesia membutuhkan penyusupan berupa
teknologi modern dan modal yang datang dari luar
negeri. Kedua, adanya kecenderungan pergeseran
industri pembuatan barang ke dunia ketiga meskipun
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Parsons merumuskan konsep “keseimbangan dinamis-
stasioner” (homeostatic equilibrium) yang berarti setiap
masyarakat selalu mengalami perubahan, tetapi teratur.
Perubahan sosial yang terjadi pada suatu lembaga, ber-
akibat pada perubahan di lembaga lain untuk mencapai
keseimbangan baru. Jadi masyarakat bukan sesuatu
yang statis, tetapi dinamis sekalipun perubahan itu amat
teratur dan selalu menuju pada keseimbangan baru
(Margareth M. Poloma, 1992: 421, Doyle Paul Johson,
dalam Robert M.Z. Lawang, 1990: 135).

Pemahaman tentang perubahan, merupakan prasarat
untuk memahami struktur masyarakat (Robert H. Lauer
(178: 9). Kelompok yang memandang masyarakat se-
bagai sistem yang berada dalam keseimbangan dan
mencoba mengkaji struktur dari sistem (masyarakat)
mengakui bahwa keseimbangan (equilibrium) hanya
dapat dipertahankan melalui perubahan tertentu dalam
sistem tersebut. Perubahan terjadi sebagai tanggapan
kekuatan eksternal yang menimpa sistem. Perubahan
internal maupun eksternal diperlukan untuk memper-
tahankan keseimbangan, sehingga tidak ada alasan lo-
gisnya mengapa pemahaman mengenai struktur harus
diprioritaskan atas pemahaman perubahan. Lebih rea-
listis dan bermanfaat apabila melihat perubahan sebagai
melekat “di dalam sifat sesuatu” termasuk dalam kehi-
dupan sosial. Masyarakat Jawa yang dikenal memiliki
kemampuan luar biasa menjaga keharmonisan sistem
sosialnya sekarang dihadapkan pada tekanan pengaruh-
pengaruh dari luar sehingga terpaksa melakukan pe-
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kakan bahwa pertanian di Jawa telah menjadi kegiatan
komersial dan tidak lagi bersifat subsistensi. Pasar
penjualan tanah di pedesaan Jawa berkembang pesat
dengan harga tinggi. Penjualan tanah ke orang luar desa
meningkat cepat sehingga terjadi konsolidasi usaha
tani. Golongan tunakisma (orang tak bertanah) di desa
meningkat, penyerapan tenaga kerja bidang pertanian di
pedesaan Jawa menjadi mustahil. Di Jawa diprediskikan
di masa mendatang terjadi pengurangan tenaga kerja -
 pertanian. Sebagian besar orang desa bermigrasi ke kota-
kota mengejar pekerjaan di pabrik sehingga di desa-desa
terjadi perubahan sosial, ekonomi, dan prasarana yang
mendukung perbaikan substansial dalam pendapatan
dan kesejahteraan. Kajian Collier ini oleh Sayogyo (1990:
25) dikatakan sebagai “bersikap neo-liberalis”yakni pe-
nguasaan tanah ditentukan kekuatan pasar. Konsolidasi
tanah terjadi sesuai hukum penawaran dan permintaan
sehingga menjurus ketatanan dengan efisiensi lebih
Merujuk pada dua kajian tersebut, dapat dikatakan
bahwa di pedesaan sekarang terjadi kapitalisasi yang
mendorong perkembangan kapitalisme. Bersamaan
dengan perkembangan kapitalisme di Eropa, penetrasi
kapitalisme dalam pertanian di Indonesia dimulai dari
proses kapitalisasi perkebunan yang ditandai oleh ke-
cenderungan sistem “plantantion estate company” yang
kapitalistik (Rikardo Simarmata, 2002: viii). Oleh Max
Weber (2000: 56-83) dikatakan bahwa kapitalisme men-
dominasi kehidupan perekonomian, mendidik, dan
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yang dapat mengembangkan kegiatan ekonomi di
daerah-daerah di luar Jawa, terutama Kawasan Timur
Indonesia.

Industrialisasi juga menimbulkan permasalahan
pertanahan lainnya. Misalnya, konsentrasi penguasaan
tanah oleh pengusaha swasta menyebabkan tanah per-
tanian semakin menyempit, sehingga menambah jum-
lah petani tidak bertanah dan bekerja sebagi buruh per-
tanian. Semakin dalam dan kuatnya intervensi modal
besar ke pedesaan, mengukuhkan monopoli pertanah-
an. Semakin intensifnya pengurasan tanah untuk indus-
tri dan semakin banyaknya pembebasan tanah seolah-
olah tidak ada kepastian hukum pemilikan tanah bagi
warga masyarakat. Konsekuensinya, adalah munculnya
berbagai dampak sosial berupa proses pemiskinan dan
marjinalisasi rakyat. Sebagai bagian modernisasi, ma-
salah utama tanah merupakan konsekuensi logis dari
karakteristik modernisasi. Modernisasi memerlukan (@)
pemilikan tanah pribadi, (b) munculnya komersialisasi
tanah, dan (c) adanya orientasi individual dari kebu-
dayaan borjuis kota (Robert H. Lauer, 1978, 423).

Ditinjau dari aspek historis perkembangannya,
masyarakat dibedakan menjadi masyarakat tradisional,
transisional dan yang “tidak jelas bentuknya” misalnya
masyarakat negara-negara berkembang dan masyarakat
modem(SoerjonoSoekanto,1983,13).Secaramenye_luruh
masyarakat negara “sedang berkembang” telah melaku-
kan berbagai usaha untuk menuju modernitas. Berangkat
dari sulitnya mendefinisikan modernitas, ada yang tidak
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gesellschaft. Yang pertama menunjuk pada masyarakat
“tatap muka” dengan hubungan emosional yang kental
sebagai dasar perilaku. Nilai-nilai yang berlaku adalah
kasih (affectivity), kebersamaan (mutuality), dan alamiah
(naturalness). Yang kedua yakni masyarakat yang diikat
oleh kepentingan atas dasar yang lebih rasional dan
nilai yang berlaku adalah individualitas, persaingan,
dan pembagian kerja. Djojodigoeno menterjemahkan
kedua masyarakat tersebut dengan istilah Jawa sebagai
masyarakat paguyuban dan patembayan. Masyarakat
pedesaan dan masyarakat tradisional bercirikan pagu-
yuban, sedangkan masyarakat modern atau masyarakat
kota berkembang menuju corak patembayan (M. Da-
wam Rahardjo, op. cit: 5).

Dipilihnya industrialisasi,- sebagai kebijakan pem-
bangunan nasional, berarti diterapkannya kebijakan
liberalisasi investasi di Indonesia yang mendorong ke-
bijakan memudahkan investor swasta. Sejarah mencatat
bahwa industrialisasi di Indonesia pada akhirnya meng-
geser aktivitas ekonomi masyarakat yang semula ber-
tumpu pada sektor pertanian ke sektor industri. Adanya
kesadaran sebagian besar masyarakat Indonesia bergulat
di sektor pertanian, maka sejak awal industrialisasi
prosesnya harus melibatkan sektor pertanian. Artinyain-
dustrialisasi harus bertumpu dan berkait dengan sektor
pertanian, sehingga tidak mematikan sektor pertanian.

Industrialisasi khususnya industri besar, menye-
babkan permasalahan bidang pertanian rakyat. Perma-
salahan tersebut, misalnya semakin banyaknya tanah
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kepada rakyat pemilik tanah tidak segera diwujudkan
(Gunawan Wiradi, ibid: 62). Meskipun kebutuhan tanah
meningkat, ironisnya banyak ditemui tanah-tanah yang
belum dimanfaatkan atau diterlantarkan. Disebut tanah
terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak di-
pergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan ke-
adaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipe-
liharanya dengan baik (Pasal 3 PP No. 36 Tahun 1998).
Apabila pemerintah konsekuen seharusnya mengambil
langkah-langkah konkrit. Ini keharusan, sebab menu-
rut UUPA 1960 hak atas tanah yang sudah diterbitkan
haknya maupun sertifikatnya menjadi hapus apabila
oleh pemiliknya diterlantarkan. Menurut PP No. 36 Ta-
hun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar, bagian “Menimbang huruf a”, disebutkan
bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sos-
ial sehingga setiap orang, badan hukum, atau instansi
yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wa-
jib menggunakan tanahnya. Kewajiban dilakukan den-
gan memelihara tanah, menambah kesuburannya dan
mencegah terjadinya kerusakan, sehingga tanah men-
jadi lebih berdaya guna, berhasil guna, dan bermanfaat
bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangan-
nya, terdapat pemaknaan yang berbeda antara pemilik
tanah dengan apa yang dikehendaki teks normatif-posi-
tivistik, yakni mengenai apa yang dianggap berdaya
guna, berhasil guna serta bermanfaat.

Dibanding sumber dayaalam lain, tanah mempunyai
kedudukan yang istimewa. Keistimewaan dapat dipan-
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merupakan sarana eksploitasi sehingga menyebabkan
marjinalisasi struktural masyarakat (Sofwan Samandani,
2001: vii). Itulah perlunya pemahaman secara benar
makna “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang
menjadi landasan UUPA 1960. Kebijakan pertanahan
yang lebih memfasilitasi kelompok tertentu untuk
pembangunan industri bukan kebijakan yang adil,

Meskipun tidak mudah mendifinisikan, keadilan
sering digambarkan sebagai equal distribution among
equals. Keadilan bukan sebagai konsep yang statis
melainkan dinamis, yakni keseimbangan yang kompleks
dan bergerak di antara berbagai faktor termasuk equality.
Dalam kaitan hubungan negara dan warganya, keadilan
sosial dianggap mengandung pemahaman bahwa warga
mempunyai kewajiban untuk memberikan sumbangan
pada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum.
Negara wajib membagi kesejahteraan kepada seluruh
warganya sesuai jasa/kemampuan dan kebutuhan
secara proporsional. Manakala diterapkan dalam ke-
bijakan hukum pertanahan, maka segala peraturan
yang dibuat harus memberikan landasan bagi setiap
orang untuk mempunyai hak dan kesempatan yang
sama dalam menerima manfaat tanah sehingga dapat
memperoleh kekehidupan yang layak. Keadilan sosial,
lebih tepat untuk memberikan tempat kepada keadilan
berdasarkan atas kebutuhan, sebab secara riil rakyat
kurang beruntung.

UUPA 1960 diakui mengandung beberapa ke-
lemahan, terlebih dilihat dalam konteks industrialisasi.
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tanah banyak sehingga menambah jumlah petani yang
terlibat di dalamnya (Sulistyo, 2000: 35).

Di samping perubahan tata guna tanah dari per-
tanian ke industri, pembangunan industri melahir-
kan kecenderungan baru bagi pemilik tanah. Ke-
cenderungannya, pemilik tanah memandang tanah
miliknya hanya sebagai barang komoditas yang dapat
diperdagangkan. Fenomena ini menandai diabaikannya
fungsi sosial dalam rumusan normatif-posistivistik
dalam UUPA 1960. Kecenderungan selalu terkait dengan
aspek ekonomi penggunaan tanah. Di kalangan warga
masyarakat sekitar industri, tanah menjadi “incaran”
para investor. Di kalangan warga terjadi perubahan
penggunaan tanah sebagai aktualisasi perilaku pemilik
tanah yang sengaja berupa menelantarkan tanah dengan
tujuan investasi.

Fungsi sosial mewajibkan pemilik tanah untuk
mempergunakan tanah sesuai dengan keadaannya.
Artinya, keadaan tanah, sifat dan tujuan haknya. Jika
kewajiban itu diabaikan maka mengakibatkan hapus-
nya atau batalnya hak yang bersangkutan, sehingga
termasuk tanah yang diterlantarkan. Sama dengan sifat
dan tujuan pemberian hak guna bangunan yakni bahwa
yang mempunyai hak akan membangun rumah atau
bangunan lain di atasnya. Jika tanahnya dibiarkan ko-
song tanpa alasan, maka ini termasuk pengertian diter-
lantarkan (Boedi Harsono, 1995: 233). Pasal 15 jo. Pasal
52 UUPA, merumuskan tentang larangan pemilik tanah
sengaja menelantarkan tanahnya yang sengaja tidak
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angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya. Dalam era industrialisasi, kewajiban tersebut
seharusnya diwujudkan melalui undang-undang me-
ngenai tata guna tanah, air, ruang angkasa dan keka-
yaan ‘alam. Dengan undang-undang ini diharapkan
dapat diatur, misalnya tentang pemilihan/penentuan
lokasi  pembangunan industri. Penentuannya tidak
hanya mendasarkan pada pertimbangan letak tanah
yang strategis untuk transportasi, bahan baku maupun
tersedianya tenaga yang murah melainkan harus mem-
pertimbangkan aspek subur tidaknya tanah. Praktik
“ini memperlihatkan bahwa pertimbangannya
hanya mendasarkan tersedia atau tidaknya sumber
bahan baku, lokasi pasar produk perusahaan, fasilitas
transportasi, tersedianya tenaga kerja, pembangkit
tenaga (power), sehingga faktor subur tidaknya tanah dari
aspek kepentingan pertanian rakyat diabaikan (Agus
Ahyari, 1973: 221-244). Belum adanya undang-undang
tata guna tanah sebagaimana dimaksud UUPA 1960,
membawa konsekuensi mudahnya alih fungsi tanah
dariitanah pertanian ke penggunaan untuk industri.
Ditinjau: dari sudut politik sosial sangat merugikan
bahkan memunculkan berbagai ketegangan sosial.
Ketegangan berupa konflik pertanahan yang bersebab
dari pembebasan tanah untuk pembangunan industri.
!--Pembebasan tanah untuk kepentingan industri,
memunculkan/melahirkan berbagai persengketaan.
Bahkan ‘pada gilirannya berubah menjadi konflik
yang sangat rumit. Jenis konflik dapat berupa konflik
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letak (site plan) yang meliputi tata letak bangunan, jalan,
saluran pembuangan air, serta prasarana dan fasilitas
lainnya yang dibutuhkan. Mengenai kawasan industri
(industrial estate), ada yang menyebut sebagai kawasan
tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang
dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas
penunjang yang disediakan dan dikelola perusahaan
industri ( Pasal 1 angka 1 Keppres No. 53 Tahun 1989
tentang Kawasan Industri jo. Pasal 1 angka 1 Keppres
No. 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres RI No. 53
Tahun 1989 tentang Kawasan Industri). Sebagai subjek
hak atas tanah dalam pengelolaan kawasan industri
(industrial estate) adalah perusahaan kawasan industri,
yakni suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Di sini dapat
berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Perusahaan
Swasta Nasional (PMDN), Perusahaan Penanaman
Modal Asing (PMA) maupun badan usaha patungan
antar badan-badan usaha tersebut. Kawasan industri
(industrial estate), merupakan alternatif yang dipilih pe-
merintah dengan pertimbangan untuk mempercepat
pertumbuhan industri, memberikan kemudahan ke-
giatannya untuk berlokasi di kawasan industri, serta
penyediaan fasilitas lokasi industri yang berwawasan
lingkungan.

Pasal 1angka 8 Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun
1993 merumuskan kawasan peruntukan industri sebagai
bentangan tanah yang diperuntukkan bagi kegiatan
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bangsa Indonesia, memanfaatkan keunggulan komparatif

dan menciptakan keunggulan kompetetif dengan selalu
memperhatikan dampaknya bagi stabilitas ekonomi sehing-

ga mampu bersaing di pasar dalam negri dan pasar luar
negri. Industri nasional diarahkan untuk lebih banyak
menggunakan rancang bangun dan bahan penolong buatan

jal & :

Sebagai realisasi kebijakan pembangunan mdustn

dalam GBHN, presiden menetapkan Garis Besar Kebi-
jakan Pembangunan Industri dalam repelita VI, sebagai
berikut.

1.

Menciptakan iklim berusaha yang kompetitif dan
iklim investasi yang mendukung pengembangan
industri secara efisien serta yang mendukung pe-
nguatan struktur dunia industri.

Perlunya ditingkatkan kemampuan industri nasio-
nal terutama dalam hal penguasaan teknologi, pe-
ngembangan sumber daya manusia (SDM), orga-
nisasi industri dan pengembangan industri yang
berwawasan lingkungan.

Meningkatkan kemampuan industri kecil dan
menengah disertai pengembangan perangkatkelem—
bagaan yang mendukung.

Memperluas persebaran industri ke daerah-daerah
sehingga menjadi bagian integrasi dan sistem in-
dustri nasional yang kuat dan maju.

Mendorong dan memantapkan berkembangnya
industri-industri unggulan yang diprioritaskan.
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Pemerintah di bawahnya) dan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan (dan Peraturan Pemerintah dibawahnya).
Pasal 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 menyebutkan apabila ada sebidang tanah yang
terkenausaha pertambangan, maka pemegangusahaper-
tambangan harus membicarakan secara musyawarah-
mufakat dengan pemilik tanah untuk diberikan peng-
gantian. Apabila hal itu tidak dapat dipergunakan, maka
jumlah ganti ruginya ditentukan secara bersama antara
pemegang kuasa pertambangan dengan pemilik tanah.
Apabila tidak dicapai kata sepakat, penentuannya di-
serahkan kepada menteri pertambangan dan jika tidak
dapat diterima, keputusannya diserahkan pada peng-
adilan negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah
~ yang bersangkutan. Yang menarik dari undang-undang
tersebut yakni terdapatnya ancaman pidana bagi pe-
milik tanah yang menghalang-halangi/mengganggu
pelaksanaan usaha pertambangan, misalnya pemilik
yang tidak bersedia menyerahkan tanahnya. Tampak di
sini bahwa kedudukan negara dominan. Hak menguasai
negara (HMN), dimanfaatkan oleh pemerintah (penguasa)
dan pengusaha kroninya untuk mengejar pertum-
buhan ekonomi tanpa melibatkan peran serta rakyat
dalam penguasaan, peruntukan, pengelolaan dan pe-
manfaatan sumber-sumber agraria. Pengamat agraria
pada umumnya mengevaluasi, bahwa Orde Baru gagal
menjamin kepastian penguasaan tanah bagi komunitas
lokal. Bahkan menimbulkan sengketa-sengketa agraria,
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teknologi tinggi yang efisien dan sektor pertanian yang
dinamis, melainkan sekadar menjual produk “pinggi-
ran” dan menjadi pasar barang-barang industri maju
dari negara adidaya. (Ahmad Erani Yustika, Ibid: ).

Peningkatan peranan swasta, pada gilirannya menye-
babkan berbagai persoalan berupa peningkatan penga-
daan tanah/lokasi industri. Dalam konteks ini muncul
cara-cara pengadaan tanah yang disebut pembebasan
tanah. Fungsi sosial dalam teks normatif-positivistik,
dijadikan sandaran mewujudkan kebijakan mem-
peroleh tanah. Analog kebijakan ini yakni pendapat
Seidman ketika membicarakan peranan hukum dalam
pembangunan ekonomi. Hukum dilihatnya sebagai
sarana penyalur kebijakan pemerintah, sehingga
menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan (Robert
B. Seidman, 1972: 311- 339). Kebijakan ini tampak dari
setiap usaha pengadaan tanah melalui cara pembebasan
tanah. Misalnya, campur tangan pemerintah/birokrat
yang bertindak sebagai pembuat keputusan, baik cara
pembebasan tanahnya maupun cara penentuan ganti
rugi yang diberikan kepada pemilik tanah.

Peran penguasa/birokrat dalam pembebasan tanah,
dilakukan dengan intervensi maupun melalui regulasi
hubungan pemilik tanah dengan pengusaha industri.
Intervensi terlegitimasi oleh Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara
Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah
Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta. Legitimasi
tampak dari keharusan bantuan pemerintah untuk
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jauh intervensi birokrasi dapat dilakukan. Segala bentuk
intervensi, tidak bertujuan reditributif yang memberat
padakepentingan kelompok masyarakat berpendapatan
rendah melainkan pada kelompok masyarakat yang di-
sebut the saving classes (Daniel Daud Kameo, op. cit, 8).
Menurut prinsip laissez faire, peranan negara harus
bersifat tut wuri handayani yakni berada di belakang dan
memberi daya, bukan ing ngarso sung tulodo atau me-
mimpin di depan (M. Dawam Rahardjo, op. cit,: 33). Ada-
nya kolusi antara penguasa/birokrat dan pengusaha,
menyebabkan industrialisasi yang berkembang disebut
industrialisasi pinggiran atau industrialisasi semu. Dua
istilah ini menunjuk pengertian bahwa industrialisasi
yang dijalankan tanpa revolusi industri, sehingga in-
dustrialisasi menjadi tidak mandiri (Dawam Rahardjo,
op.cit: 7, Yoshihara Kunio: 3). Muncul pandangan,
industrialisasi di Indonesia tidak berbobot sepadan
dengan negara-negara maju lainnya, sehingga disebut
juga industrialisasi yang terbelah. Di satu sisi, secara
konsepsional industrialisasi yang dilaksanakan ingin
meniru model Barat, sementara di sisi lainnya endowment
factor yang dimiliki sangat berbeda. Konsekuensinya,
industri-industri padat tekonologi yang dikembangkan
tidak mampu bersaing di pasar internasional dan sektor
potensial (berbasis pertanian) tidak terurus selama
sekian dekade (Ahmad Erani Yustika, 2000: viii).
Industrialisasi di Indonesia era Orde Baru, dapat di-
lihat dari rencana-rencana pembangunan lima tahunnya,
dikenal dengan repelita, mulai repelita pertama sampai
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Perkembangan berikutnya yakni era Orde Baru.
Di era ini, pemerintah melakukan reformasi-reformasi
ekonomi yang besar dan sistem ekonomi diliberalisasi-
kan sehingga investasi swasta asing didorong. Dalam
era ini dan sering juga disebut era Orde Pembangunan,
hukum dikembangkan sebagai tool of social engineering.
Di sini hukum justru tidak melindungi hak-hak warga
negara melainkan menambah kewenangan dan kekua-
saan negara yang tengah terobsesi dengan pembangu-
nan dan yang legitimasi kekuasaannya ditentukan oleh
keberhasilan pembangunan. Pada masa ini telah terjadi
distorsi konsep law as a tool of social engineering yang
boleh didakwa sebagai penyebab utama mengapa ma-
salah pelanggaran hak-hak asasi manusia justru amat
mencuat pada era Orde Pembangunan ini (Soetandyo
Wignjosoebroto, tanpa tahun: 8).

Setelah membuka kesempatan pemodal asing, pe-
merintah Orde Baru membuka kesempatan pemodal
dalam negeri melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun
1968. Undang-undang ini kemudian diubah dan disem-
purnakan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1971,
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Diduga dan
disadari, pengusaha dalam negeri yang sudah siap
adalah pengusaha nonpribumi (M. Dawam Rahardjo:
14). Orientasi pembangunan, mendorong penggunaan
tanah sebagai mekanisme akumulasi modal yang ber-
akibat peminggiran hak-hak masyarakat atas tanah.
Bahkan mendorong berkembangnya nilai-nilai yang ter-
kait dengan tanah. Tanah hanya dilihat dari nilai eko-
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industri sendiri, baik industri berat maupun ringan. Re-
pelita kelima, menitikberatkan pada sektor pertanian
untuk memantapkan swasembada pangan dan mening-
katkan produksi hasil pertanian lainnya untuk ekspor,
industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri
pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat
menghasilkan mesin-mesin industri (Sunaryati Hartono,
1991: 4). .

Dalam tataran internasional, tidak ada negara dapat
- maju tanpa melalui industrialisasi. Hanya sebagian kecil
negara dengan jumlah penduduk sedikit dan kekayaan
minyak atau kekayaan alam lainnya melimpah, seperti
Kuwait atau Libya dapat mencapai tingkat pendapat-
an per kapita yang tinggi tanpa industrialisasi (Helen
Hughes, terjemahan Julius A. Mulyadi, 1992: 8).

Di Indonesia, industrialisasi sebagai kebijakan
pembangunan nasional berlangsung secara cepat sejak
tahun 1970-an (Bambang Setiaji, dalam M. Thoyibi
(ed), 1995: 30, Tulus T.H. Tambunan, 2001: 28). Dalam
periode sebelumnya, meskipun industrialisasi sudah
dikenal tetapi perkembangannya tidak signifikan mem-
berikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pada
masa kolonial Belanda misalnya, untuk memajukan
perkembangan ekonomi digunakan instrumen eko-
nomi perkebunan. Di antara berbagai negara yang per-
ekonomiannya ditopang perkebunan besar, corak ma-
syarakatnya dan produktifnya berbeda-beda. Secara
historis dapat dilacak bahwa sistem ini (“plantation estate
economy”) mempunyai citra umum yang mencerminkan
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program pembangunan di negara-negara dunia ketiga.
Satjipto Rahardjo (1979: 190), menyebut industrialisasi
sebagai suatu segi khusus dari modernisasi manakala
modernisasi itu mulai memasuki suatu periode yang me-
nempatkan peranan produksi pabrik pada tempat yang
secara fungsional mempunyai nilai strategis. Dalam
konteks ini, industrialisasi mempunyai andil yang be-
sar bagi terjadinya transformasi struktural yang tidak
hanya berupa pergeseran pusat kekuatan ekonomi dari
sektor pertanian ke sektor industri, melainkan juga
pergeseran struktur industrinya. Penyebabnya, yakni
dimilikinya keunggulan-keunggulan komparatif dari
pergeseran kegiatan produksi yang bersifat padat karya
dan berteknologi rendah ke kegiatan produksi padat
modal dan berteknologi tinggi (Tulus T.H. Tambunan,
2001: 29).

Di Indonesia, industrialisasi ditempatkan sebagai
strategi pembangunan (Ahmad Erani Yustika, 2000),
sehingga sebagai salah satu sektor pembangunan na-
sional. Sektor ini mendapatkan prioritas istimewa apa-
bila dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. In-
dustrialisasi memberi penekanan pada pertumbuhan
ekonomi melalui pembangunan sektor industri manu-
faktur yang pesat (Daniel Daud Kameo, 2003: 8). Mes-
kipun demikian, industrialisasi yang dijalankan di
Indonesia tidak memiliki bobot yang sepadan apabila
dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Di
Indonesia, Industrialisasi yang dijalankan di Indonesia
“terbelah”, sehingga tidak ada kejelasan arah yang
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bersifat revolusioner setidaknya apabila dibandingkan
dengan perubahan-perubahan sosial sebelumnya.
: Industrialisasi telah mencapai tingkat akumulasi
dan akselerasi yang tinggi berkat kehadiran teknologi
modern. Robert H. Lauer (op. cit: 241), pada waktu
membicarakan tentang teknologi modern dan implika-
sinya terhadap perubahan-perubahan sosial, menyebut
teknologi modern ini sebagai teknologi canggih. Ke-
mudian modernisasi dikategorikan menjadi tiga jenis
yakni sibernetika, rekayasa sosial, dan rekayasa biolo-
gis. Siberbetika mengacu pada penerapan otomatisasi
dan komputerisasi yang berpengaruh besar terhadap
hubungan sosial di tempat teknologi tersebut diterap-
kan. Rekayasa sosial mengacu pada penerapan secara
sistematis pengetahuan dan teori tentang manusia dan
pranata sosial sebagai pedoman. Adapun yang dimaksud
rekayasa biologis adalah suatu upaya untuk mengenda-
likan diri manusia dan lingkungannya secara biologis.
Dalam sejarah perkembangannya, modernisasi me-
rupakan sebuah gagasan tentang perubahan-perubahan
sosial dan yang kemudian ‘menjadi sebuah ideologi.
Wilbert Moore misalnya, mendefiniskan perubahan
sosial sebagai suatu perubahan penting dari struktur
sosial”. ]a memasukkan ke dalam definisi tersebut ber-
bagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai,
dan fenomena kultural (Wilbert E. Moore, 1967: 3). Per-
kembangan, terjadi sebagai akibat adanya dukungan
dana dan politik yang besar dari pemerintah, organisasi-
organisasi maupun perusahaan swasta di Amerika
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Tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus ber-
lanjut;

Kadar partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang
memadahi;

Difusi norma-norma sekuler-rasional dalam kebuda-

yaan,
Peningkatan mobilitas dalam masyarakat; dan
Transformasi kepribadian individu, sehingga dapat
berfungsi secara efektif dalam tatanan sosial. ‘

Menjadi beralasan mengkaji perubahan fungsi sosial
hak milik atas tanah sebagai bagian proses perubahan
sosial yang bersebab dari industrialisasi. Di samping
menyangkut pertumbuhan ekonomi, industrialisai
menyangkut sejumlah perubahan sosial. Di Indonesia,
pengertian modernisasi sering diartikan dalam artinya
yang sempit, yakni terbatas pada penggunaan teknologi
canggih dalam sistem produksi dan tata niaga, sehingga
pertanian bukan termasuk pengertian modernisasi
(Fasial Kasryno dkk, 2000: 25). Modernisasi sebagai
suatu era, telah menampilkan dunia dalam karakter dan
citra yang sama sekali berbeda apabila dibandingkan
dengan era sebelumnya. Modernisasi memerlukan ada-
nya pemilikan tanah pribadi dan munculnya komersiali-
sasi tanah serta adanya orientasi individual dari kebuda-
yaan borjuis kota (Robert H. Lauer, 1978: 422-423).

Modernisasi ditandai proses transformasi masya-
rakat dari masyarakat agraris-rural-tradisional ke
masyarakat industrial-urban-modern dan aspek uta-
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Secara historis, modernisasi dan industrialisasi ber-
kaitan erat satu sama lain. Modernisasi merupakan
istilah yang lebih inklusif karena modernisasi dapat
terjadi terlepas dari industrialisasi. Apten misalnya,
mengatakan bahwa modernisasi di Barat didahului oleh
komersialisasi dan industrialisasi. Di negara-negara
non-Barat, modernisasi didahului oleh komersialisasi
dan birokrasi. Modernisasi dapat dilihat terlepas dari
industrialisasi. Di Barat, modernisasi disebabkan oleh
- industrialisasi, sementara di kawasan lain modernisasi
menyebabkan industrialisasi (Robert H. Lauer, 1978:
410). Pendapat berbeda dikemukakan Kuntowidjojo
yang menyebut industrialisasi pada dasarnya tidak
dapat dilepaskan dari modernisasi bahkan bagian mo-
dernisasi (Kuntowidjojo, 1993: 65). Lebih lanjut dika-
takan bahwa industrialisasi menyangkut unsur penting
pertumbuhan ekonomi sehingga tidak dapat terjadi
terlepas dari industrialisasi yang merupakan bagian
integral dari modernisasi ( op. cit: 41).

Raymond Aron menyebut enam ciri industrialisasi,
yaitu (1) merupakan rasionalisasi proses kerja, (2) pene-
muan-penemuan di bidang ilmu alam yang diterapkan
dalam proses kerja menghasilkan kemungkinan dan
kemampuan untuk mengolah dan menguasai sum-
ber kekayaan alam, (3) berkembangnya industri meng-
akibatkan konsentrasi kaum buruh di dekat pabrik, (4)
konsentrasi kaum buruh di kawasan industri mengakibat-
kan antagonisme (pertentangan) antara dua kelas sosial,
yaitu kaum proletar dan kaum bermodal, (5) rasionalisasi
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Berada Di Atasnya jo. Peraturan Pemerintah Tahun
1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh
Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan
Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Berada
di atasnya, jo. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973
tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah
dan Benda-Benda yang Berada di Atasnya. Pembebasan
hak-hak atas tanah semula diatur dalam Peraturan Men-
teri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentu-
an-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah
jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1976
tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk
Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah oleh
Swasta jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.
Ba 12/108/12/75, jo. Surat Edaran Direktur Jendral
Agraria Departemen Dalam Negeri No. BTU 2/568/2-
76 tertanggal 28 Pebruari 1976, jo. Surat Keputusan Gu-
bernur masing-masing (Bachtiar Effendie, op. cit: 5).

B. Modernisasi dan Industrialisasi: Kebijakan
Pembangunan Nasional

Industrialisasi sebagai kebijakan pembangunan na-
sional, sering diartikan tidak sekadar maknanya sebagai
program atau kebijakan umum. Bahkan industrialisasi
menjadi sebuah ideologi yang menuntun dan menun-
tut pembangunan secara berangsur tetapi pasti. Apabila
tanah dibutuhkan untuk pembangunan, semua tanah
yang ada di kawasan negara menjadi kian terkontrol
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pergunakan untuk mencapai sebesar-beéarnya ke-
makmuran rakyat Indonesia.

Negara dalam sektor agraria berhak selalu campur
tangan, sehingga setiap hak atas tanah tidak terlepas
dari hak menguasai negara. Konsekuensinya, negara
selalu dapat mengendalikan atau mengarahkan fungsi
bumi, air, ruang angkasa sesuai dengan kebijakannya.
Kebijakan ini misalnya, demi kepentingan nasional yang
selalu “dikukuhi” sebagai kepentingan di atas kepen-
tingan perorangan. Dalam UUPA 1960 dijumpai ber-
bagai landasan hukum yang berhubungan dengan hak
menguasai negara, termasuk Pasal 6 UUPA 1960 yang
secara tegas membatasi semua hak atas tanah mempu-
nyai fungsi sosial.

Secara teoretik, hak menguasal negara (atau dapat
juga disebut sebagai pendakuan (klaim) negara atas tanah
sebagai kawasan atau domein negara), bermula dari
konsep teritorialitas yang telah berkembang sebagai tra-
disi hukum barat sejak abad XII. Pada abad ini, ditenga-
rai adanya kesadaran nasional yang mulai bangkit di
negeri-negeri Barat yang kemudian melahirkan komu-
nitas-komunitas politik yang sekarang dikenal sebagai
negara-negara bangsa (Soetandyo Wignjosoebroto,
2003: 1). Konsep yang “menebal” sebagai paradigma
dalam kehidupan publik dan tradisi hukum pertanahan
Barat tersebut, kemudian menjadi dasar pembenar ber-
lakunya peraturan perundang-undangan tentang pen-
dayagunaan tanah di Indonesia pada zaman kolonial,
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Pasal 6 UUPA 1960 merumuskan “semua hak atas
tanah mempunyai fungsi sosial”.Penjelasan pasal ter-
sebut menyebutkan bahwa tidak hanya hak milik yang
mempunyai fungsi sosial, melainkan semua hak atas
tanah. Kemudian dalam penjelasan umum disebutkan
bahwa fungsi sosial hak-hak atas tanah sebagai dasar
keempat dari hukum tanah nasional kita. Ini berarti bah-
wa hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang,
tidak dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan di-
pergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata
untuk kepentingan pribadinya apalagi kalau hal itu
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan
tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat
daripada haknya, sehingga bermanfaat, baik bagi kese-
jahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya mau-
pun bagi masyarakat dan negara. Akan tetapi dalam
konteks itu, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa ke-
pentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh
kepentingan umum (masyarakat). Undang-undang po-
kok agraria memperhatikan pula kepentingan-kepen-
tingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan ke-
pentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi
sehingga akhirnya tercapai tujuan pokok: kemakmuran,
keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (Pasal
2 ayat (3) UUPA, 1960). _

Pasal 6 UUPA 1960 merumuskan secara singkat
mengenai hak-hak perorangan atas tanah menurut kon-
sepsi hukum tanah nasional yang pada hakikatnya ada-
lah konsepsi hukum adat. Menurut konsepsi hukum
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perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah, beserta
beberapa bentuk/wujud perubahannya. Persoalan-per-
soalan mengenai industrialisasi yang dijalankan selama
ini menjadi relevan untuk dikedepankan. :

Pada dasarnya, tugas teori sosial tidak sekadar mem-
beri makna terhadap suatu realitas sosial yang memung-
kinkan lahirnya kesadaran dan pemahaman terhadap
realitas sosial tetapi juga bertugas untuk “mengubah
realitas sosial” yang dianggapnya bermasalah dan tidak
adil (Mansour Fakih, 2001: 5).

Paralel dengan argumen tersebut yakni pendapat
yang mengatakan bahwa dalam dunia ilmu, teori me-
nempati kedudukan yang penting. Kehadirannya mem-
berikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum
serta memahami masalah yang kita bicarakan secara
lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan
berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitan-
nya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan
penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan men-
sistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori
bermanfaat, karena memungkinkan dan membantu kita
memahami lebih baik segala yang telah kita ketahui
pada tahap pertama secara intuitif (Satjipto Rahardjo,
1991: 253; Soerjono Soekanto & Ratih Lestarini, 1988: 10;
Peter Beilharz (ed), Edisi ke- I, diterjemahkan Sigit Jat-
miko (2002: viii).

Dari kajian bab ini diharapkan mampu mendeskrip-
sikan dan menjelaskan secara teoretis bahwa industria-
- lisasi yang dilaksanakan menyebabkan terjadinya ber-
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milik atas tanah dilihat dalam dunia realitas kehidupan
- warga masyarakat sekitar industri. | :

Bab ini berisi analisis teoretis. Pertama tentang fung-
si hukum dalam pembangunan, khususnya dalam
pengadaan tanah untuk pembangunan industri yang
biasa dikenal dengan istilah pembebasan tanah. Ana-
lisis teoretis ini dipandang penting, yakni untuk men-
deskripsikan bagaimana hukum atau bentuk-bentuk
normatif telah menjadi bersifat instrumental sehingga di-
pakai secara sadar untuk mewujudkan tujuan-tujuan ter-
tentu. Artinya, bagaimana hukum, konkretnya peratur-
‘an-peraturan tentang pembebasan tanah telah menjadi
bersifat instrumental untuk melaksanakan kebijakan-
kebijakan sehingga menjadi suatu tindakan yang dapat
dilaksanakan (Robert B. Seidman, 1972: 311-319. Kedua,
analisis teoretis tentang pembebasan tanah dalam aras
‘normatif sebagaimana ada dalam peraturan perundang-
undangan dilanjutkan dinamika aktualisasinya. Ana-
lisisnya difokuskan pada latar belakang sejarah kela-
hirannya, aktualisasi kebijakan pembebasan tanah,
kemudian berlanjut pada implikasi yang ditimbulkan
oleh praktik-praktik pembebasan tanah.

A. Fungsi Hukum Dalam Pembebasan Tanah
Untuk Industri
Dalam semua aspek kehidupan sekarang ini dapat
kita jumpai berbagai peraturan hukum. Melalui penor-
maan terhadap tingkah laku manusia, hukum melaku-
kan penetrasi/ menjelajahi hampir semua aspek kehidu-
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fat memelihara dan mempertahankan apa yang telah
menjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam ma-
syarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga ber-
fungsi/berperan “as a tool of social engineering”. Konsep
law as a tool of social engineering, dimodifikasi menjadi
hukum sebagai sarana pembangunan yang kemudian
dituangkan dalam GBHN 1978. Konsep ini dapat diber-
lakukan dalam negara sedang berkembang dan maju.
Untuk negara sedang berkembang, yaitu dari suasana
agraris menuju industri, yang menjadikan hukum (un-
dang-undang) mengubah alam pemikiran masyarakat
tradisional ke pemikiran modern sesuai dengan GBHN
1978 yang menyatakan hukum harus mendorong moder-
nisasi. Sementara itu, GBHN 1993, menyatakan bahwa
hukum adalah sarana rekayasa masyarakat (Mochtar
Kusumaatmadja, 2002: 5). Suatu pandangan yang meng-
anggap bahwa hukum hanya berfungsi “as a tool of social
control”, bertitik tolak pada pemahaman hukum yang
bersifat yuridis normatif semata. Dalam perkembangan-
nya, pandangan ini mengalami perubahan. Kenyataan
menunjukkan bahwa hukum tidak mungkin dilepaskan
dari gejala-gejala sosial, seperti politik, ekonomi, dan
sebagainya sehingga perlu pemahaman yang bersifat
sosio empiris. Pandangan yang terakhir ini melahirkan
pemahaman bahwa hukum juga sebagai sarana un-
tuk mengadakan perubahan (Soerjono Soekanto, 1983:
270, Satjipto Rahardjo, loc.cit, hal. 19). Satjipto Rahardjo
(1991:7) lebih lanjut mengatakan “ “Bagi seseorang yang
memilih melihat hukum sebagai sistem peraturan-per-
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tindak sesuai harapan masyarakatnya. Kontrol sosial
oleh hukum dijalankan dengan berbagai cara dan me-
lalui pembentukan berbagai badan yang dibutuhkan.
- Dalam hubungan ini, hukum biasa disebut sebagai
sarana melakukan kontrol sosial yang bersifat formal.
Pelaksanaan kontrol sosial pada suatu saat tidak lagi
berhenti pada orientasi masa sekarang, melainkan juga
ditujukan menjangkau masa yang akan datang. Dengan
demikian persoalannya bukan sekadar bagaimana mem-
pengaruhi tingkah laku anggota-anggota masyarakat
melainkan menyangkut perubahan yang dikehendaki.
Jenis kontrol sosial yang demikian biasa disebut dengan
istilah sosial engineering (Satjipto Rahardjo, 1979: 122-
123). Dalam memahami fungsi hukum sebagai sosial
engineering Satjipto Rahardjo meyebutnya sebagai fung-
si yang digunakan sebagai instrumen mencapai tujuan-
Atujuan tertentu. Instrumentasi hukum harus memenuhi
persyaratan utama yakni (1) perekaman yang baik ter-
hadap kenyataan yang ada, (2) analisis yang lengkap
terhadap prioritas nilai berikut jenjang nilai-nilai itu,
(3) pengujian atau verifikasi pengandaian atau duga-
an kebutuhan perubahan yang diinginkan, dan (4) pe-
ngukuran terhadap efek hukum yang diberlakukan
(Satjipto Rahardjo, 1977: 66). Dalam hal, ini hukum dapat
digolongkan sebagai faktor penggerak yang bersifat
pemula untuk memberikan dorongan pertama secara
- sistematis. Penggunaan hukum untuk melakukan peru-
bahan-perubahan dalam masyarakat berkaitan erat dengan
konsep penyelenggaraan kehidupan sosial dan ekonomi.
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tingkah laku masyarakat atau untuk menciptakan ke-
adaan baru sebagaimana dikehendaki oleh pembangu-
nan itu sendiri. Semakin hukum mampu sebagai alat
yang efektif untuk mengarahkan tingkah laku masyara-
kat sesuai dengan tatanan yang diinginkan, semakin
berhasil pembangunan itu dijalankan (Satjipto Rahard-
jo, 1980, 201).

Perbedaan antara fungsi/peran hukum sebagai sa-
rana kontrol sosial (social control) dan sebagai sosial engi-
neering, bermula dari pemahaman yang menganggap hu-
kum hanya sebagai sarana mempertahankan status-quo
sehingga hanya mengesahkan perubahan yang terjadi.
Pemahaman ini bertitik tolak pada pandangan yuridis
dogmatis yang memandang hukum hanya dalam wu-
judnya sebagai sistem kaidah. Pandangan tersebut dise-
but sebagai pandangan yang bersifat preskriptif yang
memandang hukum hanya bersifat menentukan apa
yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hu-
kum merupakan lembaga yang otonom sehingga ting-
gal diterima dan siap untuk diterapkan (Achmad Ali,
1988: 3, Satjipto Rahardjo, 1991: 3).

Membicarakan hukum sebagai sistem kaidah se-
mata, menampakkan sifatnya yang statis, dalam arti hu-
kum hanya untuk memecahkan masalah yang dihadap-
kan secara kongkret dalam rangka mengatur hubungan
sosial yang ada. Dengan kata lain, membicarakan fungsi
hukum hanya sebagai sarana kontrol sosial berarti hu-
kum hanya sekadar mempertahankan pola hubungan
serta kaidah-kaidah yang ada pada masa sekarang. Pem-
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Argumentasinya, yakni pendayagunaan hukum se-
bagai sarana merekayasa masyarakat menurut skenario
kebijakan pemerintah (dalam hal ini eksekutif), amatlah
terasa diperlukan oleh negara-negara sedang berkem-
bang (Soetandyo Wignjosoebroto, 231).

Di Indonesia, pandangan instrumental mengenai
hukum sebenarnya dapat dijumpai sejak Rencana Pem-
bangunan Lima Tahun I tahun 1969 yang mengakui pe-
ran hukum untuk melaksanakan pembangunan nasi-
onal. Dalam naskah rencana pembangunan lima tahun
tersebut, dinyatakan bahwa tanpa pembangunan bidang
hukum, pembangunan ekonomi akan sia-sia.

Selanjutnya, dalam rencana pembangunan lima ta-
hun (Repelita) kedua (1973-1979) mengenai pembangu
nan bidang hukum, antara lain disebutkan:

“Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan
dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai

- dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah
modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pemban-
gunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan
kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan
ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus
berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan mod-
ernisasi dan pembangunan meyeluruh.

Seminar Hukum Nasional ke III tahun 1974 di
Surabaya, juga mengemukakan tentang fungsi hukum
sebagai sarana social engineering. Selanjutnya, dalam
salah satu keputusan seminar mengenai masalah perun-
dang-undangan disebutkan sebagai berikut:
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nya merupakan kompleks kaidah dan asas yang mengatur
hubungan manusia dalam masyarakat tetapi juga meliputi
lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewu-
judkan berlakunya hukum. Oleh karena itu, peran hukum
dalam masyarakat tidak hanya mengatur kehidupan manu-
sia dalam masyarakat, akan tetapi hukum dapat juga berpe-
ran sebagai sarana pembangunan masyarakat ke arah yang
kita kehendaki. Dengan demikian, fungsi hukum dalam
masyarakat adalah terwujudnya ketertiban dan kepastian
sebagai sarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan
pembinaan kesatuan bangsa, serta sebagai sarana penun-
jang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang
menyeluruh”

Pikiran Mochtar meskipun secara teoretis tidak ter-

lampau istimewa dan khusus, tetapi saran-sarannya
diakui sangat penting dan berpengaruh dalam mene-
tapkan arah perkembangan hukum nasional era Orde
Baru (Soetandjo Wignjosoebroto: 233). Sunaryati Har-
tono (1988: 10) berpendapat bahwa hukum dalam pem-
bangunan mempunyai empat fungsi, yaitu:

1) hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan,
2) hukum sebagai sarana pembangunan,

3) hukum sebagai sarana penegak keadilan, dan
4) hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Mudah dikesan bahwa hukum era Orde Baru men-
jadi hukum pembangunan sehingga difungsikan untuk
merasionalisasi kebijakan-kebijakan pemerintah, khu-
susnya kebijakan eksekutif. Sebagaimana diketahui bah-
wa Indonesia mengikuti pola civil law system, yang ber-
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bahwa hal ini dapat ditemui dalam bab penjelasannya,
yaitu sebagai berikut.

: &

Meletakkan dasar kenasionalan, yaitu dengan menga-
takan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesa-
tuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang
bereatu sebagai bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat 1) dan
menyatakan bahwa semuanya adalah anugerah Tu-
han dan merupakan kekayaan nasional (ayat 2);
Menghapuskan asas domein yang semula berlaku,
yang berisi ketentuan bahwa negara merupakan
pemilik dari tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh
perseorangan. Asas ini digantikan oleh asas tentang
negara sebagai badan penguasa.

Meletakkan dasar bagi hubungan antara hak ulayat
dengan kekuasaan negara; .

Fungsi sosial dari hak milik.

Asas, bahwa tanah hanya dapat dimiliki oleh warga

negara Indonesia saja.
Asas,bahwatiapwarganegaralndonesiamempunyai
kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas
tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya.
Meletakkan dasar untuk land reform.

Meletakkan dasar untuk tata guna tanah.

Satjipto Rahardjo, (ibid, 169), sengaja memasukkan

UUPA 1960 dalam kategori penggunaan hukum sebagai
sarana social engineering. UUPA 1960 tidak hanya
menginginkan terjadinya perubahan struktural dalam
hubungan antara orang dengan tanah semata, melainkan
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yang dipertentangkan, yakni asas individualisme dan
asas kolektivisme. Di tengah-tengah berkecamuknya
perang dingin antara Blok Timur (sosialis/komunis)
dan Blok Barat (liberal/kapitalis) Indonesia sejak awal
berketetapan keluar dari tarikan-tarikan kedua kubu
tersebut. Pada saat itu diasumsikan bahwa model
sosialis/komunis, negara dipandang sebagai individu
(bahkan satu-satunya individu) yang mempunyai hak
milik mutlak atas semua tanah, warga negara hanya
mempunyai hak menggarap/menggunakan sehingga
hubungan hukum antara negara dengan tanah bersifat
hubungan privat. Berbeda dengan model liberal/
- kapitalis, meskipun negara juga dipandang sebagai
individu, tetapi semua tanah dibagi habis kepada semua
individu, termasuk negara sebagai individu. Dengan
demikian, ada tanah milik mutlak (eigendom) individu
dan tanah eigendom negara (milik mutlak negara).
Hubungan hukum antara negara dan tanah juga bersifat
hubungan privat. Oleh karena Indonesia tidak mutlak
masuk pada salah satu kubu tersebut, maka dicari
landasan yang lain sehingga disepakati bahwa landasan
yang dipakai adalah asas monodualisme. Muncullah
fungsi sosial hak atas tanah sehingga konsep eigendom
individual ditolak dengan mengemukakan suatu konsep
bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam konteks
negara muncul konsep hak menguasai negara.
Gunawan Wiradi (dalam Rikardo 2002: xii), men-
sinyalir konsep monodualis itu dianggap sebagai jalan
tengah atau jalan keluar dan sebagai sintesa dari indi-
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seharusnya diaktualisasikan untuk kepentingan pem-
bangunan. Atau, tentang bagaimana fungsi sosial hak
milik atas tanah apabila dihadapkan dalam konteks
pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan,
termasuk pembangunan industri.

Arah kebijakan yang dijadikan pijakan memasu-
ki wacana teoretis tersebut, tersirat melalui rumusan
GBHN 1988, yakni sebagai berikut.

“Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya ha-
rus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu
perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna
tanah secara nasional, sehingga pemanfaatan tanah dapat
terkoordinasi, antara berbagai jenis penggunaan dengan
tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta
mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan
masyarakat dan kepentingan pembangunan (garis miring oleh
penulis). Di samping itu perlu dilanjutkan penataan kemba-
li penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah termasuk
pengalihan hak atas tanah.”

Meskipun arah yang dituju GBHN 1988 tidak me-
nyebut sebagai dasar kebijakan pertanahan di Indonesia,
namun mempunyai implikasinya tersendiri terhadap
fungsi sosial milik atas tanah dalam teks normatif-posi-
tivistik. Dalam GBHN 1988, terdapat rumusan yang
mengisyaratkan pemisahan antara dua kepentingan
yang harus dilayani dalam kaitannya dengan fungsi so-
sial penggunaan tanah.

Pembangunan khususnya selama Orde Baru, ak-
tualisasi fungsi sosial hak milik atas tanah telah me-
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antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan
pembangunan harus direkonsiliasikan/diserasikan
melalui kebijakan pertanahan nasional (national land
policy). Ditentukan bahwa rekonsiliasi/ penyerasian dua
kepentingan tersebut harus dilaksanakan secara nasio-
nal melalui rencana tata ruang dan rencana tata guna
tanah.

Munculnya perbedaan dua kepentingan, yakni ke-
pentingan masyarakat dan pembangunan tidak perlu
terjadi. Oleh karena hakikatnya pembangunan untuk
meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dalam
praktik dijumpai paradoks pembangunan, di satu sisi
pembangunan menghasilkan berbagai proyek fisik,
namun di sisi lain memanfaatkan tanah-tanah yang se-
mula sebagai sumber kehidupan utama warga masyara-
kat. Disinilah mulai muncul konflik-konflik kepentingan
atas penggunaan tanah. Konflik terjadi antara pelaksana
pembangunan dengan warga masyarakat yang pada
umumnya lemah sehingga warga masyarakat selalu be-
rada di pihak yang kalah. Akibatnya, warga masyarakat
terpaksa harus “tergusur” atau “terpaksa” melepaskan
tanahnya dengan menerima ganti rugi yang sering ti-
dak memadahi. Konflik kepentingan penggunaan tanah
diprediksikan berlanjut bahkan dalam skalanya yang
meningkat untuk masa mendatang. Terdapat berba-
gai faktor yang menyebabkan konflik kepentingan ter-
sebut terjadi, yakni sebagai berikut: (a) meningkatnya
jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan, sehing-
ga mengakibatkan semakin terbatasnya jumlah tanah
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pek ekonomi, sosial, maupun budaya warga masyarakat.
Lembaga pembebasan tanah di Indonesia, pengaturannya
dapat ditemui dalam berbagai peraturan, surat edaran,
dan instruksi dari Departemen Dalam Negeri. Misalnya,
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
- 1975 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan
Tanah, (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Ta-
hun 1976 tanggal 5 April 1976 tentang Penggunaan Acara
Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi
Pembebasan Tanah oleh Pihak Swasta, (3) Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri No. Ba. 12/108/12/75 tanggal 3
Desember 1975, (4) Surat Edaran Direktur Jenderal Agra-
ria Departemen Dalam Negeri tanggal 28 Februari 1976
No. BTU 2/568/2-76 dan lain-lain misalnya berupa surat-
keputusan- surat-keputusan gubernur.

Dalam perkembangannya muncul berbagai pera-
turan yang berkaitan dengan pembebasan tanah (juga
pencabutan hak). Pada tahun 1982, misalnya menteri
dalam negeri mengeluarkan petunjuk khusus yang
ditujukan kepada gubernur dengan Surat Edarannya
tanggal 22 Desember 1982 No. 593.82/5030/ Agar ten-
tang Pengolahan/Penyiapan Pemberian Izin Prinsip
dalam rangka Pencadangan dan Pemberian Tanah un-
tuk Keperluan Proyek-Proyek Pembangunan. Dalam
rangka menanggapi berbagai kritik terhadap peraturan
dan pelaksanaan pembebasan tanah, khususnya yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 1975 yang dianggap mengundang berbagai
permasalahan, maka 1 Agustus 1985 menteri dalam
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acara pembebasan tanah milik penduduk, bukan
sesuatu yang baru. Dari data yang dihimpun oleh Badan
Pertanahan Nasional dari zaman Hindia Belanda sampai
tahun 1984, terdapat kurang lebih 30 peraturan yang
berhubungan dengan pembebasan tanah. Pembebasan
tanah selalu menimbulkan permasalahan, sebab pada
prinsipnya adalah proses perdata berupa melepaskan
hubungan hukum dengan cara memberikan ganti rugi
secara musyawarah (Sutardja Sudradjat, tanpa tahun:
5). Pengadaan tanah dapat ditempuh melalui dua cara,
yakni melalui pencabutan hak atas tanah (onteigening)
dan melalui pembebasan tanah (prijsgeving). Meskipun
kedua lembaga hukum tersebut berbeda, baik mengenai
dasar hukumnya maupun prosedur pelaksanaanya, -
tetapi dalam praktiknya kedua lembaga hukum tersebut
sering dikacaukan. Sejak pemerintahan Hindia Belanda,
pencabutan hak (onteigening) dan pembebasan tanah
(prijsgeving) diatur secara terpisah. Pertama kali diatur
dalamStbl. 1920 No. 574 yang lebih dikenal denganistilah
“onteigeningsordonantie”, mulai berlaku sejak tanggal
1 September 1920 kemudian ditambah dan diubah,
terakhir dengan Stbl. 1947 No. 96. Onteigeningordonantie
1920 tersebut, telah dicabut dan diganti dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1961 (LN 1961 Nomor 288)
tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda yang
Ada di Atasnya. Kemudian sebagai tindak lanjut
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961
dikeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan, yaitu
antara lain (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
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menjual tanahnya. Bibjlad 11372 tahun 1927 dan Bijblad
12746 tahun 1932 yang memberikan legitimasi pemerin-
tah kolonial untuk memperoleh tanah rakyat dengan
cara membeli, bukan dengan cara melalui pembebasan
tanah seperti istilah sekarang, telah membuka jalan bagi
pemerintah untuk menjadi pemilik baru atas tanah-ta-
nah rakyat. Konsep pemerintah sebagai pemilik atas ta-
nah sejalan dengan asas hukum agraria kolonial yang
membenarkan negara mempunyai hak atas tanah (do-
mein verklaaring). Kedua produk hukum zaman pemerin-
tahan Hindia Belanda tersebut sekarang telah dicabut
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Ta-
hun 1975 tanggal 3 Desember 1975 tentang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Konsep negara sebagai pemilik tanah sebagaimana
dianut hukum agraria kolonial (Agrarisch wet) tahun
1870 dalam perkembangannya dipandang tidak sesuai
dengan filosofi negara Republik Indonesia, yaitu Pan-
casila. Oleh karena itu, UUPA 1960 tidak menganut
hubungan pemilikan oleh negara terhadap tanah, me-
lainkan dianut konsep yang berupa hak menguasai atas
tanah oleh negara, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1)
UUPA 1960 yang menyebutkan sebagai berikut:

“...bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi
dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan selu-
ruh rakyat Kemudian ayat (2) pasal tersebut, menentukan
bahwa hak menguasai dari negara, memberikan wewenang
kepada negara untuk (a) mengatur dan menyelenggarakan
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nya peran aktif pihak swasta. Bahkan, untuk merangsang
pihak swasta dipandang perlu bantuan fasilitas dari
pemerintah berbentuk jasa-jasa dalam pembebasan
tanah rakyat dalam penyediaan tanahnya. Dasar
kebijakan pembebasan tanah di Indonesia dapat dibaca
pada pengantar surat edaran Direktorat Jendral Agraria
yang lebih mendasarkan alasan yang bersifat ekonomis,
bukan yuridis. Terkesan kebijakan pembebasan tanah
di Indonesia ditempuh sebagai upaya memfasilitasi
pemilik modal baik pemerintah maupun swasta. Dalam
dinamika pembangunan nasional, pemerintah Orde
Baru dalam melaksanakan pembangunannya hanya
diarahkan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi
nasional. Kebijakan ini ditempuh melalui pengadaan
sektor industri dan modernisasi sektor pertanian seba-
gai usaha mewujudkan swasembada pangan.

Dalam rangka kebijakan pembangunan ekonomi
pemerintah mengundang para pemilik modal (baik as-
- ing maupun domestik) untuk menanamkan modalnya
di Indonesia. Pemerintah memandang perlu untuk me-
nyediakan berbagai fasilitas, baik fasilitas perpajakan
maupun tanah. Berbagai fasilitas diprioritaskan untuk
para pemilik modal swasta (pengusaha) yang memer-
lukan tanah untuk pembangunan industri atau kegiatan
- pembangunan lainnya yang mengatasnamakan proyek-
proyek “kepentingan umum.” Karena persediaan tanah
terbatas, pemerintah menempuh kebijakan yang sangat
pragmatis dengan tujuan memungkinkan pemerintah
dan pemilik modal mengambil alih tanah-tanah milik
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yaitu terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

a. Kepala Sub. Direktorat Agraria Kabupaten/Kota-
madya sebagai Ketua merangkap anggota;

b. Seorang pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah
Tingkat Il yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikotamadya
Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai anggota;

¢. Kepala Kantor IPEDA/IREDA atau pejabat yang
ditunjuk sebagai anggota;

d. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang
memerlukan tanah tersebut sebagai anggota;

e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II
atau pejabat yang ditunjuknya apabila mengenai
tanah bangunan dan/atau Kepala Dinas Pertanian
Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya
jika mengenai tanah pertanian sebagai anggota.

f. Kepala Kecamatan yang bersangkutan sebagai
anggota.

g Kepala desa atau yang dipersamakan dengan itu
sebagai anggota;

h. Seorang pejabat dari Kantor Sub. Direktorat Agraria
Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala
Sub. Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang
bersangkutan sebagai Sekretaris bukan anggota. ’

Adapun tugas-tugasnya diatur dalam Pasal Pasal 3
PMDN No. 15 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut.

1. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat
terhadap keadaan tanahnya, tanaman tumbuh dan

bangunan-bangunan.
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rugi atas bangunan dan tanaman, panitia berpedoman
pada ketentuan yang ditetapkan oleh dinas pekerjaan
umum/dinas pertanian setempat.

Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah, dan
atau fasilitas lainnya. Apabila pembebasan tanah meli-
puti areal yang luas dan pelaksanaannya memindahkan
pemukiman penduduk, maka dalam pemberian izin
pembebasan tanah ada syarat untuk menyediakan tem-
pat pemukiman baru di samping wajib membayar ganti
rugi lainnya. Panitia pembebasan tanah, wajib men-
gusahakan agar besarnya ganti rugi berdasar sepakat di
antara para anggota panitia dengan memperhatikan ke-
hendak pemegang hak, atas tanah. Keputusan menge-
nai besar dan bentuknya ganti rugi disampaikan kepada
instansi yang memerlukan tanah, para pemegang hak,
dan para anggota panitia (Pasal 6). !

Apabila para pihak sepakat mengenai besar/ben-
tuknya ganti rugi, maka pembayaran ganti ruginya sebe-
sar yang disepakati. Bersamaan pembayaran ganti rugi
tersebut, dilakukan pelepasan hak atas tanah dengan
disaksikan sekurang-kurangnya empat orang anggota
panitia pembebasan tanah. Apabila para pihak menolak
keputusan panitia, maka berlaku ketentuan Pasal 8 yang
menyebutkan apabila panitia pembebasan tanah telah
menerima dan mempertimbangkan alasan penolakan-
nya, panitia dapat mengambil sikap tetap pada putus-
an semula, atau meneruskan surat penolakan tersebut
kepada gubernur kepala daerah. Gubernur dapat meng-
ambil keputusan yang bersifat mengukuhkan atau
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Nomor 15 Tahun 1975 hakikatnya sama dan merupakan
bentuk lain dari yang diatur dalam Bijblad No. 11372
tahun 1927 dan Bijblad Nomor 12372 Tahun 1932. Da-
lam pembebasan tanah, permohonannya harus ditu-
jukan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Per-
mohonannya, diteruskan kepada panitia pembebasan
tanah yang dibentuk gubernur. Prosedur pembebasan
tanah sangat bersifat eksklusif, sehingga menutup pe-
ran serta masyarakat. Terlebih, panitia pembebasan ta-
nah keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur pamong
praja sehingga dimungkinkan adanya penyalahgunaan
kekuasaan, misalnya pemaksaan, intimidasi dan mani-
pulasi pemberian ganti ruginya. Di samping dari unsur
pamong praja, keanggotaannya tidak mempunyai ke-
ahlian ekologi. Padahal keahlian ekologi ini dipandang
penting untuk melakukan inventarisasi dan penelitian
keadaan dan faktor-faktor ekologis lainnya. Prosedur
pembebasan tanah, Permendagri tidak mengatur apa-
bila pelaksanaannya dipandang merugikan warga
masyarakat. Menurut Permendagri, ganti rugi hanya
menggunakan ukuran/nilai ekonomis semata, sehingga
ganti rugi selalu dalam bentuk uang. Konsekuensinya
adalah, bahwa nilai-nilai non-ekonomis, misalnya ke-
akraban sosial, dan budaya masyarakat setempat tidak
diperhitungkan. Cara yang demikian ini akan semakin
menjauhkan prinsip keadilan.

Dalam seminar Segi-Segi Hukum Pembinaan Kota dan
Daerah yang diselenggarakan oleh BPHN (Badan Pembi-
naan Hukum Nasional), Departemen Kehakiman beker-
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atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

- 1961 merupakan lanjutan dari Onteigening Ordo-
nanntie Stb. 574/1920 adalah menjadi wewenang
Presiden.

c. Dengan prinsip musyawarah dari Peraturan
MenteriDalam Negeri tersebutmerupakanusaha
pengadaan tanah dalam rangka pembangunan
sebelum meningkat pada pencabutan hak.

4. Dalam seminar dikemukakan beberapa pendapat
atau pandangan sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun
1975 baik ditinjau dari segi formalnya (yang ti-
dak memenuhi persyaratan yuridis) maupun
ditinjau dari segi materialnya (yaitu perlindun-
gan kepada anggota masyarakat yang akan di-
cabut haknya) adalah batal menurut hukum.

b. Apabila Peraturan Menteri Dalam Negeri itu
diuji kepada doktrin (bahwa ada pembatasan
wewenang dari badan Negara untuk membuat
undang-undang dalam arti material) dengan
anggapan bahwa pembebasan tanah adalah
sama dengan pencabutan hak, maka Peraturan
Menteri tersebut adalah batal karena: (a). Menteri
Dalam Negeri tidak mempunyai wewenang
membuat peraturan yang mengikat umum
tanpa adanya pendelegasian wewenang. (b).
Mengenai Pencabutan Hak, Undang-Undang
No. 20 Tahun 1961 adalah menunjuk Presiden

- sebagai instansi yang berwenang memutus.
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juga aspek sosial, ekonomi, hankamnas dan lain-lain.
Dengan demikian penggunaan Undang-Undang No.
20/1961 hanya dipakai sebagai upaya terakhir.

d. Bilamana pencabutan hak untuk kepentingan
umum tidak dapat dihindarkan, maka harus ada
jaminan bagi pemegang hak yang dicabut untuk
mendapatkan ganti kerugian atau mendapatkan
manfaat dari proyek pembangunan yang bersang-

 kutan. Atau apabila tanah yang dicabut haknya te-
lah ditanggungkan oleh pemiliknya kepada bank/
kreditur sebagai jaminan atas kredit yang telah dite-
rimanya, maka kreditur atau bank akan mendapat
hak utama (privilege) dari ganti rugi tersebut.

Cacat-cacat yuridis yang melekat pada peraturan
pembebasan tanah, menyebabkan berbagai ketegangan
dan keresahan sosial. Kondisi semacam ini sering me-
warnai pelaksanaan pembebasan tanah. Dampak nega-
tif lain yang timbul misalnya, merosotnya kesejahteraan
warga masyarakat yang tanahnya dibebaskan.

Menyadari berbagai kelemahan Permendagri, maka
dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 23 Ta-
hun 1997) ditegaskan adanya hak, kewajiban, dan peran
serta setiap warga masyarakat dalam pengelolaan ling-
kungan hidup mulai tahap perencanaan, pelaksanaan
maupun evaluasinya. Terakhir Undang-undang ini di-
gantikan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
(Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
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bagi warga masyarakat dan sebagai dasar pejabat/ins-
tansi pemerintah dalam mengambil keputusan, misal-
nya tentang pemberian izin. Munculnya PP No. 29 Ta-
hun 1986, prosedur dan mekanisme pembebasan tanah
menurut Permendagri No. 15 Tahun 1975 menjadi gu-
gur atau harus menyesuaikan dengan PP tersebut. Se-
bagai perbandingan, berikut dikemukakan pengaturan
menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 ten-
tang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda di
Atasnya. Pencabutan hak atas tanah berbeda dari pem-
bebasan hak atas tanah. Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1961
menentukan bahwa untuk kepentingan umum, terma-
suk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan ber-
sama dari rakyat, termasuk kepentingan pembangunan,
Presiden dalam keadaan yang memaksa (setelah men-
dengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Men-
teri yang bersangkutan) dapat mencabut hak-hak atas
tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973, secara
definitif menentukan pengertian kepentingan umum.
Proyek pembangunan disebut sebagai kepentingan
umum apabila proyek tersebut termasuk rencana pem- :
bangunan yang diberitahukan kepada masyarakat
yang bersangkutan atau telah termuat dalam rencana
induk pembangunan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah setempat (Pasal 2 Inpres No.
9/1973). Berbeda dari Permendagri, ketentuan semacam
ini tidak ditemukan, sebab hanya menyebutkan pembe-
basan tanah adalah untuk keperluan pemerintah.
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Apabila pemilik tanah tidak bersedia menerima
ganti kerugian sekalipun dianggap tidak layak, Pasal
8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 menentukan
pemilik dapat mengajukan banding kepada pengadilan
tinggi. Pengadilan tinggi akan memutus dalam tingkat
pertama dan terakhir. Acara penetapan ganti kerugian
oleh Pengadilan Tinggi, diatur dalam Peraturan Pemerin-
tah Nomor 39 Tahun 1973. Dibandingkan dengan Per-
mendagri Nomor 15 Tahun 1975, maka Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1961 lebih memberikan kesempatan
kepada para pemilik tanah dalam hal penentuan pem-
berian ganti ruginya.

D. Berbagai Implikasi Praktik Pembebasan Tanah
Realitas pemilikan dan penguasaan tanah di Indone-
sia dalam kurun waktu tiga dekade terakhir, diwarnai
oleh sejumlah sengketa. Dari segi kuantitas, berbagai
sengketa tersebut dapat dilihat dari beberapa catatan
yang ada di masa Orde Baru yang antara lain menye-
butkan adanya 1. 497 kasus sengketa pertanahan yang
mengorbankan 232.177 kepala keluarga dan berlangsung
di atas tanah seluas 1.052.514,37 Ha (Rikardo Simarmata,
2002: 16). Di samping sengketa pertanahan, ditemui juga
ketimpangan atau deferensiasi mengenai pemilikan
dan penguasaan tanah. Sensus pertanian 1993 mencatat
sekalipun ada peningkatan rumah tangga petani pemi-
lik tanah dari 15,9 juta rumah tangga menjadi 18,0 juta
rumah tangga akan tetapi dalam periode yang sama, ter-
jadi penurunan luas tanah pertanian dari 16,7 juta hektar
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kup dengan Keputusan Presiden (Kepres) melainkan
harus melalui ketetapan hukum yang lebih kuat yakni
melalui produk undang-undang (UU).

Sebagai sebuah konsep, fungsi sosial hak milik
atas tanah dapat dinilai menyumbangkan kontribusi-
nya yang signifikan terhadap berlangsungnya proses
industrialisasi yang pada gilirannya menimbulkan per-
masalahan pertanahan di Indonesia. Dalam konteks
industrialisasi, frungsi sosial hak milik atas tanah, da-
lam aktualisasinya seakan memberikan legitimasi pada
negara untuk meminggirkan hak-hak rakyat atas tanah
demi kepentingan pembangunan atau kepentingan
umum. Dapat disebut bahwa fungsi sosial dalam aktuali-
sasinya mengalami pergeseran yakni diidentikkan seba-
gai konsep kepentingan umum. Konsep tersebut dapat
dijadikan dasar hukum bagi negara dalam mengeluar-
kan sejumlah konsesi-konsesi besar untuk usaha-usaha
pengadaan tanah bagi industri.

Terdapat berbagai argumen yang diajukan untuk
membenarkan pendapat tersebut. Pertama, penafsiran/
interpretasi fungsi sosial dalam aktualisasinya dapat ber-
lebihan. Pasal 6 UUPA 1960 hanya memberikan batasan
bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Rumusanyang sangatinterpretable tersebut, menimbulkan
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